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PERANAN PENGENDALIAN INTERN PERKREDITAN

BANK TANPA BUNGA DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS

PEMBERIAN KREDIT PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARPAH

AMANAH UMMAH BOGOR

ABSTRAKSI

Dalam suatu perusahaan, manajemen memiliki

tanggungjawab untuk mengawasi secara penuh seluruh

aktifitas yang dijalankan di dalam perusahaan. Untuk

perusahaan kecil, hal ini memungkinkan. ■ Namun j ika

perusahaan telah berkerabang dengan volume kegiatan yang

semakin meningkat, jumlah karyawan yang banyak, struktur

organisasi yang konplek, maka semakin kecil kemampuan dan

kesempatan pimpinan untuk mengadakan pengendalian secara

langsung segala sesuatu yang terjadi di dalam perusahaan.

Untuk cukup mengendalikan kecakapan pimpinan, perlu

alat bantu yang dapat menunjang kelancaran, sehingga

tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Alat bantu

yang dimaksud adalah pengendalian intern yang memadai.

If



Salah satu kegiatan bank.adalah pembiayaan yang

menyangkut harta perusahaan yahg memerlukan perlindungan

yang ketat, seperti yang telah penulis kemukakan sebelumn-

ya bahwa keigiatan pembiayaan yang menyangkut dana yang

berhubungan dengan kas yang merupakan salah satu pos yang

sangat vital bagi perusahaan terlebih pada bank dan sangat

mempengaruhi pengendalian intern yang memadai dalam

melakukan transaksi.

Yang menjadikan permasalahan dalam penelitian yang

penulis lakukan adalah bagaimana pelaksanaan pengendalian

intern pembiayaan tanpa bunga dan bagaimana peranan

pengendalian intern perkreditan bank tanpa bunga dalam

meningkatkan efektivitas peraberian kredit.

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan tabel

analisis pengendalian intern pembiayaan yang penulis buat

berdasarkan teori, yang menggambarkan bahwa dengan

diterapkannya pengendalian intern yang memadai, maka

diharapkan akan meningkatkan efektivitas pemberian kredit.

Adapun metode penelitian yaitu dengan membandingkan

antara hasil penelitian lapangan dengan teori-teori yang

ada dan untuk pengumpulan data dilakukan dengan wawancara

dan quistionary.

Hasil dari penelitian yang diperoleh dan pembahasan

yang dilakukan adalah :



1. Jenis-jenis pembiayaan produk pembiayaan yang

ditawarkan harus itielalui pengesahan Dewan Pengawas

Syari'ah, yaitu :

a. Pembiayaan Mudharabah

b. Pembiayaan Musyarakah

c. Pembiayaan Murabahah

d. Pembiayaan Bai Bitsaman Ajil

e. Pembiayaan Ijarah

f. Pembiayaan Qardhul Hasan

g. Pembiayaan Bai Takjiri

2. Dalam prosedur pemberian pembiayaan telah dilaksanakan

sebagaimana mestinya, yaitu :

a. Prosedur permohonan pembiayaan

b. Prosedur analisa pembiayaan

c. Prosedur keputusan pembiayaan

d. Prosedur pelaksanaan pembiayaan

e. Prosedur administrasi pembiayaan

f. Prosedur pengawasan, pembinaan debitur dan

penyelesain pembiayaan

3. Dalam keseluruhan unsur pengendalian intern sudah

dapat dikatakan cukup memadai, karena sebagian besar

keselu ruhan unsur pengendalian intern sudah terpenuhi

yaitu dengan adanya :
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a. Petugas yang kompeten yang dapat dipercaya dengan

garis otorisasi yang jelas

b. Pemisahan tugas

c. Prosedur otorisasi

d. Prosedur dokumentasi

e. Pengendalian fisik

f. Pemeriksaan intern

Akan tetapi, menurut penulis sendiri dari keseluru-

han unsur pengendalian intern tersebut masih terlihat

adanya satu kelemahan, yaitu adanya perangkapan tugas

antara kepala bidang operasional dan kepala bagian sistem

inforniasi demikian pula antara bagian administrasi

pembiayaan dan bagian hukum.

Namun, bagi pihak BPR Syari'ah Amanah Ummah sendiri,

perangkapan tugas ini tidak berpengaruh besar, dengan

alasan selain ruang lingkup usaha BPR masih terbatas,

sehingga jenis pekerjaan masih dapat ditanggulangi oleh

petugas yang sama. Selain itu, untuk menghindari adanya

kemungkinan penyelewengan, BPR Syari'ah Amanah Ummah

menekankan terhadap adanya pembinaan mental karyawan yang

dilakukan secara kontinue.

Demikian pula, mengenai tidak adanya asuransi jaminan

dan tidak mendatangkan akuntan publik, hal ini dirasakan

tidak menyimpang dari unsur pengendalian intern yang ada

mengingat terbatasnya ruang lingkup usaha BPR itu sendiri

yang tidak memungkinkan untuk menyelenggarakannya.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa memerlukan pola

pengaturan pengolahan sumber-sumber ekonomi yang tersedia

secara terarah dan terpadu serta dimanfaatkan bagi

peningkatan kesejahteraan Masyarakat. Lembaga-lembaga

perekonomian bahu roembahu rnengelola dan menggerakkan semua

potensi ekonomi agar berdaya dan berhasil guna secara

optimal. Lembaga keuangan, khususnya lembaga perbankan

mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menggerakkan

roda perekonomian suatu negara.

Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan bank dalam

melayani kebutuhan masyarakat, maka dalam era informasi

seperti sekarang yang dibarengi dengan perkembangan pesat

pada sistem ekonomi global, bank dituntut untuk maju ke

depan sebagai pemberi informasi yang cepat dan akurat

sekaligus sebagai penyandang dana keuangan bagi berbagai

transaksi bisnis baik berskala lokal, nasional maupun

internasio'nal.

Melalui Undang-Undang No.14/1967 tentang pokok-pokok

perbankan, Bank didefinisikan sebagai lembaga keuangan





Sehiibungan dengan itu, maka manajetnen BTB perlu

menerapkan suatu sistem pengendalian intern yang memadai

dalatn organisasi pembiayaan yang diharapkan dapat metnbantu

dalam mengatasi kesulitan dalam mengendalikan dana yang

diperlukan dalam pembiayaan. Dana ini berhubungan dengan

kas yang merupakan pendapatan yang sangat vital bagi

perusahaan terlebih-lebih pada bank.

Sistem pengendalian intern akan menjadi sarana yang

sangat membantu manajemen dalam menjaga harta perusahaan,

meningkatkan efisiensi usaha, menghasilkan data

akuntansi yang dapat dipercaya serta mendorong ditaatinya

kebijaksanaan yang telah digariskan.

Melihat uraian di atas penulis merasa tertarik untuk

mengambil judul " PERANAN PENGENDALIAN INTERN PERKREDITAN

BANK TANPA BDNGA DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PEMBERIAN

KREDIT PADA BPR SYARI' AH AMANAH DMMAH BOGOR " .

1.2. Indentifikasi Masalah

Untuk memperoleh garabaran sampai sejauhmana penerapan

pengendalian intern pengkreditan bank tanpa bunga maka

dalam membahas Skripsi ini penulis membatasi masalah

tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengendalian intern pada

pembiayaan tanpa bunga.

2. Sejauhmana peranan pengendalian intern perkreditan bank





tanpa bunga dalam meningkatkan efektivitas peniberian

kredit pada BPR Syari'ah Amanah Ummah Bogor.

1.3. Haksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh

data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka menyusun

skripsi sebagai salah satu syarat untuk menempuh Ujian

Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi

Universitas Pakuan Bogor.

Sedangkan pada dasarnya tujuan dari penelitian ini

adalah:

1. Untuk meraperoleh data dan informasi yang dibutuhkan

sebagai bahan masukan bagi penulis dalam penyusunan

skripsi ini.

2. untuk mempelajari pengendalian intern pada pembiayaan
tanpa bunga.

3. Untuk mengetahui bagaimana peranan pengendalian intern
perkreditan bank tanpa bunga dalam meningkatkan
efektivitas pemberian kredit pada BPR Syari'ah Amanah

Ummah Bogor.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menambah wawasan pengetahuan tentang prekreditan

Bank Tanpa Bunga.





intern yang memadai dalam tnelakukan transaksi.

Jadi semakin balk sistem pengendalian intern yang

diterapkan dalam suatu perusahaan, makin sempit pula

sampling yang diambil dan sebaliknya, makin lemah aplikasi

pengendalian intern yang ada, maka sampling yang harus

diambilpun semakin banyak.

Dengan demikian di dalam penilaian pengendalian

intern perlu adanya batasan-batasan yang ada antara lain :

1. Adanya praktek-praktek yang tidak sehat diantara

personil bank dalam betuk kerjasama/collusion akan

merusak mekanisme internal chek yang ada dalam

pembagian tugas secara fungsional.

2. Kecakapan pegawai yang tidak memadai dengan tugasnya.

3. Adanya keterbatasan biaya untuk pemeliharaan

pengendalian intern.

1.6. Metodelogi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis berusaha

untuk mengumpulkan data dan informasi, mengolah data,

menganalisa dan menyajikannya secara teratur dan

sistematis.

Adapun metode yang penulis gunakan pada saat

mengadakan penelitian ini adalah dengan cara :

1. Riset Perputakaan

Cara memperoleh data yang dilakukan berdasarkan bahan



Adanya BTB di Indonesia diharapkan dapat mengerahkan

dana tnasyarakat untuk kepentingan tnasyarakat keinbali.

Dengan adanya BTB diharapkan pula pemerataan kesempatan

berusaha semakin nyata, karena operasi BTB disainbut baik

oleh masyarakat dengan menjadikan BTB sebagai mitra

usahanya.

Sebagaitnana bank konvesional, BTB menyediakan

pasilitas kredit kepada masyarakat, Perbedaan pokok

praktek antara bank konvensional dengan BTB adalah tidak

adanya pranata bunga dalam BTB dan mengganti istilah

kredit dengan pembiayaan. Pendapatan BTB tidak berasal

dari servis tingkat bunga simpanan dan kredit yang

disalurkan, melainkan penghasilan yang tergantung dari

hasil usaha debitur. Konsep ini dikenal dengan nama sistem

bagi hasil. Dari laba usaha yang diperoleh, debitur akan

mampu memberikan balas jasa pembagian keuntungan kepada

BTB. Kalau ternyata usaha debitur mengalami kerugian, maka

resiko kerugian tersebut bagi BTB tidak adanya perolehan

baias jasa pembagian keuntungan. Debitur hanya

berkewajiban mengembalikan modal pinjaman kepada BTB.

Suatu perencanaan terpadu perlu dilakukan dalam upaya

pemberian kredit untuk meningkatkan tersedianya dana.

Disamping karena kerterbatasan dana, juga adanya resiko

yang senantiasa terkandung dalam setiap kredit yang



yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa

dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, Dan

kredit didefinikan sebagai penyediaan uang atau tagihan-

tagihan berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara

bank dengan pihak lain dalam hal pihak peminjam

berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu

tertentu dalam jumlah bunga yang telah ditetapkan.

Dari definisi bank dan kredit tersebut tercermin

bahwa bank yang beroperasi di Indonesia merupakan bank

yang memiliki kegiatan utama memberikan kredit dan menarik

bunga dari kredit tersebut, dengan demikian definisi ini

membatasi untuk melayani kebutuhan pelayanan perbankan

bagi masyarakat yang menganggap bunga adalah riba dan

pemunculan yang tidak beroperasi dengan sistem bunga.

Kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah dengan

mengganti UU No. 14/1967 tentang pokok-pokok perbankan

dengan UU No. 7/1992 tentang perbankan membuka peluang

pengoperasian Bank Tanpa Bunga (BTB). Dilihat dari

definisi bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana

dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya

kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan tarap hidup

rakyat banyak. Demikian pula, terjadi perubahan definisi

kredit dengan penambahan kata untuk imbalan atau pembagian

hasil keuntungan dari UU terdahulu.



dilepaskan. Oleh karena itu, praktek bank tidak

diperkenan memberikan kredit kepada siapapun tanpa jaminan

pemberian kredit. Yamg dimaksud dengan jatninan pemberian

kredit adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitur

untuk melunasi dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh

keyakinan tersebut, sebelum menberikan kredit bank harus

melakukan penilaian yang seksama terhadap watak,

kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur.

Sehingga dana simpanan nasabah benar-benar dapat digunakan

secara optimal dan menghasilkan keuntungan. Masalah lain

yang harus diperhatikan pula oleh bank adalah masalah

likuiditas, yaitu bank harus menjamin bahwa bank dapat

mengembalikan dana sesuai dengan kehendaknya pemiliknya,

termasuk sejumlah bagi hasil bila bank mengalami

keuntungan dalam usahanya.

Sesuai karakteristik yang dimiliki BTB dalam menilai

usaha debitur, BTB perlu melakukan perhitungan secara

cermat. Karena telah menjadi kesepakatan antara debitur

dan BTB untuk membagi laba usaha yang dihasilkan debitur

dari pemakaian dana yang dipinjamnya dari BTB. Tentunya

kesepakatan tersebut memerlukan kejujuran baik dari pihak

debitur maupun petugas bank serta kecermatan bank dalam

melakukan penilaian atas hasil usaha debitur. Untuk hal

tersebut di atas diperlukan suatu mekanisme yang tepat

baik bagi debitur maupun nasabah penyimpan uang di BTB.



dari perpustakaan dengan mengumpulkan data berupa teori

yang bersumber dari literatur, artikel yang relevan,

bahan-bahan yang penulis terima selama mengikuti kuliah

yang berhubungan dengan peinbahasan.

2. Penelitian Lapangan

Untuk memperoleh data, keterangan dan informasi yang

diperlukan, penulis melakukan survey secara langsung di

lapangan. Penelitian dilakukan dengan observasi dan

wawancara dengan pihak yang berkompeten dalara

perusahaan untuk mendapatkan data ysng relevan

dengan pokok permasalahan.

1.7. Lokasi Penelitian

Seperti yang dikemukakan bahwa dalam pengumpulan data

dan informasi yang diperlukan dan digunakan dalam

penyusunan skripsi ini, penulis mempergunakan metode

penelitian lapangan disamping metode penelitian

perpustakaan. Adapun tempat mengadakan penelitian yang

penulis lakukan adalah BPR Syari'ah Amanah Ummah yang

terletak di jalan Raya Leuwiliang No. l Bogor.

1.8. Sistematika Peinbahasan

Di dalam sistematika pembahasan ini, penulis

memberikan gambaran menyeluruh mengenai ringkasan bab demi

bab sebagai berikut :
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BAB I : PEIIDAmjLUAN

Bab ini merupakan bab yang raenjelaskan tentang

latar belakang penelitian, identifikasi masa-

lah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan

penelitian, kerangka pemikiran, metodelogi

penelitian, lokasi penelitian dan sebagai gam-

baran tnengenai materi-materi skripsi

dikemukakan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan landasan teoritis yang

akan digunakan dalam pembahasan masalah. Di

sini dikemukakan pengertian pengendalian

intern, kredit, bank tanpa bunga, efektivitas,

pengendalalian intern perkreditan, pengendalian

intern perkreditan bank tanpa bunga dalam

meningkatkan efektivitas pemberian kredit.

BAB III : OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Bab ini mengemukakan tinjauan yang meliputi

sejarah singkat berdirinya BPR Syari'ah Amanah

Ummah Bogor, struktur organisasi dan uraian

kerja serta metode penelitian yang dilaksanakan

di dalam perusahaan tersebut.
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BAB IV : BASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab yang membahas mengenai

jenis-jenis pembiayaan bank tanpa bunga,

prosedur pemberian pembiayaan, pengendalian

intern pembiayaan tanpa bunga, peranan

pengendalian intern perkreditan bank tanpa

bunga dalam meningkatkan efektivitas

pemberian kredit.

BAB V : RANGKUMAN KESELURUHAN

Dalam bab ini penulis menguraikan secara

keseluruhan apa yang telah diperoleh dari bab

pendahuluan hingga bab hasil dan pembahasan,

sehingga akan memudahkan di dalam memahaminya.

BAB VI : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dalam bab ini penulis mencoba menarik beberapa

kesimpulan dan mencoba memberikan saran-saran

yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perbaikan

dalam perkembangan perusahaan pada masa-masa

mendatang.
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BAB n

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Fengendalian Intern

2.1.1. Pengertian Fengendalian Intern

Menurut S. Hadibroto dalain bukunya Masalah Akuntansi

menyatakan definisi pengawasan adalah :

"Fengawasan (control) ialah segala sesuatu yang
termasuk dalam penentuan apakah pelaksanaan sesuai
dengan perencanaannya dan apakah terhadap harta
benda usaha telah diadakan pengamanan yang sebaik-
baiknya."

( 8 : 36 )

Sedangkan menurut John F. Nash, Martin B. Robert

dalam bukunya Accounting Information System mendefinisikan

pengendalian intern sebagai berikut :

"Internal control is commonly devided into
administrative and accounting controls.
Administrative controlare concerned largely with
operational efficiency and with compliance with
management policies and procedures (the third and
fourth objectives of internal control. Accounting
controls are aimed at protecting the assets of the
organization and securing the reliability of the
accounting data (the first two objectives)."

(  14 : 354 )

Selanjutnya menurut American Institute Of Certified

Public Accountans (AICPA) yang disadur oleh Zaki Baridwan

adalah sebagai berikut :

"Pengawasan intern itu meliputi struktur organisasi
dan semua cara-cara serta alat-alat yang
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dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaem
dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta
peirusaliaaii/ memariksa ketelltian dan. kebenairan data
akuntansi/ memajukan eflsiensi di dalam operas! dan
jnembantu menjaga dipatuhinya kebi j aksanaan
manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu".

( 4 : 13 )

Dari pengertian di at as dapat dinyatakan bahwa

pengendalian merupakan usaha agar kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan selalu sesuai dengan yang direncanakan.

Dengan demikian bila terjadi penyittipngan-penyimpangan

akan segera diketahui. Penyimpangan merugikan akan segera

dianibil tindakan koreksi sehingga penyimpangan itu tidak

akan terjadi lagi.

Namun, pengendalian intern itu tidak hanya mencakup

masalah-masalah keuangan atau akuntansi saja, tetapi

meliputi juga asfek-asfek manajerial sehubungan dengan

pengelolaan perusahaan, oleh karena itu definisi

pengendalian intern dibagi menjadi dua, yaitu ;

1. Pengendalian Akuntansi ( Accounting Controls)

2. Pengendalian Adrainstratif (Administrative Controls)

2.1.2. Ciri-Ciri Pengendalian Intern

Pengendalian intern yang memadai bagi suatu

perusahaan belum tentu memadai untuk perusahaan lain

meskipun kedua perusahaan mempunyai jenis dan skala usaha

yang sama besarnya. Hal ini disebabkan setiap perusahaan

mempunyai karakteristik masing-masing.
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Tetapi secara umum pengendalian intern dikatakan

memadai jika tidak seorangpun berada dalam kedudukan

sedemikian rupa sehingga ia dapat membuat kesalahan dan

meneruskan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan tanpa

diketahui dalam waktu yang tidak trlalu lama. Untuk

mencapai keadaan tersebut perlu diperhatikan unsur-unsur

yang harus ada dalam sistem pengendalian intern yang

memadai. Syarat-syarat yang dikemukakan oleh Alvin A Arens

dan James K Loebbecke dalam bukunya Auditing An Antegrated

Approuch, agar suatu sistem pengendalian intern dapat

dikatakan memadai adalah sebagai berikut :

1. Competent, trustworty personnel with clear lines
of authority and responsibility

2. Adequate segretion of duties
3. Proper procedures for authorization
4. Physical control over assets and records
5. Independent checks on performance

{  1 : 275 }

Unsur-unsur di atas sangat penting dan saling

melengkapi satu sama lain dalam menciptakan suatu

pengendalian intern yang memadai. Oleh karena itu

kelemahan atau kekurangan pada salah satu unsur akan

menghambat keberhasilan sistem pengendalian intern secara

menyeluruh.

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan satu persatu

unsur-unsur tersebut di atas yang disadur oleh Penerbit

Erlangga, yaitu :
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Adanya pelaksema yang kompeten dan dapat dipercaya

dengem garis wewenang dan tanggung jawab yang jelas

Unsur pelaksana merupakan unsur yang paling penting

dalam pengendalian intern. Karena jika setiap karyawan

kompeten dan dapat dipercaya, unsur-unsur yang lainnya

dapat diabaikan dan laporan keuangan yang dapat

dipercaya masih dapat dihasilkan sebaliknya walaupun

unsur-unsur pengendalian intern yang lain telah kuat,

tetapi pelaksananya tidak kompeten dan tidak jujur,

maka akan menghancurkan sistem tersebut.

Agar suatu fungsi dapat diselenggarakan dengan

sebaik-baiknya, harus dipertanggungjawabkan untuk

melaksanakan tugas-tugas tertentu bagi orang-orang

tertentu pula. Dengan demikian, ada suatu tugas yang

tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, dapat

dimintakan pertanggungjawaban orang yang menangani

tugas tersebut.

Pembagian tugas yang jelas

Dalam pembagian tugas ini terdapat empat pedoman

untuk mencegah baik kekeliruan yang disengaja maupun

tidak disengaja, yaitu sebagai berikut :

- PenanganeUi setiap harta dan penanganan akuntansinya

Alasan pemisahan tugas ini untuk menghindarkan

kemungkinan seseorang menggelapkan barang/uang untuk
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kepentingan pribadi dan memanipulasi pembukuannya

untuk menghindarkan diri dari pertanggungjawaban.

- Pemisahan otorisasi dan pengelolacui akuntansi

suatu transaksi

Otorisasi atas suatu transaksi dan penanganan

atas harta yang bersangkutan oleh orang yang sama

dapat metnperbesar kemungkinan terjadinya penipuan.

- Pemisahan tugas di dalam fungsi akuntansi

Pemisahan tugas di dalam fungsi akuntansi dimaksud-

kan untuk menghindarkan seseorang bertanggung jawab

untuk mencatat suatu transaksi dari awal hingga

pencatatan akhir di dalam buku besar.

- Pemisahan tanggung jawab operasi dari tanggung

jawab penanganan pencatatan

Apabila masing-masing divisi menyelenggarakan

pencatatan akuntansi, maka akan titnbul

kecenderungan tiap divisi akan melaporkan keadaan

yang tidak sebenarnya untuk memperbaiki pelaksanaan

yang dilaporkan. Oleh karena itu untuk mencegah hal

tersebut bagian penanganan pencatatan dalam suatu

suatu departemen tersendiri di bawah pengawasan

seorang kontroler.

Prosedur pelaksanaan otorisasi yang jelas

Setiap transaksi harus diotorisasi dengan
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semestinya, agar dihasilkan suatu sistein pengawasan

yang baik. Otorisasi ini dapat diberikan dalam bentuk

umum inaupun khusus. Otorisasi uinum berarti manajemen

menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan berupa suatu

kebijaksanaan yang dirumuskan oleh manajemen untuk

dilaksanakan di dalam organisasi. Sedangkan otorisasi

khusus berlaku pula bagi transaksi-transaksi yang

khusus pula.

4. Pengendalian fisik terhadap harta dan dokumen

Dokumen dan catatan merupakan obyek fisik dimana setiap

transaksi dibukukan dan diikhtisarkan dan jenis

pengamanan yang terpenting dalam menggunakan harta dan

dokumen adalah tindakan pencegahan secara fisik.

Pengawasan secara fisik atas catatan dan dokumen sangat

panting, karena jika dokumen itu hilang akan memerlukan

biaya dan memakan waktu dalam mengadakannya kembali.

5. Pemeriksaan Intern

Pemeriksaan intern merupakan pemeriksaan yang

seksama dan berkelanjutan terhadap kelima unsur

pengendalian intern yang lain. Pemeriksaan intern ini

dibutuhkan karena adanya kecenderungan dengan berjalan-

nya waktu suatu sistem akan berubah, kecuali kalau ada

mekanisme pemeriksaan yang teratur terhadapnya. Adanya

staf audit intern merupakan suatu metode yang sangat
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efektif untuk memeriksa kebenaran pencatatan informasi

keuangan karena bagian ini independen terhadap orang-

orang yang bertugas menyiapkan data.

(  2 : 296 )

2.1.3. Batas-Batas Sistem Pengendalian Intern

Sisteni pengendalian intern dikatakan efektif

apabila dapat mengurangi keraungkinan terjadinya kekeliruan

atau penyelewengan, tetapi tidak menjamin bahwa

kemungkinan tersebut tidak akan terjadi. Jadi dalam sistem

pengendalian intern terdapat keterbatasan yang sifatnya

melekat atau tidak dapat dihilangkan sama sekali. Batas-

batas pengendalian intern seperti yang dikemukakan oleh

Tuanukotta adalah sebagai berikut :

a. ParsekongkoIan

Persekongkolan (collusion) menghancurkan sistem

pengendalian intern yang bagaimanapun baiknya. Dengan

adanya persekongkolan, pemisahan tugas seperti yang

tercermin dalam rencana dan prosedur perusahaan

merupakan tulisan di atas kertas belaka. Pengendalian

intern mengusahakan agar persekongkolan dapat

dihindari sejauh mungkin.

b. Biaya

Tujuan pengendalian intern bukanlah untuk sekedar
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c. Kredit investasi

Kredit investasi ini diberikan oleh bank kepada

para pengusaha untuk kperluan investasi.

Investasi berarti penanatnan modal. Kredit ini

bukanlah untuk keperluan penambahan modal kerja,

tetapi untuk keperluan perbaikan ataupun

pertambahan barang modal (capital goods) beserta

fasilitas-fasilitas yang erat hubungannya dengan

itu.

ICiri dari kredit investasi adalah :

1. Diperlukan untuk penanaman modal.

2. Mempunyai perencanaan yang terarah dan matang.

3. Waktu penyelesaian kredit berjangka menengah

dan panjang.

Ad 3. Jenis kredit menurut jangka waktu

Pemakaian kredit menurut jangka waktu kiranya sukar

untuk ditentukan pembatasan yang pasti, oleh karena

pengertian tentang lamanya pemakaian suatu kredit

ditentukan oleh kebutuhan si peminjam, apakah masih

memerlukan atau tidak.

pembedaan menurut jangka waktu kredit di

Indonesia, disesuaikan dengan pengertian menurut

pengaturan Bank Indonesia adalah sebagai berikut :

a. Kredit Jangka pendek

Kredit yang berjangka waktu selama-lamanya satu

tahun.
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b. Kredit jangka menengah.

kredit yang berjangka waktu antara satu

sampai dengan tiga tahun.

c. Kredit jangka panjang

Kredit yang melebihi jangka waktu melebihi tiga

tahun.

Ad 4. Jenis kredit menurut cara pemakaian

Sekarang ini kredit untuk keperluan modal kerja

ataupun untuk keperluan modal tetap menggunakan cara

pemakaian dengan rekening koran. Cara ini mempunyai

kemanfaatan timbal balik antara bank dan

nasabah/langganan.

Bagi bank mudah untuk melakukan pengontrolan dan

bagi nasabah memudahkannya untuk melakukan

transaksi- transaksi dagangannya dan dapat mudah

pula mengelola administrasi keuangannya.

Jenis menurut cara pemakaian ini adalah merupakan

variasi dari kredit rekening koran, yaitu sebagai

berikut :

a. Kredit Rekening Koran Bebas

Debitur menerima seluruh kreditnya dalam bentuk

rekening koran dan kepadanya diberikan blanko cek

dan rekening koran pinjamannya diisi menurut

besarnya kredit yang diberikan (maksimum kredit
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yang ditetapkan). Debitur atau nasabah bebas

melakukan penarikan-penarikan ke dalam rekening

yang bersangkutan selama kredit berjalan.

b. Kredit Rekening Koran Terbatas

Dalam sistem ini terdapat suatu pembatasan

tertentu bagi nasabah dalam melakukan penarikan-

penarikan uang via rekeningnya. Seperti halnya

kredit rekening koran bebas, maka kredit untuk

nasabah tertera di dalam rekeningnya, dus

pemberian kredit uang giral dan perubahannya

menjadi uang kartal dilakukan berangsur-angsur.

Nasabah dilarang untuk melakukan penarikan uang

sekaligus tetapi secara teratur serta disesuai-

kan dengan kebutuhannya.

c. Kredit Rekening Koran Aflopend

Penarikan kredit dilakukan sekaligus dalam arti

kata seluruh maksimum kredit pada waktu penari

kan pertama telah sepenuhnya dipergunakan oleh

nasabah.

Yang diatur kemudian melalui rekening ini adalah

saldo debit (outstanding) pada waktu-waktu

1  tertentu yang harus benar-benar ditaati oleh

nasabah.
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d. Revolving Credit

Sistem penarikan kredit sama dengan cara

rekening koran bebas dengan masa penggunaannya

satu tahun, tetapi cara pemakainnya berbeda.

Dalam cara pemakaian biasanya nasabah

diperkenankan rnendisposisi bebas tetapi

disyaratkan, misalnya pada akhir triwulan 1

saldo pinjaiTian harus telah menunjukkan sisa nol

dan pada awal triwulan ke II nasabah dapat lagi

melakukan penarikan bebas saitipai akhir triwulan

selanjutnya yang harus menunjukkan saldo nihil,

demikian seterusnya sampai satu tahun.

e. Term Loan

Term loan ini hampir sama dengan kredit rekening

koran bebas. Dalam kredit rekening rekening

bebas arah kredit ditujukan untuk keperluan

peningkatan usaha dalam arti, untuk keperluan

produksi atau perdagangan sesuai dengan "uraian

perjanjian kredit" di dalam perjanjian (akad

kredit). Dalam term loan penggunaan dan pemakai

an kredit sangat fleksibel artinya si nasabah

bebas roenggunakan uang kredit untuk keperluan

apa saja dan bank tidak mau tahu tentang itu.

Ad 5. Jenis kredit menurut jaminannya

Jenis kredit ini pada umumnya terbagi dua,
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yaitu :

a. Unsecured Loans

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan.

Dalam kredit unsecured loans ini, jaminan atas

kredit yang diiiiaksudkan adalah bonafiditas dan

prosfek usaha nasabah bersangkutan. Dengan

demikian aspek-aspek analisis kredit ditekankan

pada segi bonafiditas dan kekuatan keuangan

perusahaan yang tertera di dalam neraca dan laba-

rugi perusahaan yang benar-benar kuat.

b. Secured Loans

Jenis seperti inilah yang digunakan oleh seluruh

bank di Indoensia sesuai dengan ketentuan Bank

Indonesia tentang pemberian kredit tanpa jaminan.

Jadi, disamping keyakinan tentang prospek, usaha

nasabah yang tercermin dari kekuatan sekarang dan

proyeksinya di masa mendatang, juga harus dinilai

bahwa jaminan yang tersedia meyakinkan bank.

Jaminan yang meyakinkan ini diukur dari jumlah dan

nilai jaminan itu apakah kepentingan bank akan

terpenuhi seandainya terjadi hal yang diinginkan.

2.2.4. Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit merupakan urutan tugas-

tugas dalam proses pemberian kredit.

Adapun prosedur pemberian kredit melalui beberapa tahap.
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yaitu :

- Prosedur Persiapan kredit
_ Prosedur Analisa
- Prosedur Keputusan Kredit
- prosedur Pelaksanaan Kredit
- prosedur Administrasi Kredit
- Prosedur Pengawasan Kredit ^ _ 240 )

Prosedur Persiapan Kredit

Pada tahap ini dimaksudlcan untuk saling menukar
infora^si antara calon de.itur dan bank. Informaai garis
beaar yang dikemukakan oleh pihak bank mangenai prosedur
atau tata cara pengajuan, serta syarat-syarat untuk
^empercleh kredit. bidang usaha yang dibiayai oleh bank
yang bersangkutan. Sedangkan informasi dari calon debitur,
surat-surat panting perusahaan (surat itin usaha, surat
isin tempat usaha dan surat lain yang diperlukan).

setelah diadakan tukar-menukar informasi secara

global dengan jalan wawancara, biasanya sudah dapat
gambaran, apakah permohonan kredit tersebut dimungkinkan
untuk diproses lebih lanjut. Dan kepada yang bersangkutan
diberikan atau dlmlnta mengisi formullr yang telah
disediakan oleh bank, khusus untuk permohonan atau
pengajuan kredit. Fcrmulir tersebut harus ditandatangani
oleh pemohon kredit serta dibubuhi cap perusahaan (kalau
ada), lalu pihak bank akan menerima dan mencatatnya untuk
diproses dan dicatat pada agenda surat masuk.
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Prosedur Analisa Kredit

Bank sebagai pemberi kredit perlu meneliti terlebih
dahulu apa, bagaimana dan siapa calon peminjam.

a. Penilaian untuk menghadapi resiko kredit meliputi ;
1. Charakter atau watak dari pemohon

2. Capacity, meliputi :

-  Pengalaman di bidang usaha dihubungkan dengan
pendidikan umura dan kejujuran

-  Pengalaman usahanya dihubungkan dengan penyesuai-
an diri terhadap kondisi ekonomi atau ketentuan
pemerintah dan keraajuan teknologi.

-  Ketentuan perusahaan dalam sektor usahanya.

Dalam hal ini penilaian bank menyangkut kemampuan

pemohon untuk dapat melunasi kreditnya.

3. Capital, meliputi penilaian mengenai ;

-  Besar kecilnya modal yang ditempatkan dalam
perusahaan

-  Distribusi modal dan pengaturan modal

4. Condition

pada sektor usaha si peminta kredit.

5. Collateral

MerupaKan hal yang diperhitungkan paling akhir,
artinya bilaniana masih ada kesangsian dalam
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pertinOoangan-pertiu^angan yang lain malca si peminjam
kredit masih diberi lcessa«.atan bila dapat membsrxkan
j atninan.

b. Analisa Permohonan Kredit

I. Menganalisa informasi dari si pemohon kredxt
1. Mengenai bidang usaha nasabah dan perdagangan

serta persaingan.

2. Inspeksi usaha nasabah

inspeksi ke tempat usaha nasabah yang dilakukan
oleh bank memegang peranan yang panting dalam
memparolah informasi yang diperlukan mengenai :
- Kebenaran keterangan tentang bidang usaha, izm

usaha dan akte perusahaan.

- Kelancaran usaha

- Pengecekan mengenai suplier-supliemya dan
order-ordemya.

- Kualitas barang yang diproduksi atau diperdagang-

kan

. Sikap dan kegairahan bekerja karyawan untuk
mengetahui persyaratan kerja.

- Kemampuan dan pengetahuan manajemen terutama
dalam batas usahanya.

- Pelaksanaan administrasi dan manajemennya.

3, Penilaian neraca laba rugi perusahaan
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Penilaian ini merupakan penilaian atas faktor-

faktor keuangan nasabah yang sangat penting.

II. Menganalisa informasi dari catatan bank

Catatan paling minimal yang dimiliki bank adalah

data mengenai nama, pekerjaan dan kegiatan

keuangan perusahaan tersebut yang tertera dalam

mutasi rekening gironya. kerena itu bank

mensyaratkan si pemohon kredit harus menjadi

pemegang giro pada bank kurang lebih enam bulan.

Maksudnya untuk mengetahui kekuatan keuangan

perusahaan dibitur.

III. Menganalisa informasi dari pihak luar yaitu bank-

bank lain atau relasi-relasi si peminta kredit.

c. Penilaian terhadap aspek-aspek pertimbangan, meliputi :

1. Aspek Umum dan mana j emen

Pada dasarnya calon debitur hendaknya merupakan

seorang yang berjiwa wiraswasta, mempunyai keahlian

yang cukup tentang bidang usahanya. Struktur

organisasi usahanyapun hendak cukup-jelas.

2. Aspek pemasaran

Barang-barang yang diperdagangkan dan jasa-jasa

yang dihasilkan harus mempunyai prospek pemasaran

yang baik, baik dilihat dari segi konsumen menurut

jumlahnya ataupun perluasan daerahnya.
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3. Aspek teknis

Peralatan dan teknologi yang digunakan, baik

kapasitas maupun jenisnya serta proses produksinya

hendaknya efektif dan efisien dalam arti masih

dapat meinberi keuntungan-keuntungan bagi

perusahaan. Dan faktor tenaga kerja serta bahan

baku yang diperlukan harus cukup tersedia untuk

jangka waktu yang relatif lama.

4. Aspek keuangan

Dari perhitungan keuangan harus menceminkan adanya

kemampuan dari perusahaan calon debitur untuk

memenuhi kewajiban baik untuk pengembalian pokok

pinjaman maupun bunganya dalam waktu yang wajar,

bahkan perusahaanpun harus mendapat laba agar

berkembang terus.

5. Aspek yuridis/hukum

I  Usaha yang akan diberi bantuan kredit harus

memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, termasuk

lengkapnya surat-surat izin dan surat-surat bukti

jaminan yang diperlukan.

6. Aspek sosial ekonomi

Usaha yang akan dibiayai oleh kredit bank, hendak

nya dapat menyerap tenaga kerja yang selama ini

menganggur dan sedapat mungkin tidak mengganggu

lingkungan hidup.
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7. Aspek j aminan

Di Indonesia seriap pemberian kredit harus disertai

dengan jaminan fisik yang jumlah. dan nilainya harus

dapac menjamin jumlah kredit, bilamana terjadi

kemacetan kredit.

Prosedur Keputusan Kredit

Atas dasar laporan hasil analisa kredit, maka pihak

bank melalui pemutusan kredit, baik berupa seseorang yang

ditunjuk atau pimpinan bank tersebut maupun berupa suatu

komite dengan anggota lebih dari satu pejabat beserta

alasan diplomatis tapi cukup jelas. Jika permononan

dikabulkan maka segera dituangkan dalam surat keputusan

disertai syarat-syarat tertentu. Keputusan pemberian

kredit adalah wewenang pejabat khusus untuk tugas tersebut

dan untuk jumlah kredit yang besar, keputusan pemberian

kredit dipegang oleh direksi bank atau pimpinan bank.

Prosedur Pelaksanaan Kredit

Setiap calon debitur mempelajari dan menyetujui isi

keputusan kredit, lalu jika bank telah menerima, bank

mengadakan penelitian terhadap semua persyaratan dari

calon debitur terutama surat-surat bukti yang asli

mengenai jaminan, photo copy izin usaha dan tempat usaha

dan photo copy NPWP tahun terakhir. maka keduanya

menandatangani perjanjian kredit dan syarat-syarat umum

pemberian kredit.
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Hal-hal yang tertera dalatn perjanjian kredit :

- Maksimum kredit

- keperluan kredit

- Bea materai

- Bunga/itnbalan/pmbagian hasil keuntungan dan provisi

- Bentuk kredit

- Cara penarikan dan cara pelunasan yang ditetapkan dalam

suatu schedule

- Jaminan kredit yang memuat jumlah jaminan, nilai jarai

nan, status kepemilikan dan cara pengikatan

- Asuransi

- Ketentuan tambahan yaitu cara penarikan kredit

- Persyaratan tentang keharusan menyalurkan aktivitas

keuangan melalui bank.

- Laporan tentang keadaan keuangan yang terdiri dari

neraca dan laba rugi perusahaan serta laporan perkem-

bangan usaha.

Prosedur Adminisbrasi Kredit

Setelah selesai tahap pelaksanaan kredit, selanjutnya

tahap administrasi kredit. Tugas administrasi ini meliputi

petnbukuan kredit tersebut, peitibukuan pencairan kredit

(tunai atau pemindah bukuan) , penyimpanan dokumen-dokumen

kredit, pengisian kartu operasional kredit. Tapi untuk

bank-bank yang telah menggunakan komputerisasi, penyetoran

dan pengan\bilan tunai dan pemindah bukuan yang biasanya
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nelalul kartu operasional kredit dapat dilihat dan dibaca

langsung di layar monitor komputer tersebut.

Pejabat administrasi kredit untuk kepentingan direksi atau

Kantor Pusat harus mempersiapkan bentuk laporan baik

berupa formulir maupun kartu-kartu. Bentuk laporan yang

diperlukan ;

1. Kartu induk debitur, meliputi hal-hal :

- Nama dan alamat perusahaan

- Susunan pengurus

- Bidang usaha

-i Maksimum kredit

- jangka waktu kredit

- Bunga/imbalan/perabagian hasil keuntungan dan provisi

kredit

- Nomor dan tanggal akad kredit

2. Laporan pemberian Kredit

- Laporan ini diajukan pada direksi dan dibuat secara

bulanan mengenai :

- Jumlah kredit

- Sektor-sektor yang dibiayai

- Jangka waktu kredit

- Bentuk dan syarat disposisi kredit

3. Laporan realisasi dan mutasi kredit

Pemeliharaan filing merupakan hal yang penting dalam

administrasi kredit untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
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c. Kredit investasi

Kredit investasi ini diberikan oleh bank kepada

para pengusaha untuk kperluan investasi.

Investasi berarti penanaman modal. Kredit ini

bukanlah untuk keperluan penambahan modal kerja,

tetapi untuk keperluan perbaikan ataupun

pertatnbahan barang modal (capital goods) beserta

. fasilitas-fasilitas yang erat hubungannya dengan

itu.

I Ciri dari kredit investasi adalah :

!  1. Diperlukan untuk penanaman modal.

2. Mempunyai perencanaan yang terarah dan matang.

3. Waktu penyelesaian kredit berjangka menengah

dan panj ang.

Ad 3. Jenis kredit menurut jangka waktu

Pemakaian kredit menurut jangka waktu kiranya sukar

untuk ditentukan pembatasan yang pasti, oleh karena

pengertian tentang lamanya pemakaian suatu kredit

ditentukan oleh kebutuhan si peminjam, apakah masih

mernerlukan atau tidak.

pembedaan menurut jangka waktu kredit di

Indonesia, disesuaikan dengan pengertian menurut

pengaturan Bank Indonesia adalah sebagai berikut :

a. Kredit Jangka pendek

Kredit yang berjangka waktu selama-lamanya satu

tahun.
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pengendalian. Pengendalian berguna dan diperlukan untuk

berlangsungnya pelaksanaan tugas/usaha yang efisien dan

mencegah tindakan yang dapat merugikan perusahaaan,

Pengendalian yang harus mempertimbangkan biaya dan

kegunaannya. Biaya untuk mengendalikan hal-hal tertentu

mungkin melebihi kegunaannya.

c. Kelemahan Manusia

Banyak kebobolan. terjadi pada sistem pengendalian

intern yang secara teoritis sudah "baik", karena itu

pelaksanaannya adalah tnanusia yang mempunyai kelemahan.

{  19 : 98 )

2.2. KREDIT

2.2.1. Pengertian Kredit

Dalam kehidupan sehari-hari kita biasa mendengar kata

"kredit" . Sebenarnya istilah kredit itu sendiri berasal

dari bahasa Romawi, yaitu "credere" yang berarti

kepercayaan (trust or faith), karena itu dasar dari

pemberian kredit adalah kepercayaan. Dengan demikian,

seseorang yang memperoleh kredit pada dasarnya adalah

memperoleh kepercayaan.

Kredit berkaitan dengan kegiatan pinjam-meminj am

antara dua pihak yang saling berkepentingan, yaitu pihak

yang kelebihan uang disebut pemberi kredit dan pihak yang
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membutuhkan uang disebut penerima kredit. Dalatn hal ini

pemberi kredit harus mempunyai keyakinan bahwa penerima

kredit rriemiliki kesanggupan untuk mengembalikan pinjaman-

nya pada jangka waktu yang telah dijanjikan berikut

syarat-syarat yang telah disepakati bersama.

Menurut Hadiwijaya, R.A. Rivai Wirasasmita dalam

bukunya Analisis Kredit mengutif pengertian kredit dari

"In a general sense, credit is a based on confidence
in the debtor ability to make a money paymnet asome
future time".

( 9 : 6 )

Sedangkan menurut Standar Akuntansi Keuangan

(SAK No. 31) definisi kredit adalah sebagai berikut :

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang
dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan
pinjam meminjam, peminjam berkewajiban melunasi
utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah
bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan."

(  11 : 31-15 )

Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik

kesimpulan bahwa kepercayaan kredit atau pemberian kredit

oleh kreditur itu, didasarkan kepada kemampuan debitur

dalam hal mengembalikan pinjaman berikut bunganya dan

tentunya menurut estimasi analisa kredit.

Berdasarkan hal-hal diatas terdapat unsur-unsur dalam

kredit sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa

prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang,
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barang atau jasa akan benar—benar diterirnanya kembali

dalam jangka waktu tertentu di laasa yang akan datang.

2. Waktu

Yaitu suatu masa yang rneitiisahkan antara pemberian

prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada

masa yang akan datang.

3. Degree Of Risk

Yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai

akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara

pembrian prestasi dengan kontraprestasi yang akan

diterima kemudian hari.

4. Prestasi

Prestasi atau objek kredit itu itdak saja diberikan

dalam bentuk uang tetapi juga dapat berupa barang atau

jasa. Namun, karena kehidupan ekonomi modern sekarang

ini didasarkan kepada uang, maka transaksi—transaksi

kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai

dalam praktek perkreditan.

( 16 : 12 )

2.2.2. Tujuan dan Fungsi Kredit

a. Tujuan Kredit

Pemberian kredit dimaksudkan untuk mempereoleh

keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan

masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit, jika ia
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betul-betul merasa yakin bahwa nasabah yang akan diterima

kredit itu marapu dan mau itiengeinbalikan kredit yang telah

diterimanya. Dari faktor keiriampuan dan kemauan tersebut,

tersimpul unsur keainanan (safety) dan unsur keuntungan

(profitability) dari suatu kredit. Kedua unsur tersebut

saling berkaitan.

Kearnanan atau safety yang dimaksudkan adalah bahwa

prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang atau

jasa itu betul-betul terjarnin pengembaliannya, sehingga

keuntungan/profitability yang diharapkan itu dapat menjadi

kenyataan.

Keuntungan atau profitability merupakan tujuan

pemberian kredit yang terjelma dalaiti bentuk bunga yang

diterima. Dengan demikian, maka tujuan kredit yang

diberikan oleh suatu bank, khususnya bank pemerintah yang

akan mengemban tugas sebagai agent of development adalah

untuk :

1. Turut mensukseskan program pemerintah di bidang ekonomi

dan pembangunan.

2. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalan-

kan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan

masyarakat.

3. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan

terjamin dan dapat memperluas usahanya.
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pembayaran dilakukan dengan cek, giro bilyet dan wesel

maka akan dapat meningkatkan peredaran uang giral.

Disamping itu, kredit perbankan yang ditarik secara

tunai dapat pula meningkatkan peredaran uang kartal,

sehingga arus lalu lintas uang akan bgrkgobcng"pula.

3. Kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran

barang

Dengan mendapat kredit, para pengusaha dapat memproses

bahan baku menjadi barang jadi sehingga daya guna

barang tgrsgbwv"menjadi meningkat. Disamping itu,

kredit dapat pula meningkatkan peredaran barang, baik

melalui penjualan secara kredit maupun dengan roembeli

barang-barang dari satu tempat dan menjualnya tempat

lain. Pembelian tersebut uangnya berasal dari kredit.

Hal ini juga berarti bahwa kredit tersebut dapat pula

meningkatkan manfaat suatu barang.

4. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi

Dalam keadaan yang kurang sehat, kebijaksanaan diarah-

kan kepada usaha antara lain :

a. Pengendalian inflasi

b. Peningkatan ekspor

c. Peraenuhan kebutuhan pokok rakyat

5. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha

Setiap orang yang berusaha selalu ingin meningkatkan
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usaha tersebut, namun ada kalanya dibatasi oleh

kemampuan di bidang permodalan. Bantuan kredit yang

diberikan oleh bank akan dapat mengatasi kekurang

mampuan para pengusaha di bidang permodalan tersebut,

sehingga para pengusaha akan dapat meningkatkan usaha-

nya.

6. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan

Dengan bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat

memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru.

Peningkatan usaha dan pendirian proyek baru akan

membutuhkan tenaga kerja untuk melaksanakan proyek-

proyek tersebut. Dengan demikian, mereka akan

mendapatkan pendapatan. Apabila perluasan usaha serta

pendirian proyek-proyek baru telah selesai, maka untuk

mengelolanya diperlukan pula tenaga kerja. Dengan

tertampungnya tenaga-tenaga kerja tersebut maka

pemerataan pendapatan akan meningkat pula.

7. Kredit sebagai alat vintuk meningkatkan hubungan

Intemasional

Bank-bank besar di luar negeri yang mempunyai jaringan

usaha dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit,

baik secara langsung maupun tidak langsung kepada

perusahaan-perusahaan di luar negeri. Begitu juga

negara-negara yang telah maju yang mempunyai cadangan
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devisa dan tabungan yang tinggi, dapat memberikan

bantuan-bantuan dalam bentuk kredit kepada negara-

negara yang sedang berkembang untuk membangun. Bantuan

dalam bentuk kredit ini tidak saja dapat mempererat

hubungan ekonomi antara negara yang bersangkutan tapi

juga dapat meningkatkan hubungan internasional.

( 16 : 14 )

2.2.3. Jenis-Jenis Kredit

Pada dasarnya kredit hanya satu macam saja bila

dilihat dari pengertian yang tekandung di dalamnya. Akan

tetapi untuk membedakan kredit menurut faktor-faktor dan

unsur-unsur yang ada dalam pengertian kredit, maka

diadakan perbedaan-perbedaan kredit yang dapat kita bagi

berdasarkan;

1. Jeniff kredit menurut sifat penggunaannya
2. Jenis kredit menurut keperluannya
3. Jenis kredit menurut jangka waktu
4. Jeniff kredit menurut cara pemakaian
5. Jenis kredit menurut jaminannya

(  17 : 212 )

Ad 1. Jenis kredit menurut sifat penggunaannya
I

a. Kredit konsumtif

Kredit ini dipergunakan oleh peminjam untuk

keperluan konsumsi, artinya kredit akan habis

dipergunakan atau semua akan terpakai untuk

memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian kredit ini

tidaklah bernilai bila ditinjau dari segi utility
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uang, akan tetapi hanya membantu seseorang

memenuhi kebuCuhan hidupnya.

b. Kredit produktif

Melalui kredit produktif inilah suatu utility

uang dan barang dapat terlihat dengan nyata.

Tegasnya, kredit produktif digunakan untuk

peningkatan usaha baik usaha-usaha produksi,

perdagangan maupun investasi.

Ad 2. Jenis kredit menurut keperluannya

a. Kredit produksi/eksploitasi

Kredit ini diperlukan perusahaan untuk meningkat-

kan produksi baik peningkatan kuantitatif, yaitu

jumlah hasil produksi maupun peningkatan, yaitu

peningkatan kualitas/mutu hasil produksi.

Kredit ini disebut juga kredit eksploitasi karena

bantuan modal kerja tersebut digunakan untuk

menutup biaya-biaya eksploitasi perusahaan secara

luas berupa pembelian bahan baku, bahan penolong

dan biaya-biaya produksi lainnya.

b. Kredit perdagangan

Kredit perdagangan dapat terbagi dua, yaitu :

1. Kredit perdagangan dalam negeri

2. Kredit perdagangan luar negeri/kredit ekspor

dan impor
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Penyusunan file harus rapi dan teratur dan harus

tersedia filing cabinet. Untuk memudahkan dalam

pencairan maka setiap persoalan harus dibuat kode,

nomor dan huruf. Dalara pengaturan filing, cara

penyimpanan dapat dilakukan dengan beberapa cara,

diantaranya menurut abjad, pokok soal, nomor urut dan

menurut tanggal.

Prosedur Pengawasan dan Fembinaan Debitur

Pengawasan dibagi dua, yaitu :

1. Pengawasan Aktif

Yaitu sikap berhati-hati dan akurat pada setiap tahap

kredit dimulai dari tahap persiapan, analisa, keputusan

dan pelaksanaan kredit sampai dengan administrasi

kredit.

2. Pengawasan Pasif

Yaitu tugas-tugas dan pembinaan setelah kredit

dinikmati oleh debitur.

2.3. Bank Tanpa Bunga

2.3.1. Pengertian Bank

Menurut UU NO. 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok

perbankan, dalam buku Manajeraen Dana Bank definisi bank

adalah sebagai berikut :

"Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya
adalah memberikan kredit dan jasa-jasa di dalam lalu
lintas pembayaran dan peredaran uang."

(  18 : 19 )
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Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa

bank memiliki usaha pokok menghimpun dana yang (sementara)

tidak dipergunakan untuk kemudian hari disalurkan kembali

ke masyarakat.

Suraber dana sebuah bank dapat dibagi menjadi tiga, yaitu :

- Dana yang bersumber dari bank itu sendiri

- Dana yang berasal dari masyarakat luas

- Dana yang berasal dari lembaga keuangan baik yang ber

bentuk bank maupun non bank

Dari ketiga sumber dana tersebut diatas, idealnya

dana yang berasal dari masyarakat merupakan suatu tulang

punggung dari dana yang harus diolah atau dikelola untuk

memperoleh keuntungan. Dana yang dihimpun dari masyarakat

luas ini terdiri dari :

- Simpanan Giro (Demand Deposit)

- Simpanan Deposito (Time Deposit)

- Tabungan (Saving)

Disamping itu bank menyelenggarakan jasa-jasa

perbankan untuk melayani nasabah seperti : Transfer,

Inkaso, Clearing, Traveller Cheque, Safe Deposit Box,

Payment point dan Iain-lain.

2.3.2. Pengertian Bank Tanpa Bimga

Yang dimaksudkan dengan Bank Islam atau bank Tanpa

Bunga dalam buku Apa dan Bagaimana Bank Islam, penerbit

BMI adalah sebagai berikut :
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"Bank Islam adalah bank yang beroperasinya sesuai
dengan prinsip-prinsip Syariab Islam."

(5 : 1 )

Sedangkan dalam buku International Integrated

Course On Islamic Banking and Finance pernyataannya

adalah sebagai berikut :

"The origin and basis o£ Islamic banking is
Shariah,i.e. Islamic laws and sometimes referred to
as Islamic jurisprudence."

(  12 :1 )

Selanjutnya yang dimaksud dengan Bank Islam atau Bank

Tanpa Bunga menurut Karnaen Perwaatmaja dan M. Safi'i

Antonio adalah sebagai berikut :

"Merupakan bank yang dalam beroperasinya itu mengiku-
ti ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut
tatacara bermuamalat secara Islam. Dalam tatacara
bermuamalat itu dijauhi praktek yang dikhawatirkan
mengandung unsur unsur riba untuk diisi dengan
kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan
pembiayaan perdagangan."

{  15 : 1 )

Dengan melihat ketiga definisi di atas ,maka dapat

diambil kesimpulan apabila ditinjau dari sudut imbalan

atas aktivitasnya, maka bank-bank dapat dibedakan menjadi

1. Bank-bank yang dalam aktivitasnya, baik dalam rangka

mobilisasi dana maupun dalam rangka menanatnkan dananya,

memberikan bunga dan mengenakan bunga, yang selanjutnya

kita sebut dengan bank konvensional.

2. Bank-bank yang dalam aktivitasnya baik dalam mobilisasi

dana maupun dalam menanatnkan dananya berdasarkan atas
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prinsip jual beli dan bagi hasil/ yang disebut Bank

Tanpa Bunga atau BTB.

Jadi perbedaan utama antara BTB dengan Bank

konvensional adalah ia tidak membenarkan transaksi yang

mekanistnenya berdasarkan bunga, dalam berbagai bentuk dan

manifestasinya. Seluruh kegiatan dan sistem yang

dipergunakan adalah Sistem Bagi Hasil.

2.3.3. Tujuan Pendirian Bank Tanpa Bunga

1. Berusaha metnbuktikan bahwa konsep perbankan menurut

syariah Islam dapat beroperasi, tumbuh dan berkembang

melebihi bank-bank dengan sistem lain.

2. Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana

meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi

masyarakat terbanyak.

a. Sistem bagi hasil yang berlandaskan keadilan dan

peningkatan keuntungan bagi kedua belah pihak , akan

merangsang orang-orang dan pengusaha-pengusaha kecil

yang lemah permodalannya untuk kerjasama dengan Bank

Islam dalam permodalan guna mendirikan usaha baru

dan mengembangkan usaha yang tengah dijalankan.

b. Dengan munculnya kegiatan-kegiatan usaha baru dan

pengembangan kegiatan usaha yang telah ada maka akan

terbuka luas lapangan kerja baru, akan mengurangi
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angka pengangguran dan akan mehingkatkan pendapatan

masyarakat.

3. meningkatnya partisipasi masyarakat banyak dalam proses

pembangunan terutama dalam bidang ekonomi

keuangan karena :

a. Masih cukup banyak masyarakat yang enggan

berhubungan dengan bank. Hal ini terjadi karena

disamping masih banyaknya orang Islam yang mempunyai

pandangan bahwa bunga bank itu saraa dengan riba yang

diharamkan dalam Islam, juga banyak diantara

masyarakat kecil yang belum mengenal dan terbiasa

dengan cara kerja bank.

b. Dengan adanya bank berdasarkan syariah Islam,

masyarakat Islam yang tadinya enggan berhubungan

dengan bank, akan merasa terpanggil untuk ber

hubungan dengan Bank Islam.

4 Berkembangnya lembaga bank dan sistem perbankan yang

sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan akan mampu

meningkatkan partisipasi masyarakat banyak sehingga

menggalakkan usaha-usaha ekonomi masyarakat banyak

antara lain dengan memperluas jaringan-jaringan

keuangan perbankan ke daerah-daerah terpencil.

5. Ikhtiar ini akan sekaligus mendidik dan membirobing
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masyarakat untuk berfikir secara ekonoinis, berperilaku

bisnis dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.

( 3 : 6 )

2.4. Efektivltas

2.4.1. Pengertian Efektivltas

Menurut Gibson, Ivancevich, Donnelly yang disadur

oleh penerbit Erlangga definisi efektivltas adalah sebagai

berikut :

"Keefektivan adalah pencapaian tujuan yang
ditetapkan usaha kerjasama."

( 7 : 28 )

Deitiikian pula menurut Amitai Etzioni dalam bukunya

Organisasi—Organisasi Modern, menyatakan sebagai berikut :

"Efektivltas yang diukur dari tingkat sejauhmana ia
berhasil mencapai tujuannya.

( 6 : 12 )

Dari kedua definisi di atas tersebut dapat ditarik

kesimpulan bahwa :

Tingkat pencapaian sasaran itu menunjukkan tingkat

efektivitas, gagasan bahwa organisasi maupun kelorapok dan

individu harus dievakuasi dari segi pencapaian tujuan

menunjukkan bahwa organisasi itu ditentukan dengan tujuan

tertentu, bekerja secara rasional dan berusaha mencapai

tujuan tertentu.

Walaupun pendekatan tujuan kelihatnnya sederhana

tetapi juga mengandung persoalan. Beberapa kesulitan yang
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dikenal secara luas, yaitu :

1. Pencapaian tujuan tidak dapat diukur pada organisasi

yang tidak memproduksi barang-barang yang bervmjud

(tangible output).

2. Organisasi berusaha mencapai lebih dari satu tujuan dan

tercapainya satu tujuan seringkali manghalangi atau

mengurangi kemampuannya untuk mencapai tujuan yang

lain.

3. Adanya beberapa tujuan yang harus dicapai dan

disepakati oleh semua anggota adalah diragukan. Banyak

ahli riset menyatakan kesulitan untuk mendapatkan

persetujuan diantara manajer menyetujui tujuan khusus

dari organisasi mereka.

2.4.2. Kriteria Efektivitas

Berikut ini ada lima katagori umum kriteria

efektivitas, yaitu sebagai berikut :

1. Produksi (production)
2. Efisiensi (Efficiency)
3. Kepuasan (Satisfaction)
4. Keadaptasian (Adaptiveness)
5. Pengembangan (Development)

(  7 : 33 )

Ad 1. Produksi (Production)

Produksi mencerminkan kemampuan organisasi untuk

menghasilkan jumlah dan kualitas keluaran yang

dibutuhkan lingkungan. Konsep ini meniadakan setiap
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pertimbangan efisiensi. Ukuran tersebut berhubungan

secara langsung dengan keluaran yang dikonsumsi oleh

pelanggan dan rekanan organisasi brsangkutan.

Ad 2. Efisiensi (Efficiency)

Efisiensi didefinisikan sebagai perbandingan

keluaran terhadap masukan. Kriteria jangka pendek

ini memfokuskan perhatian atas siklus keseluruhan

dari masukan— proses—keluaran/ dengan menekankan

pada elemen masukan dan proses.

Efisiensi diukur menurut rasio (perbandingan) yang

dalam bentuk umum ialah rasio antara keuntungan

dengan biaya atas waktu yang dipergunakan.

Ad 3. Kepuasan (Satisfaction)

Ide organisasi sebagai suatu sistem sosial menuntut

agar diperhatikan beberapa pertimbangan yang berman-

faat bagi para pesertanya, termasuk para pelanggan

dan rekanan. Kepuasan dan moral adalah ukuran yang

serupa untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi

memenuhi kebutuhan karyawannya.

Ad 4. Kedaptasian (Adaptiveness)

Keadaptasian adalah tingkat dimana organisasi dapat

dan benar-benar tanggap terhadap perubahan internal

dan eksternal. Keadaptasian dalam hal ini menunjuk

kan kemampuan manajemen mengindera perlunya
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perubahan dalam lingkungan, termasuk perubahan dalam

tubuh organisasi sendiri. Ketidakefektifan dalam

mencapai produksi, ketidakefisienan dan ketidak

puasan merupakan pertanda perlunya adaptasi praktek

dan kebijaksanaan manajerial.

Ad 5. Pengembangan (Development)

Kriteria ini mengukur kemampuan organisasi untuk

meningkatkan kapasitasnya menghadapi tuntutan

lingkungan. Suatu organisasi harus raelakukan

berbagai upaya untuk mempertimbangkan kesempatan

kelangsungan hidup jangka panjangnya. .

2.5. Pengendalian Intern Perkreditan

Bidang perkreditan di Indonesia sampai saat ini masih

merupakan bidang kegiatan perbankan yang mempunyai

proporsi asset yang besar dibanding dengan berbagai

kegiatan lainnya. Sudah sepantasnyalah apabila Bank

Auditor memberikan perhatian yang besar dalam melaksanakan

kegiatannya. Salah satu tujuan dari audit bidang perkredi

tan yaitu mengurangi terjadinya kegagalan debitur macet

yang merupakan pukulan berat bagi bank yang bersangkutan.

Oleh karena itulah, untuk mencegah hal-hal yang tidak

diinginkan baik disengaja maupun tidak disengaja pada

pihak bank maupun pihak nasabah diperlukan suatu
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pengendalian intern yang memadai.

Pengendalian intern at as bidang perkreditan raenurut

Teguh Pudjo Muljono adalah sebagai berikut :

1. Bank harus metniliki pedoman/ manual of operation

dibidang perkreditan.

2. Manual of operation yang ada telah ada dapat dipakai

secara memadai dibndingkan dengan volume kredit,

jumlah nasabah debitur yang dikelolanya.

3. Terdapat pejabat kredit yang mempunyai pengeta

huan/kecakapan yang sesuai dengan masing-masing tugas

dan tanggungjawabnya.

4. Terdapat wewenang untuk pemutusan pemberian kredit

dari seorang pejabat.

5. Terdapat perabagian kerja yang tegas antara kredit

analisa (loan officer) dan account officer.

6. Tersedia cukup peralatan-peralatan yang diperlukan

untuk menyimpan dokumen-dokumen perkreditan secara

aman dan tertib.

7. Tidak terdapat broker-broker/calo-calo untuk

pengurusan permohonan kredit.

8. Diadakan mutasi pegawai/pejabat secara teratur.

9. Bank tersebut mempunyai penasehat hukum yang tinggi

reputasinya.

10. Bank tersebut mempunyai langganan Notaris, Public

Accountant dan Consultant yang mempunyai reputasi yang
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pemimpin dan dua bawahan, segala kegiatan yang dilakukan

oleh para bawahan masih dapat secara langsung diikuti dan

diawasd. oleh si peminipin. Kalau perusahaan berkembang

dalam kegiatan dan jumlah bawahan yang tetap sama, maka

kecil kemampuan si pemimpin untuk mengendalikan segala

sesuatu yang terjadi dalam perusahaan.

Keadaan semacam ini memaksanya melimpahkan sebagian

wewenangnya. Meskipun wewenang dapat dilimpahkan kepada

bawahannya, tetapi tanggung jawsib tetap ada di tangan si

pemimpin. Oleh karena itu ia membutuhkan suatu sistem

pengendalian yang dapat mengamankan aktiva perusahaan

(yang tidak lagi berada langsung di bawah kendalinya) ,

yang memberikan keyakinan padanya bahwa apa yang dilapor-

kan bawahannya itu benar dan dapat dipercaya, yang

mendorong adanya efisiensi usaha dan terus menerus memoni-

tor bahwa kebijaksanaan yang telah diterapkannya memang

dijalankan.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa sistem

pengendalian intern perlu untuk kepentingan fihak

pimpinan, oleh sebab itu menjadi tanggungjawab pimpinanlah

untuk menjadikan suatu sistem pengendalian intern yang

baik.

Sistem pengendalian intern bukanlah dimaksudkan untuk

meniadakan semua kemungkinan terjadinya kesalahan atau
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penyelewengan. Sistem pengendalian intern yang balk akan

dapat menekan terjadinya kesalahan dan penyelewengan dalam

batas-batas biaya yang layak dan kalaupun kesalahan dan

penyelewengan terjadi, hal ini dapat diatasi dengan

cepat.

Lebih lanjut, faktor berikut dibawah ini dipandang

sebagai alasan mengapa sistem pengendalian intern

diperlukan :
1. Luas dan ukuran kesatuan usaha yang menjadi begitu

komplek dan meluas sehingga manajemen hams
mempercayai berbagai macam laporan-laporan dan anali-
sis-analisis imtuk mengendalikan secara efektif.

2. Pengawasan dan penelaahan dengan melihat pada sistem
pengendalian intern yemg baik mampu melindungi terhadap
kelemahan manusia mengurangi kemungkinan kesalahan
dem ketidakberesan akan terjadi.

3. Tidak praktis apabila Akuntan untuk memeriksa secara
keseluruhan dengan keterbatan uang jasa (fee) tanpa
mempercayai sistem pengendalian intern.

(  10 : 2 )

Demikian pula dalam bidang perkreditan, suatu pengen

dalian intern sangat dibutuhkan guna melihat apakah

pengendalian intern dibidang perkreditan tersebut sudah

memadai atau belum, karena bagaimanapun juga sebab-sebab

kegagalan perkreditan terutaraa disebabkan lemahnya pengen

dalian intern.

Bank tanpa bunga (BTB) dengan ciri khasnya yaitu

sistem bagi hasil menuntut kemampuan manajemen bank dalam

mengalokasikan dananya pada sektor usaha yang

menguntungkan yang pada akhimya keuntungan tersebut akan
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dibagi antara bank, debitur dan pemilik dana. Selain itu,

menuntut para petugas bank untuk bersikap jujur dan

memiliki kredibilitas tinggi dalam ttielaksanakan tugasnya.

Dalam hal ini BTB satu sama lainnya akan

bersaing, sehingga letak daya tarik BTB adalah pada

kemampuan manajemen bank dalam meraih pendapatan wajar

atau atau usahanya, sesuai dengan prinsip-prinsip

operasional BTB, adalah sebagai berikut :

1. Sistem Bag! Basil
Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara
peinbagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelo-
la dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara
bank dengan penyin^an dana, maupxin antara bank dengan
nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan
prinsip ini adalah Hudharabah dan Musyarakah.

2. Sistem Jual Beli dengan Margin Keunt\ingsui
Sistem ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata
cara jual beli, dimauaa bank mengangkat nasabah sebagai
agen bank dan nasabah dalam kapasitasnya sebagai agen
bank melakukan pembelian barang atas nama bank,
kemudian bank akan bertindak sebagai penjual dan akan
menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga
sejumlah harga beli ditambah kexintungeui bagi bank
(margin/mark-up>

3. Sistem Fee (Jasa)
Sistem ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang
diberikan oleh bank. Bentuk produk yang berdasarkan
prinsip ini antara lain Bank Garansi, Kliring,Inkaso,
jasa Transfer dan lain-lain.

(  15 : 31 )

Sehubungan dengan itu, maka manajemen BTB perlu

menerapkan suatu pengendalian intern yang memadai dalam

organisasi pembiayaan dan diharapkan dapat membantu

mengatasi kesulitan dalam mengendalikan dana yang

diperlukan dalam pembiayaan.
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Apabila tujuan manajemen BTB telah tercapai

sasarannya, maka pencapaian sasaran tersebut sudah dapat

menunjukkan tingkat kriteria efektivitas, seperti telah

kita ketahui bahwa pembiayaan tanpa bunga dilakukan dengan

melalui prosedur yang efektif dan efisien tanpa

mengabaikan faktor kontrol dan bukti-bukti yang

kompeten serta keakuratan data tetap terjarain. Dengan

demikian, peningkatan efektivitas pembiayaan dapat

ditingkatkan dan tujuan dari pemberian pembiayaan tanpa

bunga dapat tercapai.
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OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1, objek Penelitian

3.1.1. Sejarah singkat Perusahaan

Sebagian besar umat Islam Indonesia (balk di

perkotaan maupun di pedesaan) hidup di bawah garis

kemiskinan). Salah satu dampak negatif dari keadaan

tersebut adalah adanya upaya dari pihak-pihak tertentu

yang dengan segala cara membujuk roereka untuk keluar

(murtad) dari agama Islam dengan imbalan materi. Keadaan

ini menimbulkan keprihatinan seorang ulama dan cendekiawan

Muslim Bogor yaitu Bapak KH. Soleh Iskandar (Aim), yang

pada saat srbagai Ketua Badan Kerjasama Pondok Pesantren

(BKSPP) Jawa Barat dan sekaligus sebagai Ketua Badan

Pembina yayasan pendidikan Islam Ibn Khaldun Bogor.

Untuk memperbaiki keadaan tersebut beliau mulai

merintis prakarsa pembentukan sebuah lembaga

keuangan yang mampu menyentuh sekaligus menolong masyara-

kat muslim yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dalam

berbagai kesempatan beliau melontarkan gagasannya

dihadapan sejumlah ulama dan cendekiawan muslim dan

ternyata mendapatkan tanggapan dan dukungan yang positif.
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Untuk selanjutnya pada awal Januari 1991 secara resmi

beliau mengundang sejumlah ulatna, cendekiawan dan

pengusaha muslim untuk mebicarakan pendirian lembaga

keuangan yang beroperasi atas dasar syari'ah Islam. Hadir

pada saat perterauan itu antara lain :

1. KH. Soleh Iskandar (Almarhum)

2. KH. Dadun Abdul Qohar

3. KH. Tb Hasan Basri

4. Prof. Dr. Ir. H. Affendi Anwar, Msc

5. Prof Dr. Ir. H. Supan Jayaatmaja

6. Dr. Ir. A.M. Saefudin

7. Dr. Ir. H. Azis Darwis

8. Drs. H. Adoeng Soempena

9. Drs. KH. Didin Hafidhudin, MS

10. M. Rais Ahmad, SH

11. Yunus Dali, BcHk

12. Ir. Sutisna

13. Ir. Ihsan Arqom

14. H. Karyadi

15. Abdul Mudjlb Thoha

16. Sutara

17. H. Arifin

18. Dedy Zainal Abidin Iskandar

Dari pertemuan itu tercapai bahwa sudah saatnya
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dibentuk lembaga keuangan yang beroperasi atas dasar

Syari'ah Islam yang nantinya dapat membantu masyarakat

muslira khususnya pengusaha muslim lemah. Mengingat pada

saat itu belum ada peraturan resmi tentang Lembaga

keuangan Islam maka terbentuk Lembaga Swadaya masyarakat

yang berupa gerakan simpan pinjam yang diberi nama

Ikhwanul Muslimin. Susunan pengurusnya adalah sebagai

berikut :

1. Ketua : KH. Soleh Iskandar ( Almarhum)

2. Wakil ketua ; Drs. H. Adoeng Soempena

3. Sekretaris : Sutara

4. Bendahara : Rais Ahmad, SH

Dalam perjalannya gerakan ini dirasakan kurang efek-

tif dan kurang mendapat respon dari masyarakat. Hal ini

disebabkan oleh :

1. Tidak adanya Badan Hukum, sehingga kepercayaan

masyarakat kurang.

2. Sumberdaya manusia pengelolanya terbatas.

Bersamaan dengan hasil evaluasi tersebut, pada

pertengahan Januari 1991, pemrakarsa raendapatkan informasi

bahwa di Indonesia khususnya di Jawa Barat telah lahir BPR

yang beroperasi atas dasar syari'ah. Bekal informasi

tersebut akhirnya beliau mengutus tiga orang duta untuk

mencari informasi ke Bandung, ketiga orang itu adalah :
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Dari tujuan Crsebut, tersimpul adanya kepentingan

yang seimbang antara :

1. Kepentingan pemerintah

2. Kepentingan raasyarakat (rakyat)

3. kepentingan perailik modal (pengusaha)

{  16 : 13 )

b. Ftmgsi Kredit

Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian

dan perdagangan antara lain :

1. Kredit pada hakekatnya dapat meningkatkan daya guna

uang

a. Para pemilik modal/uang dapat secara langsung

merainjamkan uangnya kepada para pengusaha yang

memerlukan, untuk meningkatkan produksi atau untuk

meningkatkan usahanya.

b. Para pemilik uang/modal dapat menyimpan uangnya

pada lembaga-lembaga keuangan. Uang tersebut

diberikan sebagai pinjaman kepada perusahaan-

perusahaan untuk meningkatkan usahanya.

2. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas

uang

Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro

dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, giro

bilyet dan wesel, sehingga apabila pembayaran-
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barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali

dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

2. Waktu

Yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian

prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada

masa yang akan datang.

3. Degree Of Risk

Yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai

akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara

pembrian prestasi dengan kontraprestasi yang akan

diterima kemudian hari.

4. Prestasi

Prestasi atau objek kredit itu itdak saja diberikan

dalam bentuk uang tetapi juga dapat berupa barang atau

jasa. Namun, karena kehidupan ekonomi modern sekarang

ini didasarkan kepada uang, maka transaksi—transaksi

kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai

dalam praktek perkreditan.

( 16 : 12 )

2.2.2. Tujuan dan Fungsi Kredit

a. Tujuan Kredit

Pemberian kredit dimaksudkan untuk mempereoleh

keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan

roasyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit, jika ia
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betul-betul merasa yakin bahwa nasafoah yang akan diterima

kredit itu mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah

diterimanya. Dari faktor kemampuan dan kemauan tersetaut,

tersimpul unsur keamanan (safety) dan unsur keuntungan

(profitability) dari suatu kredit. Kedua unsur tersebut

saling berkaitan.

Keamanan atau safety yang dimaksudkan adalah bahwa

prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang atau

jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga

keuntungan/profitability yang diharapkan itu dapat menjadi

kenyataan.

Keuntungan atau profitability merupakan tujuan

pemberian kredit yang terjelma dalam bentuk bunga yang

diterima. Dengan demikian, maka tujuan kredit yang

diberikan oleh suatu bank, khususnya bank peraerintah yang

akan mengemban tugas sebagai agent of development adalah

untuk :

1. Turut mensukseskan program pemerintah di bidang ekonomi

dan pembangunan.

2. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalan-

kan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan

masyarakat.

3. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan

terjamin dan dapat roemperluas usahanya.
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kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Anggaran Dasar dan

Akte Notaris. Bentuk badan Hukum yang mewadahi Bank

syari'ah Amanah Uiiunah adalah Perseroan Terbatas (PT)

dengan nama PT Bank Perkreditan Rakyat Amanah Ummah.

Pendirian badan hukum ini dilakukan pada tanggal 10 april

1991 dengan Akte Notaris No. 2 dari Rahayu Benny

Sofian,SH, Notaris di purwakarta.

Proposal pendirian BPR syari'ah Amanah Ummah

diajukan ke Departemen Keuangan RI sekitar bulan Juli

1991. Setelah melalui berbagai perbaikan akhirnya pada

tanggal 16 Desember 1991 dipeoleh Ijin Prinsip dari

Menteri keuangan dengan No. S.2160/MK.13/1991. Kemudian

pada tanggal 1 Juli 1992 diperoleh surat Ijin Operasional

Usaha dari Menteri keuangan dengan nomor Kep.

167/KM.13/1992. Pada tanggal 3 juli 1992 BPR Syari'ah

Amanah Ummah mulai beroperasi. Upacara peresmian dilakukan

pada tanggal 8 Agustus 1992 oleh Bupati Kepala Daerah

Tingkat II Bogor.

Pendirian BPR syar'ah Amanah Ummah memerlukan modal

dasar sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah dan

modal disetor sebesar Rp 50.000.000,00 { lima puluh juta

rupiah). Para pendiri dan sekaligus pemegang Sahara

prioritas BPR Syari'ahb Amanah Ummah adalah :

1. H. Taufiq Rahman
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2. H. Karyadi Herman

3. Drs. Adoeng Soempena

4. Drs. Djufri Djamaluddin

5. H. Adang Komarudin, BA

6. H. Tatang Rahmat

7. H. Abdul Mudjib Thoha

8. H, E. Tadjuddin Noor

9. H, Suganda

10. Andry Sofyan

Masing-masing pemegang saham prioritas tersebut

menyetor saham awal sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta

rupiah). Sisa saham dalam bentuk lima ratus lembar

saham dengan total nilai Rp 50.000.000,00 ( lima puluh

juta rupiah) dijual ke masyarakat.

Adapun tujuan pendirian BPR Syari'ah Amanah Uramah

secara terperinci adalah :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi

masyarakat ekonomi lemah (dhu'afa) terutama kaum

muslimin, dalam rangka mengurangi kesenjangan sosial

ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui

pemerataan pembangunan di bidang ekonomi dan

peningkatan kesempatan kerja.

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses

pembangunan dibidang ekonomi keuangan, mengingat masih
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banyak cukup masyarakat yang belum pernah berhubungan

dengan bank dan semakin meningkatnya pemahaman

masyarakat yang berpendapat tentang ajaran Islam yang

berpendapat bahwa bunga bank tergolong riba.

3. Memberikan alternatif masyarakat yang menganggap bunga

bank sebagai riba.

4. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berfikir

secara ekonomis dan berprilaku bisnis dalara

meningkatkan kualitas hidup mereka dengan berpedoman

kepada ajaran islam,

Usaha pencapaian tujuan-tujuan diatas dilakukan

dengan strategi usaha sebagai berikut :

1. Membina dan mempercepat perkembangan masyarakat ekonomi

lemah terutama kaum muslimin, untuk menjembatani

kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi akibat dampak

pembangunan, agar terbentuk dasar yan kokoh dibidang

aqidah dan bidang ekonomi.

2. Sasaran pembinaan adalah pengusaha kecil, pengrajin,

petani, pedagang kecil dan pengusaha angkutan pedesaan.

3. Merintis dan mengembangkan kerjasama dengan lembaga

keagamaan seperti Dewan Keluarga Mesjid, Majelis

Ta'lim, pondok pesantren, madrasah, maupun

lembaga-lembaga baik dalam pembinaan usaha, peningkatan

nilai tambah maupun pengerahan dana masyarakat.
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4. Mengintesifkan penyediaan dan pemanfaatan dana zakat,

infak, sodaqoh untuk membantu usaha kaum muslirain yang

tergolong dhuafa (masyarakat lapisan bawah), fuqaro

{orang-orang miskin) melalui pembiayaan Qordilatul

Hasan.

5. Mengetnbangkan peranan ulama dan para Da'i dalam

ttiembeirikan penyuluhan kepada tnasyarakat tentang peran

dan fungsi bank syari'ah dalam membina kaum muslimin

ekonomi lemah.

3.1.2. Struktur organisasi dan Uraian Kerja

Sebagaimana telah diketahui bahwa organisasi

merupakan bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih

yang mempunyai tujuan yang sama dalam suatu wadah

tertentu, maka demikian halnya dengan organisasi pada PT.

BPR Syariah Amanah Uitimah Pusat Bogor. Dalam hal ini,

organisasi yang baik adalah suatu organisasi yang

berpegang teguh pada prinsip-prinsip dengan kata lain,

organisasi yang baik adalah organisasi yang mampu

menimbulkan kepuasan bagi karyawan yang bergabung di

dalammya, selain mendorong setiap karyawan untuk lebih

meningkatkan gairah kerja dan kerjasama semua karyawan.

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka PT. BPR

Syari'ah Amanah Ummah Pusat Bogor ini terdapat struktur
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tinggi.

11. Bank secara aktif dalain roemberikan kredit inelalui

project identifikator untuk memilih nasabah-nasabah

yang bonafide.

12. Bank inengadakan desentralisasi sektor ekonomi dalain

memberikan kredit.

13. Penilaian jaminan (khususnya proyek yang besar)

dilakukan oleh perusahaan appraial.

14. Bank tersebut menerima laporan keuangan posisi stock,

laporan kegiatan usahanya dari nasabah secara teratur

minimum satu bulan satu kali.

15. Laporan keuangan dari para debitur yang besar selalu

diaudit public accountant.

16. Dalam menyusun Term Of Refference dalam penunjukkan

konsultan bank ikut aktif di dalamnya.

17. Inspeksi on the spot ke tempat usaha para debitur di

lakukan secara teratur dan terencana.

18. Bank pemberi kredit secara teratur mengadakan

penilaian kolektibilitas para debiturnya.

19. Tingkat kolektibilitas nasabah debiturnya 95%.

20. Dalam bank tersebut tidak terdapat suatu group nasabah

yang memperoleh berbagai kredit dalam jumlah yang

relatif besar.

21. Setiap kredit yang diberikan ditutup dengan jaminan
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kebendaan yang raemadai.

22. Setiap jatninan kredit ditutup asuransinya dengan

bankers clause.

23. Bank tersebut mengusahakan bank to bnk information

atas calon-calon nascibah debiturnya.

24. Rekening koran debitur selalu dikirim secara teratur

ke naseJDah sehingga memungkinkan untuk diadakan

rekonsiliasi secara teratur pula oleh nasabah.

25. Semua kredit yang diberikan selalu dibuatkan ikatan

kredit yang lengkap.

26. Semua dokumen-dokumen asli, sertifikat-sertifikat

barang jaminan dan Iain-lain telah disimpan dalam

stong-room yang tahan api.

27. Sistem pengarsipan dari bemacam-macam dokumen yang

menyangkut perkreditan telah diarsipkan secara siste-

matis.

28. Setiap perjanjian kredit yang akan jatuh tempo telah

diproses penyelesaiannya dan perpanjangannya

sehingga tidak ditemui adanya ovedue.

(  13 : 101 )

2.6. Pengendalian Intern Perkreditan BcUik Tanpa Bunga

Dalam Heningkatkan Efektivitas pemberian Kredit

Dalam suatu perusahaan yang terdiri dari seorang
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1. H. Taufiq Rahman

2. Drs. Djufri Djamaluddin

3. H, Karyadi

Dari informasi ketiga orang duta ini akhirnya

didatangkan utusan dari Bandung untuk mengadakan

presentasi dihadapan sejutnlah ulama, cendekiawan dan

pengusaha muslim yang berterapat di BKSPP Bogor. Utusan

dari Bandung terdiri dari :

1. Ir. Drs. Hasbi Mauriza Hasyim

2. Drs ahmad Adib zain

3. Irwanda Nasution

Hadir pada presentasi tersebut antara lain :

1. KH. Soleh Iskandar (Almarhum)

2. Abdul Mudj ib Thoha

3. Drs. H. Adoeng Soempena

4. Drs. Syamsu Yusuf

5. Yunus Dali, BcHk

6. H. Taufiq Rahman

7. H. E. Tajudin Noor

8. Drs Djufri Djamaluddin

9. H. Karyadi

Selanjutnya dari hasil presentasi itu mulai

dilakukan persiapan untuk mendirikan BPR Syari'ah.

Penyusunan proposal yang dilakukan pada Februari 1991
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dibentuk leinbaga keuangan yang beroperasi atas dasar

Syari'ah Islam yang nantinya dapat membantu masyarakat

musliro khususnya pengusaha muslim lemah. Mengingat pada

saat itu belum ada peraturan resmi tentang Lembaga

keuangan Islam maka terbentuk Lembaga Swadaya masyarakat

yang berupa gerakan simpan pinjam yang diberi nama

Ikhwanul Muslimin. Susunan pengurusnya adalah sebagai

berikut :

1. Ketua ; KH. Soleh Iskandar ( Almarhum)

2. Wakil ketua : Drs. H. Adoeng Soempena

3. Sekretaris : Sutara

4. Bendahara : Rais Ahmad, SH

Dalam perjalannya gerakan ini dirasakan kurang efek-

tif dan kurang mendapat respon dari masyarakat. Hal ini

disebabkan oleh :

1. Tidak adanya Badan Hukum, sehingga kepercayaan

masyarakat kurang.

2. Sumberdaya manusia pengelolanya terbatas.

Bersamaan dengan hasil evaluasi tersebut, pada

pertengahan Januari 1991, pemrakarsa mendapatkan informasi

bahwa di Indonesia khususnya di Jawa Barat telah lahir BPR

yang beroperasi atas dasar syari'ah. Bekal informasi

tersebut akhirnya beliau mengutus tiga orang duta untuk

mencari informasi ke Bandung, ketiga orang itu adalah ;
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Apabila tujuan roanajemen BTB telah tercapai

sasarannya, maka pencapaian sasaran tersebut sudah dapat

menunjukkan tingkat kriteria efektivitas, seperti telah

kita ketahui bahwa perabiayaan tanpa bunga dilakukan dengan

melalui prosedur yang efektif dan efisien tanpa

mengabaikan faktor kontrol dan bukti-bukti yang

kompeten serta keakuratan data tetap terjarain. Dengan

demikian, peningkatan efektivitas pembiayaan dapat

ditingkatkan dan tujuan dari pemberian pembiayaan tanpa

bunga dapat tercapai.
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BAB m

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

3.1.1. sejarah Singkat Perusahaan

Sebagian besar umat Islam Indonesia (baik di

perkotaan maupun di pedesaan) hidup di bawah garis

kemiskinan). Salah satu dampak negatif dari keadaan

tersebut adalah adanya upaya dari pihak-pihak tertentu

yang dengan segala cara membujuk mereka untuk keluar

(murtad) dari agama Islam dengan imbalan materi. Keadaan

ini menimbulkan keprihatinan seorang ulama dan cendekiawan

Muslim Bogor yaitu Bapak KH. Soleh Iskandar (Aim), yang

pada saat srbagai Ketua Badan Kerjasama Pondok Pesantren

(BKSPP) Jawa Barat dan sekaligus sebagai Ketua Badan

Pembina Vayasan pendidikan Islam Ibn Khaldun Bogor.

Untuk memperbaiki keadaan tersebut beliau mulai

merintis prakarsa pembentukan sebuah lembaga

keuangan yang mampu menyentuh sekaligus menolong masyara-

kat muslim yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dalam

berbagai kesempatan beliau melontarkan gagasannya

dihadapan sejumlah ulama dan cendekiawan muslim dan

ternyata mendapatkan tanggapan dan dukungan yang positif.

58



Untuk selanjutnya pada awal Januari 1991 secara resmi

beliau mengundang sejumlah ulama, cendekiawan dan

pengusaha muslim untuk mebicarakan pendirian lenibaga

keuangan yang beroperasi atas dasar syari'ah Islam. Hadir

pada saat pertemuan itu antara lain :

1. KH. Soleh Iskandar (Almarhum)

2. KH. Dadun Abdul Qohar

3. KH. Tb Hasan Basri

4. Prof. Dr. Ir. H. Affendi Anwar, Msg

5. Prof Dr. Ir. H. Supan Jayaatmaja

6. Dr. Ir. A.M. Saefudin

7. Dr. Ir. H. Azis Darwis

8. Drs. H. Adoeng Soempena

9. Drs. KH. Didin Hafidhudin, MS

10. M. Rais Ahmad, SH

11. Yunus Dali, BcHk

12. Ir. Sutisna

13. Ir. Ihsan Arqom

14. H. Karyadi

15. Abdul Mudjlb Thoha

16. Sutara

17. H. Arifin

18. Dedy Zainal Abidin Iskandar

Dari pertemuan itu tercapai bahwa sudah saatnya
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dibagi antara bank, debitur dan pemilik dana, Selain itu,

menuntut para petugas bank untuk bersikap jujur dan

memiliki kredibilitas tinggi dalam tnelaksanakan tugasnya.

Dalam hal ini BTB satu sama lainnya akan

bersaing, sehingga letak daya tarik BTB adalah pada

kemampuan manajemen bank dalam meraih pendapatan wajar

atau atau usahanya, sesuai dengan prinsip-prinsip

operasional BTB, adalah sebagai berikut :

1. Sistem Bagi Basil
Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara
pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelo-
la dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara
bank dengan penyinqpan dana, maupim antara bank dengan
nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan
prinsip ini adalah Hudharabah dan Musyarakah.

2. Sistem Jual Beli dengan Margin Keuntungan
Sistem ini merupakan suatu sistem ysmg menerapkan tata
cara jual beli, dimana bank mengangkat nasabah sebagai
agen bank dan nasabah dalam kapasitasnya sebagai agen
bank melakukan penbelian barang atas nama bank,
kemudian bank akan bertindak sebagai penjual dan akan
menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga
sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi bank
(margin/mark-up)

3. Sistem Fee (Jasa)
Sistem ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang
diberikan oleh bank. Bentuk produk yang berdasarkan
prinsip ini antara lain Bank Garansi, Kliring,Inkaso,
jasa Transfer dan lain-lain.

(  15 : 31 )

Sehubungan dengan itu, maka manajemen BTB perlu

menerapkan suatu pengendalian intern yang memadai dalam

organisasi pembiayaan dan diharapkan dapat membantu

mengatasi kesulitan dalam mengendalikan dana yang

diperlukan dalam pembiayaan.
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6. Memberi petunjuk kepada Direktur, Kepala Bidang

Operasional, Kepala Bidang Marketing, serta

jajarannya dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

7. Mengontrol dan mengawasi likuiditas bank, baik yang

ada pada kas maupun yang ada pada antar bank aktiva,

serta bertindak sebagai treasury keuangan bank.

D. Direktur

1. Mengadakan pemeriksaan (checker) terhadap peinbu

kuan (neraca) dan pembukuan administrasi pem-

biayaan, sebelum diteruskan ke Direktur Utama

Untuk di approval.

2. Mengontrol dan memeriksa serta menchecker

pengeluaran Bank berupa biaya operasional, biaya

ATK, biaya Inventaris, biaya dana (Profit) PYD,

biaya pajak dan biaya lainnya sebelum diteruskan

kepada Direktur Utama untuk diapproval

(disetujui).

3. Memeriksa dan menandatangai warkat deposito yang

baru serta menchecker pencairan deposito yang

jatuh tempo sebelum diapproval oleh Direktur

Utama.

4. Mengontrol dan mengawasi kedisiplinan, dedikasi,

ketekunan dan keterampilan karyawan serta memberi-
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kan penilaian dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

5. Mengontrol dan mengawasi kegiatan bank, berupa

sosialisasi,pelatihan SDM, diklat karyawan serta

memberikan petunjuk kepada karyawan yang ditugas-

kan untuk hal tersebut.

6. Mengadakan koordinasi serta meminta petunjuk

kepada Direktur Utama dalam melaksanakan kegiatan

bank dalam hal-hal tertentu.

7. Memberikan laporan kepada Direktur Utama tentang

hasil pengawasan, pemeriksaan, kontrol dan

pekerjaan yang telah dilaksanakan.

8. Bertanggungj awab terhadap semua tugas Direktur

Utama apabila Direktur utama berhalangan hadir.

E. Kepala Bidang Operasional

1. Mencatat likuidisi bank baik yang ada pada kas

maupun yang ada antar bank aktiva untuk dilaporkan

kepada Direktur.

2. Melakukan checking pada setiap pengeluran bank

sebelum disampaikan kepada Direksi untuk dichecker

dan diapproval sebagai tanda persetujuan.

3. Memantau tugas-tugas bagian Sistem Informasi,

kasir, dan umum serta memberi petunjuk untuk

menyelesaikan tugasnya.
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4. Memeriksa dan menandatangani laporan harian kas

dari Teller dan Kasir setiap hari setelah kas

tutup.

5. Melaporkan hasil pemantauan, pengontrolan,

pemeriksaan serta pekerjaannya kepada Direksi.

6. Bertanggngjawab terhadap tugas-tugas yang

dilaksanakan karyawan yang ada di bawah jajaran-

nya.

7. Bertanggungjawab atas segala tugas dan pekejaannya

kepada Direksi.

Kepala Bagian Sistern Informasi

1. Mengontrol dan mengawasi penggunaan sistem informasi

manajemen di prusahaan.

2. Menambah dan mengurangi fasilitas program Sistem

Amanah.

3. Memberikan dan mencabut hak penggunaan komputer pada

bagian yang dianggap tidak berkepentingan setelah

memperoleh ijin Direksi.

4. Mengontrol dan mengawasi keamanan jaringan komputer,

instalasi listrik dan telepon.

5. Bertanggung jawab atas kebersihan dan pemeliharaan

jaringan sistem informasi manajemen, yang meliputi

jaringan komputer, listrik dan telepon.

6. Mengembangkan sistem informasi manajemen sehingga
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"tercapai efisiensi kerja yang tinggi.

7. Menerima, inengontrol dan mengeluarkan semua informasi

tertulis dari dan ke perusahaan.

8. Melaporkan semua kesalahan ataupun prestasi yang

dibuat oleh karyawan kepada Kepala Bidang

Operasional.

9. Bertanggung jawab atas segala tugas dan pekerjaannya

kepada Kepala Bidang Operasional.

Hukum

1. Melakukan pemeriksaan, pengusutan serta penyelidikan

terhadap semua keabsahan jaminan nasabah yang akan

memperoleh pembiayaan.

2. Melakukan taksasi harga jaminan yang akan dijaminkan.

3. Mengawasi asfek kekuatan hukum akad-akad pembiayaan

yang diberikan kepada nasabah.

4. Menyelesaikan pengamanan jaminan nasabah yang dianggap

tidak bisa dibina.

5. Menyimpan dan memelihara jaminan yang diamankan sarabil

menunggu proses penyelesainnya.

6. Bertanggung jawab atas segala tugas dan pekerjaannya

kepada Kepala Bidang Marketing.

Administrasi Pembiayaan

1. Mengadministrasikan dengan baik semua data-data nasabah

yang telah memperoleh pembiayaan dari bank.
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2. Mengadministrasikan dan membukukan dengan baik

pengembalian pembiayaan nasabah sesuai dengan akadnya,

yang terdiri dari angsuran pokok dan profit serta waktu

jatuh temponya.

3. Melaksanakan proses pencairan pembiayaan nasabah yang

telah lolos dari Credit Comitte dan memenuhi pesyaratan

administrasi.

4. Menyirapan dengan baik semua jaminan nasabah yang

mendapat pembiayaan sesuai dengan jenis jaminannya.

5. Mengontrol dan mwengawasi secara periodik semua nasabah

yang telah mendapatkan pembiayaan untuk dilaporkan

kepada Kepala Bidang Marketing.

6. Bertanggung jawab terhadap semua data-data pembiayaan

beserta jaminan yang ditanganinya.

7. Melaporkan secara periodik semua tugas dan pekerjaanya

kepada Kepala Bagian Sistem Informasi.

Pembukuan

1. Melakukan kontrol dan pemeriksaan trhadap semua slip

dan tiket yang telah diserahkan oleh bagian lainnya.

2. Membukukan dalam bentuk neraca semua transaksi pada

hari itu, setelah diotorisasi oleh bagian Back Office.

3. Melakukan pencatatan semua kesalahan yang dibuat oleh

bagian yang bersangkutan dan melaporkan kepada Kepala

Bagian Sistem Informasi.
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4. Membuat rician pengeluaran dan pendapatan bank pada

setiap bulannya.

5. Membuat laporan bualanan, trivailan dan semester untuk

dilaporkan kepada Bank Indonesia sesuai dengan

ketentuannya.

6. Membuat distribusi profit setiap akhir bulan baik untuk

nasabah peneibung maupun deposan.

7. Melaporkan hasil pebukuan neraca, kepada Direksi untuk

diketahui dan diperiksa.

8. Bertanggungjawab atas segala tugas dan pekerjaannya

kepada Kepala Bagian Sistem Informasi.

Back Office/Jasa Nasabah/PDE

1. Menangani proses penerbitan warkat deposito setelah

semua persyaratan yang diperlukan suda lengkap.

2. Menangani proses pencairan deposito bagi yang sudah

jatuh tempo.

3. Menangani pendistribusian bagi hasil deposito kepada

kepada masing-masing deposan setiap bulan.

4  Membuat daftar deposito yang sudah jatuh tempo setiap

bulan untuk disampaikan kepada Kepala Bagian Sistem

Informasi.

5. Mengadministrasikan dengan baik semua data-data

deposito secara lengkap dan akurat.

6. Melakukan otorisasi atau pengecekan kerabali slip-slip
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transaksi setiap hari pada Sistem Amanah'

7. Bertanggung jawab atas semua tugas dan pekerjaanya

kepada Kepala Bagian Sistem Infoinnasi.

- Kepala Bagian Kasir

1. Melakukan pemeriksaan, perhitungan uang masuk dengan

mencocokkannya pada daftar penerimaan di Teller dan

menyimpannya dalam brankas setelah dilakukan cash of

name oleh pejabat yang berwenang.

2. Melakukan pemeriksaan dan perhitungan uang yang

keluar dengan mencocokkannya pada daftar

pengeluaran/pengambilan di Teller atas disposisi

bidang operasional.

3. Mengeluarkan uang dari vault brankas setiap hari

dalam jumlah tertentu atas disposisi bidang

operasional.

4. Menyimpan uang ke dalam vault brankas setiap hari

kerja setelah dilakukan pemeriksaan slip penerimaan

dan pengeluaran oleh bagian Teller cash of name oleh

bidang operasional.

5. Melaporkan setiap hari tentang jumlah uang yang ada

dalam vault brankas kepada Direksi.

6. Bertanggungjawab atas segala tugas dan pekerjaannya

kepada Direksi.
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4, Mengintesifkan penyediaan dan pemanfaatan dana zakat,

infak, sodaqoh untuk mernbantu usaha kaum muslitnin yang

tergolong dhuafa (masyarakat lapisan bawah), fuqaro

(orang-orang miskin) melalui pembiayaan Qordilatul

Hasan.

5. Mengembangkan peranan ulama dan para Da'i dalam

memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang peran

dan fungsi bank syari'ah dalam membina kaum muslimin

ekonomi lemah.

3.1.2. Struktur organisasi dan Uraian Kerja

Sebagaimana telah diketahui bahwa organisasi

merupakan bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih

yang mempunyai tujuan yang sama dalam suatu wadah

tertentu, maka demikian halnya dengan organisasi pada PT.

BPR Syariah Amanah Utranah Pusat Bogor. Dalam hal ini,

organisasi yang baik adalah suatu organisasi yang

berpegang teguh pada prinsip-prinsip dengan kata lain,

organisasi yang baik adalah organisasi yang mampu

menimbulkan kepuasan bagi karyawan yang bergabung di

dalammya, selain mendorong setiap karyawan untuk lebih

meningkatkan gairah kerja dan kerjasama semua karyawan.

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka PT. BPR

Syari'ah Amanah Ummah Pusat Bogor ini terdapat struktur
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organisasi yang harus diketahui jelas oleh setiap

karyawan, sehingga masing-masing tnengetahui tugas dan

wewenang, tanggung jawab dan batas kekuasannya untuk

mencegah kesimpangsiuran dalam bekerja.

Berikut ini akan dibahas baik struktur maupun

pembaguan tugas dan wewenang serta tanggung jawab

masing-masing komponen.

Adapun susunan tersebut adalah sebagai berikut :

A. Dewan Komisaris

B. Dewan Pengawas Syari'ah

C. Direktur Utama

D. Direktur

E. Kepala Bidang Operasional

- Kepala Bagian Sistem Informasi

- Kepala Bagian Kasir

F. Kepala Bidang Marketing

- Senior Account Officer

G. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan/umum

- Kepala bagian Umum dan Personalia

Fungsi dan peranan Dewan Syari'ah berbeda dengan

fungsi dan peranan Dewan Komisaris.

Fungsi dan peranan Dewan Komisaris adalah sebagai

berikut :

1. Mengadakan pengawasan dan pemeriksaan secara berkala
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minimal tiga bulan sekali kepada Direksi, Kepala

Bidang, Kepala Bagian dan bila perlu kepada seluruh

karyawan bank untuk mengetahui perkembangan bank.

2. Mengadakan internal audit bank secara berkala minimal

enam bulan sekali meliputi neraca, administrasi

pembiayaan dan manajemen bank.

3. Membuat laporan rencana program, laporan realisasi

rencana program per triwulan yang disampaikan kepada

Bank Indonesia.

4. Memberikan petunjuk dan saran kepada Direksi dalam

melaksanakan tugasnya sehari-hari.

5. Memberikan teguran kepada Direksi bila dalam

pemeriksaannya terdapat hal-hal yang dianggap tidak

sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang

diberikan.

Fungsi dan peranan Dewan Pengawas syari'ah adalah

sebagai berikut :

1. Merumuskan dan menetapkan produk-produk bank yang

dianggap dapat dilaksanakan sebagai produk BPR Syariah

Amanah Ummah.

2. Mengontrol dan raengawasi penerapan produk-produk bank

yang telah ditetapkan minimal tiga bulan sekali.

3. Mengadakan pengecekan terhadap akad dari produk-produk

yang telah ditetapkan terhadap setiap pembiayaan

67





minimal tiga bulan sekali.

4. Memberikan pengarahan terhadap seluruh karyawan tentang

penerapan Syari'ah dan produk-produknya minimal enam

bulan sekali.

Adapun uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang

berkaitan dengan setiap bagian sesuai dengan struktur

orgnisasi pada lampiran satu (1) adalah sebagai berikut :

C. Direktur Utama

1. Memimpin dan melaksanakan kegiatan bank sehari- hari

sesuai dengan kebijaksanaan umum yang telah

disetujui dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

2. Mengontrol dan mengawasi kegiatan Kepala Bidang

marketing dan jajarannya dalam melaksanakan tugasnya

sehari-hari.

3. Memimpin Rapat Komite Pembiayaan dengan Kepala

Bidang Marketing dan petugas Account Officer untuk

memutuskan setiap pembiayaan yang diajukan.

4. Mengetahui dan menyetujui (Approval) setiap

pengeluaran keungan Bank baik berupa biaya

operasional, biaya dana PYD dan biaya lainnya

termasuk gaji, tunjangan dan honor karyawan.

5. Menerima dari Direktur, Kepala Bidang Marketing dan

Kepala Bidang Operasional tentang kegiatan yang

dilaksanakan sehari-hari.
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Teller

1. Melakukakan pekerjaan sebagai kuasa bank dalam hal

penerimaan setoran tunai maupun cek/bilyet dari bank

lain, dan raelakukan pembayaran atau penarikan uang

nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Melakukan pemeriksaan pada slip-slip setoran dan

pengatnbilan pada setiap penerimaan dan penarikan

nasabah dan menyampaikannya kepada Kepala Bagian Kasir.

3. Membukukan hasil penerimaan atau penarikan nasabah ke

dalam buku tabungan nasabah masing-masing dan

menyesuaikan dengan data-data komputer.

4. Menyerahkan semua hasil-hasil transaksi baik berupa

uang tunai maupun berupa cek/Bilyet Giro kepada Kepala

Bagian Kasir setelah dicocokkan dengan slip-slipnya.

5. Menyerahkan slip-slip penerimaan maupun pengeluaran

kepada bagian otorisasi {Back Office) untuk di cek pada

Sistem Amanah.

6. Beranggungjawab atas semua tugas dan semua pekerjaannya

kepada Kepala Bagian Kasir/Layanan.

Customer Service

1. Memberikan penjelasan atau pelayanan dengan baik kepada

nasabah yang memerlukan pelayanan jasa perbankan baik

tabungan, deposito maupun prosedur pembiayaan yang

belaku di bank.
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2. Menangani proses pencatatan penabung baru baik pada

buku daftar penabung maupun pada komputer Sistem

Atnanah.

3. Menangani pencatatan setoran petnbiayaan ke dalam daftar

kartu angsuran masing-tnasing nasabah.

4. Bekerjasatna dengan bagian Back Office (jasa nasabah)

dalam member ikan pelayanan nasedjah baik naseibah

deposito, maupun nasabah pembiayaan.

5. Menerima telepon yang masuk ke kantor dan kemudian

menghubungkannya dengan bagian yang dimaksud.

6. Beranggungjawab atas segala tugas dan pekerjaannya

kepaka Kepala bagian kasir/layanan.

F. Kepala Bidang Marketing

1. Mengontrol dang mengawasi penghimpunan dana

masyarakat melalui Funding Officer dan memberi

petunjuk dalam pelaksaan tugasnya.

2. Mengontrol dan mengawasi pengembalian PYD yang

dilakukan oleh Account Officer lewat remedial dan

memeberi petunjuk dalam pelaksaan tugannya.

3. Mengontrol dan memeriksa PYD yang sudah jatuh tempo,

kurang lancar, meragukan dan yang macet serta

mengusahakan untuk mencari jalan penyelesainnya

bersama Account Officer.
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4. Mengawasi dan meinberi petunjuk kepada Account

Officer serta bagian administrasi pembiayaan dalam

tnetnproses pembiayaan, baik kelengkapan administrasi,

format pembiayaan dan pengisiannya.

5. Meneliti dan mempertimbangkan setiap pengajuan pem

biayaan yang diproses oleh Account Officer dari segi

kelayakan, kelengkapan administrasi, karakter dan

Iain-lain untuk diajukan dalan Credit Comitte.

6. Memberikan laporan kepada Direksi tentang hasil

pengawasan, pemeriksaan dan pekerjaannya yang lain.

7. Bertanggungjawab terhadap setiap pelaksanaan

tugas-tugas Account Officer, Funding Officer dan

karyawan lain yang berada di bawah jajarannya.

8. Bertanggungjawab atas segala tugas dan pekerjaannya

kepada Direksi.

Senior Account Officer

1. Memeberikan penjelasan kepada nasabah tentang

prosedur pembiayaan,

2. menerima dan mengagendakan permohonan pembiayaan yang

diajukan nasabah.

3. Meneliti persyaratan permohonan pembiayaan dari

setiap nasabah yang mengajukan pembiayaan.

4. Menganalisa kelayakan usaha nasabah dengan cara

melakukan survey lapangan.
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5. Memproses permohonan petnbiayaan nasabah yang

dianggap memenuhi persyaratan setelah raelalui Credit

Comitte.

6. Meitibina para nasabah yang telah memperoleh

pembiayaan secara kontinu.

7. Bertanggungjawab terhadap kemacetan pengetnbalian

pembiayaan nasabah yang diprosesnya,

8. Bertanggungjawab atas segala tugas dan pekerjaannya

Kepala Bidang Marketing.

Yunior Funding Officer

1. Bertugas mencari nasabah penabung, deposan dan

pembiayaan secara terencana dengan baik.

2. Melakukan penerimaan setoran tabungan, deposit© di

tempat nasabah yang memerlukan pelayanan.

3. Melakukan penerimaan setoran pembiayaan di tempat

nasabah yang memerlukan pelayanan.

4. Membukukan hasil penerimaan setoran dari nasabahnya

baik dalam buku tabungan maupun dalam komputer Sistem

Amanah.

5. Bertanggungjawab atas segala tugas dan pekerjaannya

kepada kepala Bidang Marketing.

6. Kepala Bidang penelitian dan pengembangan/Umum

1. Merencanakan program pengembangan baik berupa
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pengembangan prodiik baru, maupun desain eksterior dan

interior kantor baru.

2. Mengevaluasi secara periodik semua kegiatan

operasional dan marketing yang telah berjalan untuk

disempurnakan.

3. Melakukan uji coba untuk pengembangan yang

direncanakan.

4. Mengevaluasi hasil uji coba dan sekaligus

memperbaikinya bila ada kekurangan.

5. Melakukan koordinasi dengan Kepala Bidang

Operasional dan marketing untuk pelaksanaan dan

pengembangan program yang direncanakan.

6. Memberikan masukan kepada Direksi untuk meningkatkan

kinerja usaha bank, untuk menambah laba bank.

7. Merencanakan program untuk peningkatan kualitas

sumber daya manusia karyawan baik berupa pelatihan,

magang, study banding dan Iain-lain.

8. Bertanggungjawab atas segala tugas dan pekerjaannya

kepada Direksi.

Kepala Bagian Umum dan Personalia

1. Mendata, memelihara dan mengawasi semua barang-barang

inventaris kantor dengan baik dan akurat.

2. Mendata, memelihara dan mengawasi semua ATK bank

dengan baik dan akurat.
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3. Mengontrol dan tnemeriksa keperluan ATK, inventaris

kantor pada bagian yang memerlukan untuk dibuatkan

daftarnya, kemudian diajukan kepada Direksi untuk

mendapatkan persetujuan.

4. Membuat slip pencairan biaya-biaya kantor sesuai

dengan persetujuan Direksi.

5. Menangani semua surat-menyurat kantor baik surat

. masuk maupun surat keluar,

6. Menangani semua administrasi kesejahteraan karyawan,

baik daftar gaji, tunjangan, honor kerja lembur tepat

pada waktunya.

7. Menangani keperluan kantor berupa kebutuhan listrik,

telepon, air serta menyelesaikan pembayaran

rekeningnya.

8. Menangani daftar penilaian prestasi karyawan dan

menerbitkannya setiap bulan.

9. Menangani absensi karyawan dan menghitungnya tiga

kali sebulan.

10. Menangani hal-hal yang bersifat non perbankan.

11. Bertanggungjawab atas semua tugas dan pekerjaannya

kepada kepala Bidang Operasioanal dan Kepala Bidang

Marketing.

Person dan pemeliharaan

1. Mengagendakan semua surat kelembagaan yang masuk maupun

yang keluar.
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2. Mengarsipkan semua surat kelembagaan dengan tepat.

3. Mengarsipkan slip setoran, pengainbilan dan angsuran

dengan baik.

4. Memprogamkankegiatan untuk mensosialisasikan bank

kepada masyarakat luas.

5. Melaksanakan kegiatan sosialisasi tersebut dan

memberikan laporan kepada Kepala Bagian Umum.

6. Bertanggungjawab atas segala tugas dan pekerjaannya

kepada Kepala Bagian Umum.

3.2. Hetode Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini penulis melakukan dua

pendekatan, yaitu metode mengumpulkan data dan mengolah

data sebagai berikut :

1. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulana data yang diperlukan untuk

penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan

teknik-teknik sebagai berikut :

a. Mengadakan pengamatan dan mencatat secara langsung

terhadap perusahaan yang penulis jadikan objek

penelitian.

b. Memperoleh data dengan menggunakan tanya jawab

kepada bagian yang terlibat secara langsung maupun

tidak langsung untuk memberikan penjelasan tentang

data yang diperlukan dalam penggunaan penyusunan

skripsi.
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c. Mempersiapkan daftar pertanyaannya secara sistematis

agar memudahkan arah penelitian.

d. Melakukan penelaahan terhadap dokumen-dokumen dan

catatan-catatan perusahaan yang penulis peroleh

selama penelitian.

2. Mengolah Data

Dalam metode ini penulis mencoba mengolah data yang

telah penulis kumpulkan dengan melihat kenyataan yang

terjadi di perusahaan yang menjadi objek penelitian,

kemudian membandingkan dengan teori-teori yang terdapat

dalam penyelesaian identifikasi masalah.

Pengolahan data ini akan dilakukan dengan menggunakan

analisis perlunya pengendalian intern dikaitkan dengan

kelemahan-kelemahan yang ada pada perusahaan tersebut.

Dalam menganalisis pengendalain intern perkreditan

digunakan Tabel Analisis Pengendalian Intern dengan

bentuk sebagai berikut :

No Ciri-Ciri Tujuan Pengendalian Hasil

Pengendalian yang dicapai Pembiayaan

Bila 80% dari kriteria-kriteria pengendalian intern

tersebut telah terpenuhi maka pengendalian intern

tersebut sudah dapat dikatakan cukup memadai.
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I  BAB IV
I  HASIL DAN PEMBAHASAN
I

I

4.1.Jenis-Jenis Pembiayaan Bank Tanpa Bunga

Operasi perbankan yang dilakukan oleh Bank Syari'ah

Amanah Uinmah didasarkan atas syariah Islam yakni dengan

mengikuti tatacara dan perjanjian berusaha yang ditentukan

dan tidak dilarang oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah

SAW,oleh karena itu jenis-jenis yang dihasilkan juga harus

sesuai dengan peraturan Allah SWT. Diantaranya adalah

tidak mengandung unsur riba (bunga) dan maisir (judi),

mmeraegang teguh prinsip keadilan, kejujuran dan

persaudaraan sesama Muslim.

Demikian pula, dengan mengetatnya persaingan antar

bank dewasa ini yang disebabkan oleh bertambahnya jumlah

bank, maka berbagai fasilitas pelayanan ditawarkan oleh

pihak bank untuk menarik calon nasabah maupun untuk

mempertahankan nasabah yang sudah ada.

Salah satu pelayanan itu adalah pembiayaan dengan

menggunakan sistem tanpa bunga, yaitu bank membina

hubungan dengan debitur sebagai mitra usaha dengan prinsip

saling menguntungkan.

Untuk mencapai tujuan ini prinsip yang dianut adalah
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prinsip yang didukung oleh pelayanan yang terpadu.

penbiayaan yang diberikan oleh bank selalu dikaji lebih

dalam sehingga pembiayaan yang diberikan benar-benar

menguntungkan dan mengembangkan debitur yang dibiayai.

Adapun jenis-jenis pembiayaan yang ditawarkan di BPR

Syari'ah Ainanah Ummah Bogor adalah sebagai berikut :

a. Pembiayaan Mudharabah

b. Pembiayaan Musyarakah

c. Pembiayaan Murabahah

d. Pembiayaan Al-Bai Bitsaman Ajil

e. Pembiayaan Ijarah

f. Pembiayaan A1 Qardhul Hasan

g. Pembiayaan Bai Takjiri

Adapun jenis-jenis pembiayaan tersebut di atas dapat

dijelaskan sebagai berikut ;

a. Pembiayaan Mudharabah

Al-Mudharabah yaitu suatu perjanjian usaha antara

pemilik modal dengan pengusaha, dimana pihak pemilik modal

menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak

pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha. Basil usaha

bersama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu

akad pembiayaan ditandatangani yang dituangkan dalam

bentuk nisbah misalnya, 70:30, 65:35. Apabila terjadi

kerugian dan kerugian teersebut merupakan konsekuensi
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bisnis ( bukan penyelewengan atau keluar dari kesepakatan)

maka pihak penyedia dana akan menanggung kerugian manakala

pengusaha akan menanggung kerugian managerial skill dan

waktu serta kehilangan nisbah keuntungan bagi hasil yang

akan diperoleh.

Filsafat dasar dari investasi Mudharabah adalah

untuk menyatukan capital dengan labour (skill dan

entreupneurship) yang selama ini senantiasa terpisah dalam

sistem konvensional, karena memang sistem tersebut

diciptakan untuk menunjang mereka yang memiliki capital

(modal).

Dalam investasi Mudharabah akan tampak jelas sifat

dan semangat kebersamaan serta keadilan. Hal ini terbukti

melalui kebersamaan dalam menanggung kerugian yang dialami

dan membagikan keuntungan yang membengkak diwaktu ekonomi

sedang booming.

Adapun tatacara bagi hasil usaha nasabah penerima

pembiayaan investasi Al-Mudharabah di BPR Syari'ah Amanah

Ummah ini adalah sebagai berikut :

- Bank menyediakan 100% pembiayaan suatu proyek dari

usaha.

- Pengusaha mengelola proyek usaha tanpa campur tangan

bank, namun bank mempunyai hak untuk tindak Ianjut dan

pengawasan.
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- Bank dan pengusaha sepakat memalui negosiasi tentang

porsi bagian untung raasing-masing.

- Apabila terjadi rugi, bank eJcan menanggung kerugian

sebesar pemblayaan yang disediakan sedangkan pengusaha

menanggung kerugian tenaga, waktu, managerial skill

serta kehilangan nisbah keuntungan bagi hasil yang

diperolehnya.(lampiran 2)

b. Pembiayaan Husyarakah

Al-Musyarakah atau Syirkah yaitu suatu perjanjian

usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk

menyertakan modalnya pada suatu proyek, dimana

masing-masing pihak mempunyai hak ikut serta,

mewakilkan, atau menggugurkan haknya dalam manajemen

proyek. Keuntungan dari hasil usaha bersama ini dapat

dibagikan baik menurut proporsi penyertaan modal

masing-masing maupun sesuai dengan kesepakatan bersama

(unproportional). Manakala rugi kewajiban hanya terbatas

sampai modal masing-masing.

Penyertaan Musyarakah merupakan salah satu perangkat

penting untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam

investasi. Adapun tujuan dari Musyarakah ini adalah agar

sumber dana yang dapat diserahkan dari masyarakat dengan

mitra usaha yang lain akan dapat disalurkan ke

proyek-proyek investasi untuk menunanjang program

pembangunan.
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Adapun tatacara bagi hasil usaha nasabah penerima pem-

biayaan investasi Al-Musyarakah di BPR Syari'ah Amanah

Uinraah ini adalah sebagai berikut :

- Bank dapat mernberikan fasilitas pembiayaan suatu proyek

yang dianggap feasible berdasarkan prinsif

Al-Musyarakah (Project financing participation).

- Dalam skema pembiayaan ini bank dengan nasabah atau

nasabah-nasabahnya menyetujui untuk mernberikan

kontribusi pembiayaan sesuai dengan proporsi yang telah

disepakati bersama.

- Semua pihak termasuk bank mempunyai hak untuk

berpartisipasi dalam manajemen perusahan. Demikin juga

semua pihak berhak untuk mengggugurkan hak tersebut.

- Semua pihak melalui suatu negoisasi menyetujui nisbah

pembiayaan keuntungan usaha. Besarnya nisbah pebiayaan

keuntungan ini tidak semestinya harus sesuai dengan

besarnya penyertaan modal masing-masing (mungkin ada

beberapa pihak yang memberikan managerial skill

tambahan).

- Seandainya terjadi kerugian dalam usaha masing-masing

pihak tidak bertanggungjawab kecuali sebatas besar

penyertaan modalnya.
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c. Pendsiayaan Uurabahah

Murabahah berarti petnbelian barang dengan petnbayarcin

ditangguhkan (satu bulan, tiga bulan, satu tahun dan

seterusnya) . petnbiayaan Murabahah adalah peinbiayaan yang

diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan

produksi (inventory). Pembiayaan Murabahah mirip dengan

kredit modal kerja yang biasa diberikan oleh bank-bank

konvensional. Dan karenanya pembiayaan Murabahah berjangka

waktu di bawah satu tahun ( short run financing).

Adapun bentuk dan sifatnya pembiayaan perdagangan Al-

Murabahah yang dilakukan oleh BPR Syari'ah Amanah Ummah

adalah sebagai berikut :

- Mula-mula bank membelikan barang yang diperlukannya atas

nama bank dan menyelesaikan pembayaran harga barang dari

biaya bank.

Bank seketika itu juga menjual barang tersebut kepada

nasabah pada tingkat harga yang disetujui bersama ( yang

terdiri dari harga pembelian ditarabah mark-up atau

margin keuntungan) untuk dibayar dalam jangka waktu yang

telah disetujui bersama.

- Pada waktu jatuh tempo, nasabah membayar harga jual

barang yang telah disetujui tersebut kepada bank,

(lampiran 3)
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d.Pembiayaan Al-Bai Bitsaman Ajll

Bai Bitsaman Ajil artinya pembelian barang dengan

pembayaran cicilan. Petnbiayaan Bai Bitsaman Ajil adalah

pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka

pemenuhan kebutuhan barang modal (investasi) .

Pembiayaan Bai Bitsaman Ajil mirip dengan kredit invstasi

yang diberikan oleh bank-bank konvensional dan kerenanya

pembiayaan ini berjangka waktu di atas satu tahun {long

run financing).

Adapun bentuk dan sifat pembiayaan perdagangan Al-Bai

Bitsaman Ajil yang dilakukan oleh BPR Syariah Amanah Ummah

adalah sebagai berikut :

- Bank mengangkat nasabah sebagai agen bank.

- Nasabah dalam kapasitanya sebagai agen bank, melakukan

pembelian barang modal atas nama bank.

- Bank menjual barang modal tersebut kepada nasabah dengan

harga sejumlahnya harga beli ditambah keuntungan bank

(mark-up).

- Nasabah membeli barang modal tersebut dan pembayarannya

dilakukan secara mencicil untuk jangka masa yang telah

disetujui bersama. (larapiran 4)

e. Pembiayaan Ij arah

Ijarah atau pure leasing adalah pemberian kesempatan

kepada penyewa untuk mengarabil kemanfaatan dan barang
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sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan inibalan yang

besarnya telah disepakati bersama.

Adapun bentuk dan sifat petnbiayaan pengadaan barang atas

dasar Al-Ijarah yang ada di BPR Syari'ah Atnanah Ununah

yaitu bank dapat metnberikan fasilitas sewa kepada

nasabahnya untuk penggunaan satu jenis barang tertentu

dengan cara sebagai berikut :

- Mula-mula bank metnbeli asset yang dibutuhkan nasabah.

- Pada saat itu juga bank menyewakan asset tersebut kepada

nasabah untuk jangka waktu tertentu.

- Tarif sewa dan persyaratan lainnya harus telah

disepakati terlebih dahulu oleh kedua belah pihak.

(lampiran 5)

f. Pembiayaan Al Qardhul Hasan

Al-Qardhul Hasan atau Bonevelent Loan adalah suatu

pinjatnan lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial

semata ditnana si peminjam tidak dituntut untuk

mengetnbalikan apapun kecuali modal pinjaman.

Bentuk dan sifat pemberian pinjaman tunai kebajikan Al-

Qardhul Hasan yang dilakukan oleh BPR Syari' ah Amanah

Ummah adalah :

- Mereka memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk

tujuan tujuan yang sangat urgen.

- Para pengusaha (kecil) yang kekurangan dana tetapi

mempunyai prospek bisnis yang sangat baik. (lampiran 6)
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g. Penibiayaan Bai Takjiri

Bai Takjiri atau sewa beli adalah suatu kontrak sewa

yang diakhiri dengan penjualan. Dalam kontrak ini

pembayaran sewa telah diperhitungkan sedemikian rupa

sehingga sebagian daripadanya merupakan pembelian terhadap

barang secara berangsur.

Adapun bentuk dan sifat pembiayaan pengadaan barang atas

dasar Bai Takjiri yang dilakukan oleh BPR Syari'ah Amanah

Uitunah adalah sebagai berikut :

- Mula-mula bank membeli asset yang dibutuhkan nasabah.

- Pada saat itu juga bank menyewakan asset tersebut kepada

naseOaah untuk jangka waktu tertentu dan pada akhir

pembayaran sewa nasabah dapat memilki asset tersebut.

- Tarif sewa dan persyaratan lainnya harus telah

disepakati terlebih dahulu oleh kedua belah pihak.

Dari semua jenis pembiayaan yang ditawarkan di BPR

Syari'ah Amanah Ummah dirasakan telah dapat memberikan

manfaat yang cukup berarti bagi masyarakat yang

membutuhkannya, karena dengan peraberian pembiayaan

tersebut dapat lebih meningkatkan taraf hidupnya melalui

usaha yang dijalankannya. Demikian pula bagi pihak BPR

Amanah Ummah sendiri, pemberian pembiayaan ini dari setiap

tahunnya mengalami peningkatan yang prosentasenya cukup

tinggi sehingga keuntungan yang diraih cukup memuaskan dan

jumlah debitur yang datang menunjukkan prosentase yang
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cukup tajam. Hal ini meinbuktikan, bahwa pemberian

pembiayaan dengan menganut prinsip bagi hasil tidak akan

merugikan salah satu pihak, tetapi sangat inenguntungkan

bagi kedua belah pihak, karena segala sesuatunya telah

dilaksanakan melalui perjanjian atas kesepakatan kedua

belah pihak.

Berdasarkan alasan tersebut, berarbi dapab kiba lihat

bahwa kepercayaan masyarakat terhadap BPR Syariah Amanah

Ummah cukup besar, hal ini tidak terlepas pula dari adanya

kelihaian pimpinan dalam menerapkan kebijakan-kebijakan

raanajemen sehingga efektivitas pemberian pembiayaan dapat

berjalan dengan baik.

4.2. Prosedur Pemberian Pembiayaan

Prosedur pemberian kredit dalam suatu bank telah

diusahakan dan dirancang sedemikian rupa sehingga calon

debitur tidak mengalami kekecewaan akibat prosedur yang

bertele-tele dan raenjemukan, namun bank juga tetap mampu

menekan sekecil mungkin resiko timbulnya kemacetan

pengembalian kredit akibat perhitungan aval yang keliru

dan tergesa-gesa.

Proses pengambilan keputusan yang efisien dan cepat

terhadap permohonan kredit sangat penting baik bagi pihak

bank, pemohon kredit maupun masyarakat karena proses

tersebut mencerminkan prosedur yang berlaku, sikap dan
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tingkat pelayanan bank. Urut-urutan yang jelas dan tidak

bolak-balik, administrasi yang lengkap dan waktu proses

yang singkat akan mewujudkan tingkat efisiensi yang

tinggi dan dapat membangun citra yang balk dari

masyarakat, balk yang sudaha menjadi nasabah raaupun belum.

Bank Syari'ah Amanah Uiranah berusaha mevmjudkan kondisi

tersebut melalui prosedur pemberian pendsiayaan. Adapun

tahap-tahap dalam prosedur pemberian kredit adalah sebagai

berikut :

a. Prosedur Permohonan Pembiayaan

b. Prosedur Analisa Pembiayaan

c. Prosedur Keputusan Pembiayaan

d. Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan

e. Prosedur Administrasi Pembiayaan

f. Prosedur Pengawasan, Pembinaan Debitur dan Penyelesaian

pembiayaan

Dari prosedur tersebut di atas dapat penulis jelaskan

sebagai berikut :

a. Prosedur Permohonan Kredit

Calon debitur raenghubungi Customer Seirvice untuk

meminta informasi mengenai prosedur dan jenis pembiayaan,

sebelum Customer Service melakukan wawancara agar

memperoleh gambaran yang meyakinkan tentang calon debitur

sebagai upaya bank untuk memberikan pembiayaan sesuai

dengan tujuan pemberian pembiayaan. Syarat dalam permoho-
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nan petnbiayaan calon debitur harus memiliki usaha. Hasil

wawancara tersebut merupakan bahan pertiitibangan awal untuk

tneneruskan atau menolak permohonan petnbiayaan.

Setelah dilakukan wawancara, calon debitur diminta untuk

mengisi formulir permohonan petnbiayaan (lati^iran 8) dan

proposal usaha. Setelah formulir permohonan petnbiayaan

diisi calon debitur dan dilengkapi dengan data-data

pribadi, seperti KTP, Kartu Keluarga dan foto copy jaminan

kemudian diserahkan untuk dicatat pada buku agenda

petnbiayaan.

b. Prosedur Analisa Petnbiayaan

Formulir permohonan petnbiayaan diajukan oleh Customer

Service ke bagian Account Officer untuk dilakukan analisa

awal. Apabila permohonan ditolak, Account Officer akan

membuat surat penolakan dan apabila permohonan petnbiayaan

itu disetujui, Account Officer akan mengklasifikasikan

calon debitur berdasarkan pangsa atau sandi (lampiran 9).

Berdasarkan pengklasifikasian pangsa atau sandi dari

pemohon petnbiayaan, Account Officer akan melakukan

pemeriksaan ke tempat usaha berdasarkan wilayah yang

menjadi tanggungjawabnya. Adapun petnbagian wilayah kerja

tersebut meliputi :

- Account Officer bagian Barat :

1. Jasinga

2. Cigudeg
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3. Nanggung

4. Parung panjang

5. Rumpin

- Account Officer bagian Tengah

1. Leuwiliang

2. Cibungbulang

3. Ciampea

4. Dramaga

- Account Officer bagian Timur

1. Kodya Bogor

2. Citeurep

3. Cibinong

4. Ciawi

Pada Account Officer yang menangani calon debitur

yang berdasarkan kepada tanggungjawabnya tadi, calon

debitur akan dianalisis yang berdasarkan atas prinsip 5 C

(  5 C's of Credit), yaitu :

1. Caracter

2. Capacity

3. Capital

4. Condition

5. Collateral

Selain menganalisis prinsip 5c tersebut, Account

Officer melakukan juga penilaian dari beberapa aspek yang

akan menunjang terlaksananya pemberian pembiayaan. Aspek-
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aspek tersebut antara lain :

- Aspek hukum

1. Bentuk usaha dan akte pendirian

2. Susunan dan nama pengurus pezxisahaan pemohon

3. Lampiran surat ij in perusahaan

- Aspek Manajemen

1. Pendidikan/pengalaman dan latar belakang pemohon

2. Dalam perusahaan pemohon telah terdapat catatan/

administrasi pembukuan

3. Keadaan/perkembangan usaha pemohon selama ini

- Aspek Teknis

1. Peralatan produksi yang ada saat ini beserta

kondi s i/keadaannya

2. Jenis barang/jasa yang dihasilkan/diusahakan

3. Kapasitas produksi/omzet penjualan perbulan saat ini

4. Kapasitas produksi/jual barang/jasa yang di anggarkan

5. Harga jual persatuan barang (untuk diproduksi)

6. Penjelasan mengenai perolehan bahan baku, bahan

pembantu secara kontinue

7. Tenaga kerj a yang diperlukan

- Aspek Pemasaran

1. Daerah pemasaran yang dijangkau

2. Kemungkinan perluasan memasarkan produkbarang/jasa

3. Cara/sistem pemasaran terhadap produk barang/jasa

4. Pengaruh usaha pemohon terhadap lingkungan masyarakat
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- Aspek Keuangan

1. Laporan laba/rugi perusahaan pemohon

2. Laporan neraca perusahaan pemohon

3. Analisa ratio

4. Perhitungan Kebutuhan modal kerj a

Setelah melewati tahap analisis ini, Account

officer akan mengeluarkan memorandum analisis perabiayaan

yang kemudian didiskusikan oleh komite pembiayaan yang

terdiri dari Account Officer, Kepala Bidang Marketing dan

Direktur. (lampiran 10)

c. Prosedur Keputusan Pembiayaan

Atas dasar pertimbangan dari semua anggota komite

pembiayaan, maka dapat diputuskan apakah permohonan

pembiayaan ditolak atau disetujui. Apabila komite

pembiayaan menolak, maka komite pembiayaan akan segera

membuat surat penolakan beserta alasannya secara

diplomatis dan apabila permohonan pembiayaan disetujui,

keputusan tersebut akan dituangkan dalam form persetujuan

pembiayaan dan selanjutnya diserahkan ke bagian

administrasi untuk dicatat identitas asli calon debitur.

(lampiran 11)

d. Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan

Dalam pelaksanaan pembiayaan diadakan perumusan

persyaratan perjanjian yang ditangani oleh Account

Officer. Pada tahap ini diadakan negosiasi antara Account
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Officer dan calon debitur mengenai kesepakatan harga atau

nilai prosentase keuntungan. (lampiran 12)

Apabila calon debitur menyetujui kesepakatan inaka

nasabah harus memenuhi persyaratan yang telah disetujui.

(lampiran 13).

Dalam pelaksanaan permbiayaan terdapat pengikatan

jaminan oleh bagian administrasi yang merangkap juga

dengan bagian hukum. Barang jaminan tidak diansuransikan

tetapi disimpan di berankas dan juga dilakukan pemeriksaan

kebenaran dokumen-dokumen yang berhubungan dengan barang

jaminan.

e. Prosedur Administrasi pembiayaan

Setelah selesai tahap pelaksanaan pembiayaan,

selanjutnya account officer memberikan surat perintah ke

bagian administrasi pembiayaan. Pada tahap ini bagian

administrasi pembiayaan melakukan hal-hal sebagai berikut

- Pencairan (dropping) pembiayaan :

Satu lembar copy untuk bagian administrasi

Satu lembar asli untuk bagian pembukuan

f. Prosedur Pengawasan pembiayaan/ Pembinaan Debitur

dan Penyelesaian Pembiayaan

Setelah pembiayaan diterima dan digunakan oleh

debitur, maka selanjutnya adalah pengawasan. Pengawasan

yang dilakukan oleh BPR Syari'ah Amanah Ummah meliputi

pengawasan aktif dan pengawasan pasif.
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Pengawasan aktif merupakan pengawasan yang bersifat

bindakan berjaga—jaga, dalam hal ini Account Officer

melakukan pengawasan langsung ke tempat usaha debitur

secara periodik dengan tujuan untuk mengetahui kondisi,

masalah yang tengah dihadapi debitur.

Peinbinaan secara langsung tidak hanya dengan

kunjungan tetapi dapat juga itielalui telepon. Pada saat

melakukan kunjungan, Account Officer akan mencatat

kejadian yang dilihatnya dalam formulir laporan kunjungan.

(lampiran 14)

Sedangkan pengawasan pasif merupakan pengawasan yang

dlakukan terhadap rekening pinjaman yang memuat kapan

pengembalian atas pembiayaan dilunasi serta perincian

pemberian sebagian profit dengan jumlah dan dalam waktu

yang telah disepakati perjanjian sebelumnya.

Apabila debitur yang sudah melunasi seluruh

kewajibannya kepada bank, maka debitur sudah tidak

memiliki keterikatan perjanjian dengan bank. Hal ini di-

buktikan dengan slip setoran yang lengkap sesui dengan

perjanjian pembiayaan yang disepakati dan telah dibukukan

oleh bagian administrasi pembiayaan.(lampiran 15)

Kemudian, bagian administrasi pembiayaan menyerahkan

surat pengambilan jaminan kepada debitur sebagai bukti

bahwa jaminan telah diserahkan. (lampiran 16)
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Setelah penulis memperhatikan tahap-tahap pemberian

pembiayaan yang dilaksanakan di BPR Syari'ah Amanah Ummah

dan setelah dibandingkan berdasarkan tinjauan pustaka,

maka penulis dapat mengemukakan bahwa :

1. Pada tahap penelitian pendahuluan ,wawancara sangat

penting untuk roenghindari hal—hal yang tidak diinginkan

dikemudian hari inengenai keadaan buruk usaha debitur,

karena dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui

tujuan penggunaan pembiayaan dan bagaimana rencana

pengembalian pembiayaan.

Khusus di BPR Syari'ah Amanah Ummah ini, proposal usaha

tidak harus disertakan tetapi keberadaannya merupakan

bahan pertimbangan yang penting. Maksudnya, selain

ruang lingkup kerja BPR berada di wilayah kecamatan dan

di pedesaan yang diarahkan untuk menunjang pertumbuhan

dan modernisasi ekonomi pedesaan, maka dari sekian

banyak calon debitur yang datang bukan dari kalangan

ekonomi menengah ke atas melainkan dari kalangan

ekonomi menengah ke bawah dengan ruang lingkup usahanya

yang kecil, sehingga permohonan pembiayaan tersebut

dimaksudkan untuk modal usaha guna meningkatkan taraf

hidupnya. Demikian pula dengan tingkat pendidikan yang

relatif rendah, maka dapat dipastikan untuk menyusun

sebuah proposal mungkin sulit dipahami bagi calon

debitur.Berdasarkan alasan tersebut, bagi pihak bank
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sendiri hanya dengan melakukan wawancara saja sudah

merupakan suatu langkah yang cukup efektif, tinggal

bagaimana bank dapat menempatkan seorang petugas yang

cakap untuk menunjang kegiatan permohonan pembiayaan

tersebut.

Pada tahap analisa pembiayaan, langkah yang dilakukan

BPR Syariah Amanah Ummah sudah dapat dikatakan cukup

efektif dengan diterapkannya hal-hal sebagai berikut:

- Penilaian yang mendalam terhadap calon debitur dengan

prinsip 5C. Penilaian ini untuk menghindari resiko

pembiayaan yang diberikan.

- Penilaian terhadap aspek-aspek yang menunjang

terlaksananya pemberian pembiayaan.

- Adanya pemeriksaan ke tempat usaha calon debitur yang

dilakukan oleh petugas bank untuk melakukan penilaian

atas jaminan, legalitas dan kegiatan usaha debitur.

Pada tahap keputusan pembiayaan ini, BPR Syariah Amanah

Ummah dalam melaksanakan keputusan pembiayaan tidak

terlalu banyak waktu untuk mencapai efektif dan

efisien. Hal ini berguna. bagi kedua belah pihak

terutama bagi pihak bank sendiri, dalam hal ini bank

sudah bertindak cepat dan tepat terhadap semua yang

berhubungan pemberian pembiayaan. Adanya prosedur

pemberian pembiayaan yang memadai atas keputusan

pemberian pembiayaan akan menunjang efektivitas

pemberian pembiayaan.
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4. Pada tahap pelaksanaan petnbiayaan ini, BPR Syari'ah

Amanah Ummah sudcih menyelenggarakan dokumen-dokumen

yang berhxibiongan dengan keterikatan perjanjian

petnbiayaan. Adanya dokumen dan catatan yang memadai

akan menunjang efektivitas pelaksanaan petnbiayaan,

karena selain adanya petneriksaan terhadap dokumen-

dokumen juga diadakan penandatanganan antara kedua

belah pihak mengenai perjanjian petnbiayaan yang

berguna untuk petnbuktian apabila dikemudian hari

terdapat tuntutan terhadap pihak yang lalai atau

ingkar.

5. Pada tahap administrasi petnbiayaan, BPR Syari'ah Amanah

Ummah sudah melakukan hal-hal yang berhubungan dengan

administrasi petnbiayaan, yaitu :

- Pencatatan dilakukan segera setelah transaksi terjadi

- Sudah menggunakan sistem komputerisasi

- Adanya pemeliharaan terhadap file

- Sebagai alat kontrol digunakan formulir yang tercetak

yang disusun secara prenumber dengan

menggunakan angka-angka

- Pemisahan fungsi antara bagian administrasi petnbiaya

an dengan bagian petnbukuan

Dari semua tersebut diatas akan menunjang suatu

efektivitas pemberian petnbiayaan.
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6. Pada tahap pengawasan, pembinaan debitur dan

penyelesaian pembiayaan, BPR Syari'ah Amanah Ummah

sudah melakukan pengawasan fisik baik terhadap catatan

dan aktiva yang akan menunjang efektivitas pengawasan

terhadap proyek yang dibiayai. Hal ini terlihat dengan

adanya monitoring terhadap aktivitas pemberian

pembiayaan secara periodik, demikian pula pembinaan

yang dilakukan oleh pihak bank dimaksudkan untuk

memprerat hubungan antara debitur dengan bank sehingga

kewajiban debitur selalu terpenuhi.

4.3. Pengendalian Intern Pembiayaan Tanpa Bunga

Suatu pengendalian intern adalah baik jika tidak

seorangpun berada dalam kedudukan sedemikian rupa sehingga

ia dapat membuat kesalahan dan meneruskan

tindakan-tindakan yang tidak diinginkan tanpa diketahui

dalam waktu yang tidak terlalu lama. Supaya pengendalian

intern dapat berjalan dengan baik ia harus meliputi

prosedur-prosedur yang dapat menemukan atau memberi

isyarat tentang terjadinya sistem pertanggungjawaban,

prosedur-prosedur ini harus dijalankan oleh orang-orang

yang bebas dari pertanggungjawaban atas transaksi atau

kekayaan perusahaan yang dikuasakan kepadanya.

104





Detnikian pula, pada BPR Syari'ah Amanah Uramah

berusaha menerapkan sistem pengendalian intern yang akan

menunjang pada pemberian peinbiayaan. Ini terlihat dari

terdapatnya unsur-unsur pengendalian. Pengendalian intern

yang diraaksud sehubungan dengan pembiayaan bank tanpa

bunga yang dilaksanakan pada BPR Syariah Amanah Utnmah

berdasarkan pada tabel analisa pengendalian intern, dapat

terlihat penjabarannya sebagai berikut :

a. Petugas yemg kompeten yang dapat dipercaya dengan

garis otorisasi yang jelas

1. Adanya penjelasan secara tegas dan tertulis masing-

masing tanggung jawab untuk pelaksanaan tugas.

Penjelasan secara tegas dan tertulis terhadap

masing-masing petugas ini telah dilaksanakan sesuai

dengan struktur organisasi yang telah dirancang dan

berdasarkan job description.

2. Petugas harus menjalani training terlebih dahulu.

Petugas yang baru masuk harus menjalani training

telebih dahulu sekitar tiga bulan.

3. Adanya perputaran j abatan.

Perputaran jabatan dilihat dari prestasi kerja.

4. Jumlah petugas mencukupi.

Jumlah petugas yang ada mencakup 24 orang. Untuk

pihak bank sendiri, dengan banyaknya jumlah petugas

tersebut sudah dapat dirasakan mencukupi.

105





b. Pemisahan Tugas

-. Adanya pemisahan tugas antara account officer dengan

bagian administrasi dalam menangani nasabah atau

debitur.

Tugas Account Officer :

1. Mengadakan wawancara untuk mengumpulkan data-data

dari perusahaan, nama, alamat, nama pengurus dsb

untuk membuat data-data atau keterangan yang

diperlukan dalam membuat usulan pembiayaan

2. Mengatur jadwal waktu kunjungan, mempelajari

kegiatan perusahaan yang akan dikunjungi dan

mengumpulkan laporan kepada administrasi

pembiayaan

3. Membuat usulan pembiayaan yang kemudian diajukan

kepada komite pembiayaan.

4. Menyusun semua dokumen asli dan copy yang

berharga dan menyerahkan ke bagian administrasi.

5. Bertanggunjawab atas mutasi kredit dari debitur

yang dikelolanya

6. Membantu debitur yang sedang dalam kesulitan dan

harus segera memberikan saran-saran untuk

menyelamatkan pembiayaan yang telah diberikan

Tugas Administrasi Pembiayaan :

1. Mengelola aplikasi pembiayaan yang diterima

account officer
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2. Memeriksa kembali dokumen-dokumen asli dan

mengusahakan daftar pemeriksaan dokumen yang

diterima account officer

3. Menerima dan neneliti hasil keputusan komite

pembiayaan dari accout officer dan jika

disetujui, dibuat pencatatan dan menyimpan file

dan dokumen berdasarkan daftar pemeriksaan

dokumen berikut asli lampirannya

4. Setelah persetujuan diperoleh, dibuatkan

pengikatan jaminan disertai pembayaran pembiayaan

sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh

komite pembiayaan

5. Mengatur tata administrasi pembiayaan sesuai

dengan ketentuan yang telah digariskan oleh

direksi sejak pembiayaan diberikan hingga lunas.

6. Bertanggungjawab atas pengamanan dokumen-dokumen

pembiayaan dan surat-surat milik debitur

disimpan secara aman

7. Membuat laporan pembiayaan rutin ke Bank

Indonesia

Adanya pemisahan tugas antara bagian admininistrasi

dengan bagian pembukuan dalam melakukan administrasi

pembiayaan.

Tugas Administrasi pembiayaan :

1. Mengelola aplikasi pembiayaan yang diterima
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account officer

2. Memeriksa kembali kelengkapan dokumen-dokumen

asli dan mengusahakan daftar peraeriksaan dokuraen

yang diterima account officer

3. Meneritna dan raeneliti hasil keputusan komite

pembiayaan dari account officer dan jika

disetujui, maka dibuat penctatan dan menyimpan

file dan dokumen berdasarkan daftar pemeriksaan

dokumen berikut asli lampirannya

4. Setelah persetujuan diperoleh dibuatkan

pengikatan jaminan disertai pembayaran bea

materai pembiayaan sesuai dengan syarat-syarat

yang ditentukan oleh komite pembiayaan

5. Mengatur tata administrasi pembiayaan sesuai

dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan

oleh direksi sejak pembiayaan diberikan hingga

lunas

6. Bertanggungjawab atas pengamanan dokumen-dokumen

pembiayaan dan surat-surat milik debitur

disimpan secara aman

7. Membuat laporan pembiayaan rutin ke Bank

Indonesia

Tugas Pembukuan :

1. Mempelajari dan memahami ketentuan-ketentuan dan

prosedur yang berhubungan dengan pembukuan

108





2. Mengetahui dan roemahami semua kode-kode

rekening, khususnya yang dikelola olehnya

3. Menyimpan semua kartu-kartu serta formulir-

formulir pembukuan lainnya yang diperlukan

4. Melaksanakan pembukuan (posting) semua nota

pembukuan atas rekening-rekening yang dikelola

oleh bagian administrasi pembiayaan

5. Memelihara dan menyimpan kartu-kartu rekening

pembiayaan debitur secara tertib dan ditempat

yang aman

c. Prosedur Otorisasi

a. Setiap pembiayaan yang diberikan harus diotorisasi oleh

petugas yang berwenang.

Petugas yang berwenang adalah administrasi pembiayaan

b. Adanya wewenang yang diberikan kepada account

officer untuk mengelola permohonan pembiayaan

- Menganalisa dan survey lapangan

- Membuat formulir memorandum pembiayaan

- Melakukan pengawasan dan pembinaan debitur

c. Adanya wewenang yang diberikan kepada komite untuk

mengotorisasi dan memberikan keputusan terhadap

pembiayaan yang diajukan.

Petugas otorisasi yang terdiri dari :

1. Direktur utama

2. Kepala Bidang Marketing
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3. Account Officer

d. Prosedur Dokumentasi

a. Adanya bukti yang menunjukkan bahwa transaksi telah

divalidasi.

Bukti yang telah divalidasi adalah bukti pencairan

pembiayaan setelah dichekcer oleh direktur, kepala

bidang operasional dan diapproval oleh direktur

utama

b. Adanya bukti bahwa transaksi tersebut telah

dibukukan dan diikhtisarkan

Bukti tersebut adalah :

- Jurnal harian

- Neraca harian

- Buku pembantu tambahan

e. Pengendalian Fisik

a. Terhadap kas

1. Adanya tempat untuk menyimpan uang tunai dan

surat atau barang milik bank

Tempat menyimpan disebuah brankas

2. Adanya perhitungan atas uang yang diberikan dan

disetorkan dalam transaksi pembiayaan

perhitungan atas uang dilakukan oleh bagian kasir

b. Terhadap pembiayaan

1. Adanya penelitian terhadap rekening debitur

Penelitian rekening debitur berupa slip/tiket
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oleh bagian pembukuan

2. Adanya petugas yang melakukan pengawasan terhadap

barang jaminan

Petugas yang melakukan pengawasan barang jaminan

adalah bagian hukum

3. Untuk jaminan fisik dilihat kondisinya untuk

melihat transaksi harganya

Jaminan fisik dilihat kondisinya oleh account

officer

c. Terhadap file

1. Semua file yang berhubungan dengan pembiayaan di

back-up dan disimpan dalam bentuk disket

2. File-file tersebut beserta dokumen-dokumen

disimpan ditempat yang aman

Tempat penyimpanan disebuah brankas

Pemeriksaan intern

1. Persetujuan pembiayaan selalu dilakukan dengan

melakukan pemeriksaan yang diteliti oleh beberapa

petugas.

Petugas tersebut adalah ;

- Direktur utama

- Kepala Bidang Marketing

- Account Officer

2. Bukti yang berhubungan dengan pembiayaan selalu

diperiksa kelengkapan dan kebenarannya.

Petugas tersebut adalah account officer
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3. Pengawasan intern terdiri dari :

•a. Memonitor kelancaran jalannya petribiayaan.

Petugas tersebut adalah account officer

b. Kolekibilitas para debitur selalu diperhatikan.

Petugas yang berwenang adalah bagian administrasi

pembiayaan.

Setelah penulis mengamati pengendalian intern

pembiayaan yang terdapat pada BPR Syari' ah Amanah Ummah

setelah dibandingkan dengan tinjauan pustaka, maka penulis

dapat mengemukakan, bahwa :

a. Petugas yang kompeten yang dapat dipercaya dengan

garis otorisasi yang jelas sudah dapat dikatakan

cukup terpenuhi, yaitu dengan adanya penjelasan secara

tegas dan tertulis masing-masing tanggung jawab,

petugas harus menjalani training lebih dulu dan adanya

perputaran jabatan. Naraun, dalam petugas yang telah

mencukupi masih terlihat adanya perangkapan tugas

antara beberapa bagian, yaitu Kepala Bidang

Operasional dan Kepala Bidang Sistem Informasi masih

dilaksanakan oleh satu orang dan bagian administrasi

pembiayaan dan bagian hukum juga dilaksanakan satu

orang. Hal ini merupakan suatu kelemahan yang dapat

menimbulkan penyelewengan. Namun, pihak BPR Syari'ah

Amanah Ummah sendiri memberikan alsan bahwa selain

ruang lingkup usaha BPR masih terbatas juga jenis
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pekejaan inasih dapat ditanggulangi oleh orang yang

sama.

b. Pemisahan tugas antara bagian administrasi peinbiayaan

dan account officer demikian pula dengan bagian

administrasi pembiayaan dan bagian pembukuan telah

terpenuhi, sehingga masing-masing bagian tersebut sudah

benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik dan

diharapkan kemungkinan penyelewengan dapat dihindari

dan saling roengontrol antara masing-masing petugas

tersebut.

c. Prosedur otorisasi sudah dapat dikatakan terpenuhi,

karena sudah terlihat dengan jelas bahwa setiap

prosedur pembiayaan harus diotorisasi oleh masing-

masing bagian yang berwenang, sehingga pemberian

pembiayaan sudah benar-benar dipertimbangkan dan

diteliti dengan cermat.

d. Prosedur dokumentasi merupakan hal terpenting bagi

suatu pemberian pembiayaan, dalam hal inipun sudah

terpenuhi dengan adanya sistem pencatatan yang cukup

akurat, sehingga dapat menjamin bahwa penyelewengan

dapat dihindari karena adanya dokumen tadi sebagai

bukti.

pengamanan aktiva maupun ketepatan datanya. Perlu

penulis jelaskan bahwa, mengenai jaminan di BPR

Syari'ah Amanah Ummah tidak diansuransikan mengingat

apabila ditinjau dari ruang lingkup usaha BPR sendiri
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yang tujuan pemberian pembiayaannya diarahkan untuk

masyarakat ekonomi menengah ke bawah sehingga skala

usahanya relatif kecil dengan jumlah jaminan yang

apabila dilihat dari nilainya tidak mengandung resiko

yang terlalu tinggi. Bagi bank umum/ asuransi jaminan

dimaksudkan untuk menghindari kerugian, tetapi di BPR

Amanah Ummah sendiri untuk menghindari kerugian yang

dialami oleh debitur yang otomatis bank tidak dapat

menagih utang tersebut, maka untuk menanggulanginya

diadakan cadangan kerugian piutang.

f. Pemeriksaan intern yang dilaksanakan dapat dikatakan

telah terpenuhi. karena semua unsur yang ada dalam

pemeriksaan intern tersebut sudah dilaksanakan

sebagaimana mestinya. Namun, ada satu hal yang berbeda

yaitu pemeriksaan laporan keuangan yang apabila di bank

umum dipeiksa oleh seorang Akuntan Publik, tetapi di

BPR Syari'ah Amanah Ummah sendiri diperiksa oleh Dewan

Komisaris, karena asset yang terkumpul pada saat ini

BPR Syariah Amanah Ummah belum memenuhi peryaratan

untuk diperiksa oleh Akuntan Publik.

Dari penjelasan pengendalian intern tersebut di atas,

maka dapat penulis uraikan secara singkat analisis

pengendalian intern pembiayaan dalam bentuk tabel yang

dimaksudkan untuk lebih dapat memudahkan dan sekaligus

lebih cepat dipahami, yaitu sebagai berikut :
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ANALISIS PENGENDALIAN INTERN PEMBIAYAAN

NO CIRt-CIRI PENGENDALIAN TUJWCN" [CNCFKCCRCI PENGENDALIAN INTERN PEHBIAYAAN HASIL

Petugas yang kotnpeten yang
dapaf dipercaya dengan
kewajiban yang jetas

Pemlsahan tugas

Prosedur otorisasi

Pengainanan aktiva
Ketepatan data
akuntans)
Dipatuhi kebijakan
manajeinen

pengamanan Aktiva
akuntansi
Efisiensi operasio-

Dipatuhinya kebija
kan manajenien
ketepatan data
akuntansi

Pengamanan aktiva
Ketepatan data
akuntans{

Prosedur dokumentasi

Pengendalian fisik

ketepatan data
akuntansI

Pengamanan aktiva
akuntansi

Pemeriksaan intern Pengamanan aktiva
Ketepatan data
akuntans)

an tugas
Petugas harus oienjalani
training lebih danulu
Adanya perputaran jabatan
Jumlah petugas mencukupi

Adanya peroisahan tugas account
officer dengan bagian adontnis-
trasi dalam menangani debitur
Adanya pemisahan tugas ̂ gian
administrasi dengan bagian
pembukuan dalam melakukan ad
ministrasi pembiayaan

Setiap pembiayaan yang diberi-
kan harus diotorisasi oleh pe
tugas yang berwenang
Adanya wewena ng yang diberi-
kan kepada account officer
untuk mengelota permohonan
pembiayaan
Adanya weuenang yang diberikan
kepada komite untuk mengotori-
sasi dan memberikan keputusan
terhadap pembiayaan yang di
ajukan

Adanya bukti yang menunjukkan
bahwa transaksi telah divali-
dasi , .
Adanya bukti bahua transaksi
telan dibukukan dan diikhti-
sarkan

Adanya tempat menyimpan uang
tunaI dan surat atau barang
milik bank
Adanya perhitungan atas uang
yang diberikan dan disetorkan
dalam transaksi pembiayaan
Adanya penelitian terhadap
rekening debitur
Adanya petugas yang melakukan
pengawasan terhadap barang
jaminan
Untuk jaminan fisik dilihat
kondisinya untuk melihat tran
saksi harganya
Barang jaminan diansuransikan
untuk menghindari kerugian
File yang berhubungan dengan
dibacK-up dan disimpan dalam
bentuk disket
File-file beserta dokumen di
simpan di tempat yang aman

persetujuan pembiayaan selalu
diIakukan dengan melakukan
pemeriksaan yang diteliti oleh
beberapa petugas
Laporan keuangan para debitur
yang besar selalu diaudit oleh
akuntan publik , , ,
Bukti-bukti yang berhubungan
dengan pembiayaan selalu dipe-
riksa kelengkapan dan kebena-
rannya . ,
Hemonitor jalannya pembjayaan
Kolektibilitas para debitur
selalu diperhatikan

Ya

Ya

Ya
Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Tidak

Ya

Ya

Ya

Tidak

Ya

Ya
Ya
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4.4. Peranan Pengendalian Intern Perkreditan Bank Tanpa

Bunga Dalam Meningkatkan Efektivitas Pemberian Kredit

Pada BPR Syari'ah Amanah Ummah Bogor

Seperti yang telah dibahas dimuka, bahwa hakikat

suatu organisasi yang dikendalikan secara efektif terletak

pada sikap laanajemennya. Jika manajemen puncak menganggap

pengendalian adalah penting maka personel lain dalam

organisasi itu akan mengerti dan menanggapinya dengan

menyimak secara seksama kebijakan dan prosedur yang telah

ditetapkan. Dipihak lain, jika jelas bagi anggota-anggota

organisasi bahwa pengendalian itu bukan masalah yang

penting bagi manajemen dan hanya memberikan lip service,

hampir dapat dipastikan bahwa tujuan pengendalian tidak

akan tercapai secara efektif.

Dengan adanya kebutuhan akan pengendalian intern yang

memadai, manajemen yang bertanggungjawab mungkin harus

mengambil pandangan yang luas mengenai bidang usaha

perusahaannya untuk meneliti dan menetapkan kebutuhan

persyaratan, yaitu cara pendekatannya harus tidak hanya

bersifat mekanis dan pada tingkat fungsional yang lebih

rendah, pengendalian harus diterapkan pada jenjang

manaj emen.

Demikian pula, di BPR Syari'ah Amanah ummah Bogor

yang mempunyai karakteristik usahanya berdasarkan prinsip
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bagi hasil yang telah disepakatl antara kedua belah pihak

yaitu debitur dan bank. Tentunya kesepakatan tersebut

memerlukan kejujuran bbaik dari pihak debitur maupun

petugas bank, serta kecermatan pihak bank dalant inelakukan

penilaian atas hasil usaha debitur. Untuk hal ini

diperlukan suatu mekanisme yang tepat baik bagi debitur

maupun bank.

Sehubungan dengan itu, maka manajemen perlu

menerapkan suatu pengendalian intern yang memadai dalam

pemberian perabiayaannya yang diharapkan dapat membantu

mengatasi kesulitan dalam mengendalikan dana yang

diperlukan.

Untuk dapat melaksanakan pengendalian intern dalam

upaya meningkatkan efektivitas pemberian pembiayaan

inilah, maka pihak BPR Syari'ah Amanah Ummah telah

menyelenggarakan suatu pengendalian intern berdasarkan

prosedur-prosedur yang telah ada disesuaikan dengan

kebutuhan dan ruang lingkup usaha BPR.

Bagi pihak BPR Syari'ah Amanah Ummah pengendalian

intern mempunyai arti dan peranan yan cukup besar, karena

akan terlihat apakah dengan pengendalian intern yang

diterapkan kelangsungan hidup organisasinya dapat berjalan

baik atau tidak dan apakah dari kebijakan-kebijakan yang

diterapkan terdapat kelemahan-kelemahan. Berdasarkan hal

tersebut, maka dengan adanya pengendalian intern tersebut
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BPR Syari'ah Amanah Uminah telah merasakan manfaatnya yang

ditinjau dari berbagai unsur pengendalian intern, yaitu

sebagai berikut:

a. Petugas yang kompeten yang dapat dipercaya dengan garis

otorisasi yang jelas

Dengan adanya pemisahan fungsi diharapkan dapat

mencegah timbulnya kecurangan-kecurangan yang akan

merugikan bank. Hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya

penjelasan secara tegas dan tertulis masing-masing

tanggungjawab, petugas harus menjalani training

terlebih dahulu dimakasudkan agar para petugas dapat

berfikir dan bertindak sesuai dengan kebijaksanaan yang

diterapkan, disamping itu dengan adanya training akan

terdapat koordinasi yang lebih baik karena adanya

perkembangan kemajuan dan adanya kepuasan bekerja lebih

besar dan peningkatan disiplin lebih tinggi. Perputaran

jabatan dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kualitas

kerja dan pembinaan mental petugas. Tidak kalah

pentingnya, jumlah petugas harus mencukupi sehingga

tugas masing-masing akan dilakukan sesuai dengan

bagiannya.

b. Pemisahan tugas

Dengan adanya pemisahan tugas dimaksudkan untuk

mencegah kesalahan-kesalahan yang disengaja ataupun

tidak disengaja, demikian pula dalara pemberian
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pembiayaan. pihak bank benar-benar harus memisahkan

tanggungjawab antara bagian administrasi dengan account

officer dan bagian administrasi dengan bagian

pembukuan. Apabila tugas tersebut dilaksanakan oleh

satu orang, maka kemungkinan penggelapan akan terjadi,

apalagi pada bagian yang sangat vital yaitu administra

si dan pembukuan, jelas akan mudah sekali kemungkinan

untuk mengkonvesikan uang untuk keperluan pribadi dan

menyesuaiakan perkiraan dengan sesuatu yang fiktif.

c. Prosedur otorisasi

Dengan adanya prosedur otorisasi yang jelas antar

masing-masing bagian yang berwenang maka penyelewengan

kemungkinan besar dapat dihindari, karena masing-masing

bagian dapat saling mengontrol sehingga pengawasan

intern dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

d. Prosedur dokumentasi

Prosedur dokumentasi dimaksudkan agar dokumen-dokumen

yang ada harus memberikan kepastian yang layak, bahwa

transaksi telah dicatat sebagaimana mestinya sesuai

dengan dokumen yang asli sehingga pekerjaan akan

berjalan baik, contohnya apabila di bagian pembukuan

perkiraan telah dicatat maka bagian administrasi

pembiayaan harus raempunyai dokumen yang pasti dari

perkiraan tersebut.
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e. Pengendalian fisik

Pengendalian fisik dimaksudkan untuk menjaga dari hal-

hal yang tidak diharapkan sehingga kemungkinan

kerusakan ataupun kerugian yang ditimbulkannya, naka

untuk menghindarinya pihak bank telah menyediakan

brankas dari setiap bagian sehingga keamanan dapat

terjamin.

f. Pemeriksaan intern

Peiaeriksaan intern dimakudkan agar segala sesuatu yang

berhubungan dengan laporan keuangan dapat diperiksa

secara wajar sehingga akan jelas terlihat apakah dari

pemeriksaan tersebut terdapat kecurangan atau tidak.

Dari keenam unsur pengendalian intern yang diuraikan

diatas ataupun uraian sebelumnya, pelaksanaan

pengendalian intern di BPR Syari'ah Amanah Umraah sebagian

besar telah sesuai dengan kriteria-kriteria pengendalian

intern yang ada di tinjauan pustaka sehingga dengan adanya

peranan pengendalian intern di BPR Syari'ah Amanah Ummah

akan sangat menunjang efektivitas peroberian pembiayaan.

Kalaupun ada salah satu unsur pengendalian intern yang

tidak dilaksanakan, dikarenakan terbatasnya ruang lingkup

usaha BPR, sehingga kalaupun ada kelemahan akan dikatakan

wajar, contohnya tidak mendatangkan Akuntan publik dan

jaminan tidak diasuransikan. Namun, apabila ada kelemahan

diluar kedua hal tersebut, perlu ada perbaikan sehingga
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jaminan tidak diasuransikan. Namun, apabila ada keletnahan

diluar kedua hal tersebut, perlu ada perbaikan sehingga

keletnahan dapat diatasi dan pengendalian intern dapat

berjalan sebagaitnana mestinya, contohnya ada perangkapan

tugas.

Bagi BPR Syari'ah Amanah Utnmah keletnahan tersebut

dirasakan tidak telalu prinsip, dengan alasan untuk

tnengantisipasinya telah diadakan petnbinaan mental bagi

karyawan sehingga kejujuran harus diutatnakan, yang

terpenting keberadaan BPR Syari' ah Amanah Utnmah terus

mengalami peningkatan yang sangat besar.

Keberhasilan Amanah Utnmah tidak terlepas dari adanya

kriteria-kiritea efektivitas yang diterapkan, karena

dengan adanya peningkatan efektivitas petnberian petnbiayaan

disertai dengan pengendalian intern yang memadai, otomatis

akan berpengaruh terhadap keseluruhan kegiatan bank yang

akan berjalan dengan baik pula.

Sesuai dengan tinjauan pustaka, BPR Syari'ah Amanah

Utnmah mempunyai kebij akan-kebij akan yang disesuaikan

dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada.

Bank Amanah Utnmah mengelompokkan kriteria

efektivitas sebagai berikut :

1. Kriteria jangka pendek yang menunjukkan hasil dari

tindakan yang sedang berjalan berkisar satu tahun atau
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kurang. Kriteria tersebut antara lain :

- Jenis yang dikelola yang menghasilkan keuntungan yang

dilihat dari total petribiayaan dibagi dengan

pengembalian pembiayaan.

- Efisiensi dilihat dari pelemparan dana sebagai output

dibagi dengan pemasukan dana sebagai input.

- Kepuasan yang dilihat dari sudut kepuasan karyawan

mengenai fasilitas guna menunjang kegiatan pekerjaan-

nya, bonus, tunjangan dan sebagainya.

Kriteria jangka menengah yang berkaitan dengan

ketanggapan terhadap perubahan baik internal maupun

eksternal (keadaptasian) yang berkisar antara satu

sampai dengan lima tahun, maka sesuai dengan

perkembangannya telah ditetapkan kebijakan-kebijakan

antara lain:.

- Membuat rencana target anggaran

- Tahun 1997 akan mengadakan evaluasi untuk

berkonsolidasi menjadi bank umum.

- Renovasi bangunan, dimaksudkan kepercayaan masyarakat

bertarabah.

Kriteria jangka panjang yang berkaitan dengan kemampuan

untuk meningkatkan kapasitas menghadapi tuntutan

lingkungan ( pengembangan).

BPR Syari'ah Amanah Ummah telah merencanakan apabila
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Atas dasar kriteria-kriteria tersebut, dapat kita

lihat bahwa kebijakan manajemen BPR Syari'ah Amanah Ummah

telah direncanakan dengan cukup matang dan telah dijalan-

kan dengan baik.

Apabila kita tinjau ke hal yang paling dasar dari

kriteria yang sudah tercapai maupun yang baru terencana,

maka hal tersebut tidak terlepas dari adanya peranan

pengendalian intern terhadap pemberian pembiayaan,

sehingga dengan pengendalian intern yang memadai akan

lebih meningkatkan efektivitas pemberian pembiayaan untuk

langkah sekarang maupun untuk langkah selanjutnya.
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BAB V

RANGKUMAN KESELURUHAN

Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan bank dalam

melayani kebutuhan masyarakat, maka dalam era informasi

seperti sekarang yang dibarengi dengan perkembangan pesat

pada sistem ekonomi global, bank dituntut untuk maju ke

depan sebagai pemberi informasi yang cepat dan akurat

sekaligus sebagai penyandang dana keuangan bagi berbagai

transaksi bisnis baik berskala lokal, nasional maupun

internasional.

Melalui UU No. 14/1967 tentang pokok-pokok perbankan

yang mendefinisikan bank dan kredit tercermin, bahwa

bank yang beroperasi di Indonesia merupakan bank yang

memiliki kegiatan utama memberikan kredit dan menarik

bunga dari kredit tersebut.

Kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah dengan

mengganti UU. No.14/1967 tentang pokok-pokok perbankan

menjadi UU No. 7/1992 tentang perbankan membuka peluang

pengoperasian bank tanpa bunga (BTB).

Perbedaan pokok praktek antara bank konvensional

dengan BTB adalah tidak adanya pranata bunga dalam BTB dan

mengganti istilah kredit dengan pembiayaan. Pendapatan BTB
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tidak berasal dari servis tingkat bunga simpanan dan

kredit yang disalurkan, melainkan penghasilan yang

tergantung dari hasil usaha debitur. Konsep ini dikenal

dengan nama sistem bagi hasil.

Sesuai karakteristik yang dimiliki BTB dalam menilai

usaha debitur, BTB perlu melakukan perhitungan secara

cermat dan melakukan penilaian atas hasil usaha debitur,

maka diperlukan suatu mekanisme yang tepat baik bagi

debitur maupun naScOaah penyimpan uang di BTB.

Sehubungan dengan itu, maka manajemen BTB perlu

menerapkan suatu pengendalian intern yang memadai dalam

organisasi pembiayaan yang diharapkan dapat membantu dalam

mengatasi kesulitan dalam mengendalikan dana yang

diperlukan dalam pembiayaan.

Tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah

untuk mempelajari bagaimana pelaksanaan pengendalian

intern pada pembiayaan tanpa bunga dan bagaimana peranan

pengendalian intern perkreditan bank tanpa bunga dalam

meningkatkan efektivitas pemberian kredit.

Sedangkan metode penelitian yang digunakan untuk

mngumpulkan data meliputi penelitian kepustakaan dan

penelitian lapangan, sedangkan objek penelitian dalam

penulisan skripsi ini dilaksanakan pada BPR Syari'ah

Amanah Ummah yang berlokasi di jalan Raya Leuwiliang No. 1

Bogor.
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Sebagai dasar untuk menguraikan bab hasil dan

pembahasan serta metnbandingkan untuk membuat penarikan

kesiitqoulan dan rekomendasi, digunakan teori-teori yang

telah diuaraikan dalam bab II.

Jenis-jenis pembiayaan yang telah ditetapkan dan

dilaksanakan sesuai dengan rumusan Dewan Pengawas Syari'ah

pada BPR Syariah Amanah Uinmah Bogor adalah ;

a. Pembiayaan Mudharabah

b. Pembiayaan Musyarakah

c. Pembiayaan Murabahah

d. Pembiayaan Bai Bitsaman Ajil

e. Pembiayaan Ijarah

f. Pembiayaan Qardhul Hasan

g. Pembiayaan Bai Takjiri

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, prosedur-

prosedur pemberian pembiayaan telah dilaksanakan sebagai-

mana mestinya sesuai dengan teori yang ada dalam tinjauan

pustaka yaitu dengan melalui beberapa tahapan :

a. Prosedur permohonan pembiayaan

b. Prosedur analisa pembiayaan

c. Prosedur keputusan pembiayaan

d. Prosedur Pelaksanaan pembiayaan

e. Prosedur administrasi pembiayaan

f. Prosedur pengawasan, pembinaan debitur dan penyelesaian
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pembiayaan

Dengan adanya prosedur-prosedur tersebut, maka

diperlukan pengendalian intern yang dapat menunjang

kegiatan pembiayaan sehingga efektivitas pemberian

pembiayaan dapat tercapai dengan baik.

Dari semua unsur pengendalian intern yang dilaksana-

kan pada BPR Syari'ah Amanah Ummah yang berdasarkan pada

tabel analisis pengendalian intern pembiayaan sudah dapat

dikatakan cukup memadai, karena sebagian besar sudah

memenuhi kriteria-kriteria, sehingga peranannya dalam

menjaga keamanan harta perusahaan, dipercayainya sebagai

data akuntansi dan mendorong dipatuhinya kebijakan

pimpinan cukup berperan.

Namun, menurut pendapat penulis sendiri ternyata

masih ditemukan adanya satu kelemahan yang apabila tidak

diantisipasi segera kemungkinan dapat menimbulkan

penyelewengan, yaitu adanya perangkapan tugas antara

kepala bidang operasional dan kepala bagian sistem

informasi, demikian pula antara bagian administrasi

pembiayaan dan bagian hukum.

Bagi pihak BPR Amanah Ummah sendiri, perangkapan

tugas ini tidak berpengaruh besar, dengan alasan selain

ruang lingkup usaha masih terbatas sehingga jenis

pekerjaan masih dapat ditanggulangi oleh petugas yang
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sama, selain itu untuk mengindari kemungkinan penyelewe-

ngan, pihak BPR Amanah Umitiah telah menekankan adanya

peinbinaan mental petugas yang dilakukan secara kontinue,

sehingga kejujuran petugas dapat diutamakan, demikian pula

mengenai tidak adanya asuransi jaminan dan tidak

mendatangkan akuntan publik bukan merupakan suatu

penyimpangan dari unsur pengendalian intern yang ada,

tetapi. mengingat terbatasnya ruang lingkup usaha BPR itu

sendiri yang tidak meinungkinkan untuk menyelenggarakannya.

Dengan adanya peranan pengendalian intern yang cukup

memadai tujuan untuk meningkatkan efektivitas pemberian

pembiayaan akan tercapai dan mempunyai pengaruh yang besar

pula bagi perkembangan bank selanjutnya sesuai dengan

kriteria efektivitas yang sudah terencana.
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BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian terhadap peranan pengendalian

intern perkreditan bank tanpa bunga dalam meningkatkan

efektivitas pemberian kredit yang dilaksanakan pada BPR

Syari'ah Amanah Uramah Bogor, dengan ini penulis menarik

kesimpulan sebagai berikut :

1. BPR Syari'ah Amanah Ummah merupakan bank yang dalam

operasionalnya berlandaskan atas Syari'ah Islam dengan

menerapkan sistem bagi hasil.

2. Struktur organisasi yang digunakan adalah organisasi

lini dan staf yang sesuai dengan kondisi BPR Amanah

Ummah yakni pembagian tugas dan pertanggungjawaban

ditetapkan dengan jelas untuk masing-masing bagian.

3. Jenis-jenis produk pembiayaan yang ditawarkan harus

melalui pengesahan Dewan pengawas Syariah, yaitu :

a. Pembiayaan Mudharabah

b. Pembiayaan Musyarakah

c. Pembiayaan Murabahah

d. Pembiayaan Bai Bitsaman Ajil

e. Pembiayaan Ijarah

129





f. Pembiayaan Qardhul Hasan

g. Pembiayaan Bai Takjiri

Dalam mengabulkan permohonan pembiayaan, BPR Syari'ah

Amanah Ummah mengharuskan debitur untuk melewati

tahapan prosedur, yaitu :

a. Prosedur permohonan pembiayaan

b. Prosedur analisa pembiayaan

c. Prosedur keputusan pembiayaan

d. Prosedur pelaksanaan pembiayaan

e. Prosedur administrasi pembiayaan

f. Prosedur pengawasan pembinaan debitur dan

penyelesain pembiayaan

Pada hakikatnya, pengendalian intern yang dilaksanakan

pada BPR Syari'ah Amanah ummah telah dapat dikatakan

cukup memadai dengan terpenuhinya sebagian besar unsur

pengendalian intern, yaitu :

a. Petugas yang kompeten yang dapat dipercaya dengan

garis otorisasi yang jelas

b. Pemisahan tugas

c. Prosedur otorisasi

d. Prosedur dokumentasi

e. Pengendalian fisik

f. Pemeriksaan intern

Namun penulis masih melihat adanya perangkapan tugas
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antara kepala bidang operasional dan kepala bagian

sistem informasi demikian pula dengan bagian

administrasi pembiayaan dan bagian hukum.

6. Selain dengan menekankan pada unsur-unsur pengendalian

intern guna menunjang efektivitas pemberian

pembiayaan, BPR Syari'ah Amanah Ummah menekankan pula

pada pembinaan mental karyawan yang dilakukan secara

kontinue.

6.2 Rekomendas i

Adapun rekomendasi yang dapat penulis berikan

berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan adalah sebagai

berikut :

1. BPR Syari'ah Amanah ummah sebaiknya merekrut karyawan

baru yang akan ditempatkan pada kepala bidang

operasional, kepala bagian sistem informasi,

administrasi pembiayaan dan hukum.

Apabila kepala bidang operasional dan kepala bagian

sistem informasi dirangkap oleh satu orang, maka

kemungkinan besar akan mudah terjadi suatu kekeliruan

baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Karena semua tugas kepala bagian sistem informasi harus

dipertanggungjawabkan kepada kepala bidang operasional,

sehingga apabila dari semua laporan tersebut kepala
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bidang operasional menemukan suatu kesalahan, maka

dapat dikonfirmasikan kembali kepada bagian sistem

informasi atau dapat pula mengecek langsung kepada

bagian bawahan lainnya sehingga kekeliruan dapat

diatasi dengan cepat.

Demikian pula pada bagian administrasi peinbiayaan dan

bagian hukum harus dilaksanakan oleh orang yang berbeda

yang dimaksudkan untuk menghindari adanya manipulasi

terhadap jaminan, sehingga apabila dipisahkan antara

petugas yang mengamati kebsahan jaminan dan petugas

yang mencatat jaminan sebagai dokumen, maka akan

terhindar dari kemungkinan terjadinya kecurangan.

Meskipun azas kepercayaan terhadap sesama karyawan

tinggi dengan alasan pembinaan mental secara kontinue,

namun demikian pengendalian atas prosedur-prosedur yang

telah ada jangan sampai terabaikan.
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Form MKT/A-OS lampiran 2

AKAD MUDHARABAH

Nomor: / / /

-r'

Yang bertanda tangan di bawah ini,

I. H. TAUFIQ RAHMAN. Direktur Utama P.T. Bank Perkredicaii Rakyat Syariali AMANAH
UMMAH, dalam hal Akad ini bertlndak untuk dan atas naina P.T. Bank Perkreditan Rakyai
Syariah AMANAH UMMAH, uniuk selanjuinya disebui PEMILIK DANA (SHAHIBUL
MAAL) atau BANK.

n. 1.

2.

3.

bertindak untuk dan atas nama dirl sendiri /
masing-masing/bersama-sama •) tinggal / berkedudukan di
1

2

3  :

dengan mi menggabungkan diri masing-masing untuk menjalankan amanah sejumlah.di bawah
ini atau segala kewajiban yang akan diiimbulkan karena Akad ini, jadi berarti bahwa baik
semua bersama-sama maupun seorang demi seorang aiaupun khusus salah seorang saja
.menanggung segala kewajiban {hoofdelijk) yang seianjutnya dinainakan PEMEGANG
MAAnAY\{YADUL AMANAH). ' ^

Menerangkan telah bersepakat membuat persetujuan Akad Mudharabah sebagaimana tercantum di
bawah ini :

PASAL 1

Untuk keperluan PEMEGANG AMANAH {YADVL AMANAH) terhadap modal {RA'SUL MAAL)
yang ditenma dari BANK, maka BANK membuka Akad MUDHARABAH pada kantornya di
L^uwiliang dalam suatu rekening yang berjalan dengan maksimum termasuk pula biaya administra-
si, ongkos-ongkos, biaya meterai dan Iain-lain sampai sejumlah Rp
(
sebagai modal usaha dan atas sejumlah lersebut telah diierima baik oleh PEMEGANG AMANAH
{YADUL AMANAH).

PASAL 2





Hal 3 dari 4 Halaiiiaii

Por« KKT/A-06

5.C. Maka deiigaii akte laiig^al N<» yang dihuat di liadapaii
di iclali diiaruli hipiitick aias haraiig-baraiig yaiig

tersebuc datani akie itu.

5.d. Sebagai bagian yaiig tak dapat diptsalikaii dari pcrjaiijiaii iiii dan pcrjanjian iiii lidak akaii (crjadi jika bagiaii
ill] lidak diadakan. maka PEMEGANC AMANAH (WOf/Z./4iW>4A'-4//) dciigan akie icrpisali tenanggal

telali nicmbcri kuasa yang lidak dapai dicabut lagi kcpada BANK umuk

menjual baraiig jaiiiiiian yang lerscbui dalain Surat Kuasa itu.

PASAL 4

Kedua belah pihak telah setuju untuk mengakhiri perseiujuan ini apabila PEMEGANG AMANAH
{YADUL AMANAH) telah mengembalikan seluruh jumlah pembiayaan BANK serta seluruh kewa-
jiban yang harus dibayarkan oleh PEMEGANG AMANAH {YADUL AMANAH) kepada BANK.

PASAL 5

Jika PEMEGANG AMANAH {YADUL AMANAH) lalai dalam ineinbayar apa yang harus diba-
yarnya berdasarkan persetujuan ini, balk pengembalian pokok pembiayaan maupun kewajiban-
kewajiban lain yang menjadi beban PEMEGANG AMANAH {YADUL AMANAH), maka segala
ongkos penagihan. termasuk juga kuasa BANK harus diplkul dan dibayar oleh PEMEGANG
AMANAH {YADULAMANAH).

PASAL 6

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan yang harus dilakukan oleh BANK, maka PEMEGANG
AMANAH {YADUL AMANAH) bersedia untuk setiap waktu diperlukan BANK untuk memberikan
keierangan kepada BANK terhadap keadaan perusahaan/usahanya dan memberikan kesempatan
kepada BANK untuk setiap saat memeriksa baik barang-barang investasi, barang dagangan, barang
modal lainnya serta buku-buku perusahaan dengan biaya dari PEMEGANG AMANAH {YADUL
AMANAH), dan PEMEGANG AMANAH {YADUL AMANAH) tidak mengikat diri sebagai
penjamin terhadap pihak ketiga tanpa ijin dari BANK, serta tunduk dan patuh sepenuhnya atas
segala petunjuk, peraturan-peraturan dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku, khususnya dalam
bidang perbankan.

PASAL 7

Bank dapat membatalkan Akad Mudharabah terhadap PEMEGANG AMANAH {YADUL
AMANAH). Dalam hal ini. modal pembiayaan serta keuntungan yang menjadi hak BANK harus
dikembalikan secara utuh kepada BANK.

PASAL 8

Seg^a sesuatu yang belum diatur dalam perseiujuan inL akan diatur dalam surat-surat dan kertas-
Tcertas lain yang merupakan bagian yang melekat dan dilampirkan pada dan tidak terpisahkan dari
persetujuan iiii.





Hal - ilati A ii.ti.iiii.u

EPoi-n HKT/A-06

PASAL 3

AK.AWAH (YADUL AMANAH) dalam kedudukamiya sebagai pengusaba harus

rE:r::r^" - :r
mdang dan huknniyang bcrlaku kccu-rangan/khiami. maka

2. Bila kekuasaan uiuuk peniheliaii barang disa ■ iguiu ,. haraim iamiiwn yaiig dise™likaii kepada BANK
Akad Mudharabch ini tobal, n«.dal Kraabu, d.,.ga,. sapanuhaya
mcnunit kcteiuuan pengikata.i barang jamiiuii d. henanggung
setelal. t.rl.bih dalmlu dipeddmngkau d«nga» o.>gkos-....gk.s. DaUm P
jawab [crliadap resiko syariah yang disebahkan da.i atau kcsalaban iiicuenipai-

3. Kecuali kerugian yang did.riu bukan ̂ 'sebabkan cl AMANAH {YADUL AMANAH) yang bcrsila.

-=:r;=r:r>=;7r:».— ,
'  .«—■ ■- *■—

bukti-buku pemhukuan yang sail. kewaiibaii DEBITUR dipcnulii dcngan baik.
5. Umuk me,u,.,bal, jandmn aapaya ,»i„, acappui. y.nS bold, jadi limbul padaaiaabewaiiban yang dilinibo,ban ka,=,» A^d ™auu^^^^^^

suatu ketika. temiasuk mark-up. ong Oi oi . _) ja,, hiaya mctcrai sebesar Rp
) dan biaya lainiiya :

kepercayaau {fidiciare eigendoms-ovcrdrahi) kcpad • pengesaiian sebaga
leanlebUi lanjut dalaiii suratnya kepada Bank barang-barang itu terleiak dai
eigendon. atas kepercayaan ini telali du.nma Anianab yang aias kekuasa.
pL saa. ini juga BANK nienyeralikan pan. Sclanjuinya PEMEGANC
BANK telali menerimanya untuk dan at^ nienerinia baik perjanjian itu untu.
AMANAH (KADt/L AMANA//) niaijanjikan a.as k.pen:ayaa
nienyeralikan sebagai eigendcn. a.as ,kan didapainya. sekurang-kura-^ny
kepada BANK sepeni tersebut di aias. sega a
pada pengliabisan barang-barang yang d.seraliUn sebag
sehingga % i iVtan sebaeai dgeiutoiiL'! atas kepercayaau kepada BA sc t
— ~ "

atas orang-orang lain kepada BANK yang tela i d.tcruna y P a.aV
lanjut dalani surauiya kepada BANK
nleh BANK telali diterima. . . , BANK yang mcncrima baik AV
PEMEGANG AMANAH 1""' V^'S nknn dldnpainyn donga.. .
itu. umuk nicngaldikan {cedereii) ekurain: kuraiignya pada pengliabisan tiap-nap
gang aopom .eraobn. di and kopada BANK, ,ang n.aaib borjala,. dan ao,o.sobingga % ; ;;' Zn'an boaan.ya po.nbi.ya"" V»"d '

P-. B.^NK pad, aosnaln .ak.o ...onn™, Akad on.



Poim MKT/A-OS
ll»l 4 Oari 4 Malaiiiaii

PASAL 9

Terhadap perseiujuan ini dan segala akibai hukuninya. kedua pihak sepakat memilih domisiii
hukum dan tetap di Kantor Pengadilaii Negeri di Bogor.

Demikian persetujuan itii telah disepakati dan ditanda tangani pada hari ini
tanggal di Leuwiliang.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

PEMEGANG AMANAH P.T. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH

AMANAH UMMAH

H. TAIJFIO RAHMAN

SAKSI-SAKSl

SAKSI I SAKSl 2

/
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Form HKT/A-0« lamp iran 2

-■'''I' • ■* u'* "■*4jjLst2y»JI^ yiS"

AKAD MUDHARABAH

Nomor: / / /

Yang bertanda tangan di bawah ini,

'' RAHMAN. Direktur Utama P.T. Bank Perkreditan Rakyat Syariah AMANAHUMMAH, dalam hal Akad ini bertindak untuk dan atas nama P.T. Bank Perkreditan Rakyat
Syariah AMANAH UMMAH. untuk selanjuinya disebui PEMILIK DANA (SHAHIBUL
MAAL) atau BANK.

II. I
2
3

bertindak untuk dan atas nama diri sendiri /
masing-masing/bersama-sama •) tinggal / berkedudukan di ;
1
2  "
3  ̂ ^
dengan in! menggabungkan diri masing-masing untuk menjalankan amanah sejumlah di bawah
ini atau segala kewajiban yang akan ditimbulkan karena Akad ini. jadi berarti ba'hwa baik
semua bersama-sama maupun seorang demi seorang aiaupun khusus salah seorang saja
"AMANAh"^kS^^L/4M^ yang selanjuinya dinamakan PEMEGANG

bersepakat membuat persetujuan Akad Mudharabah sebagaimana tercantum di

PASAL 1

Untuk keperluan PEMEGANG AMANAH {YADUL AMANAH) lerhadap modal {RA'SUL MAAL)yang diterima dan BANK, maka BANK membuka Akad MUDHARABAH pada kantornya di
L^uwiliang dalam suatu rekening yang berjalan dengan maksimuin termasuk pula biaya administra-
si. ongkos-ongkos, biaya meterai dan Iain-lain sampai sejumlah Rp
(

sejumlah tersebut telah diterima baik oleh PEMEGANG AM^^^
(lADUL AMANAH).

PASAL 2

Terhadap Akad ini PEMEGANG AMANAH {YADUL AMANAH) pada hakekatnya mengaku telah
berutang kepada BANK {SHAHIBUL MAAL) dan semata-maia akan digunakan hanya untuk
menambah modal usaha dan tidak akan disalah-
gunakan untuk tujuan lain atau modal tersebut digelapkan dengan sebab kecurangan/khianat.
Selanjutnya terhadap utang ini PEMEGANG AMANAH (YADUL AMANAH) bersedia akan
membayarnya secara serta inenyepakati bagi hasil yang ditetapkan dan—
1^* ^ ^ J....) dari keuniungan yang diperoleh PEMEGANG AMANAH (YADUL AMANAH) sebagai keuntungan BANK seiiap bulan/minggu/hari -)



I

f I .

1



form MICI/A--04 lainpiran,"5

AKAD MURABAHAH

y:^ j) j} 1 4JJ \ji uv

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. H. TAUFIQ RAHMAN, Direklur Utama P.T. Bank Perkrediian Rakyat Syariah
UMMAH, dalam hal Akad ini bcrtindak unluk dan atas nama P.T. Bank Perkrediian Rakyat
Syariah AMANAH UMMAH, untuk selanjulnya discbul PIHAK PERTAMA atau BANK

H. 1

2

bertindak unluk dan atas nama diri scndiri /
masing-masingA>ersama-sama •) tinggal / berkedudukan di ,
1  Q." "

X-'' o V
2 A

3  :

dengan ini menggabungkan diri masing-masing untuk melakukan Akad Murabah^ d:\ bawah ini
atau menunaikan segala kewajiban yang akan ditimbulkan karena Akad ini, jadi berarti baluv.i
baik semua bersama-sama raaupun seorang demi seorang ataupun ^^husus sal^i seorang s.ij.i
menanggung segala kewajiban (hoofdelijk) yang seianjutnya disebut PIHAK KEDUA,
NASABAH atau DEBITUR.

Menerangkan telah bersepakat membiiat pcrsetujuan Akad Murabahah sebagaimana lercintum di
bawah ini :

PASAL1

Untuk kepentingan NASABAH atau DEBITUR. BANK telah menjual sesualu dan atau sejumlaii
barang seperti yang tercantum di bawah ini:

Daii atau seperti yang dilampirkan pada Akad ini. dengaii liarga pokok selelaii ditambah keuntungan
(Mark-Up) yang discpakati NASABAH atau DEBITUR dala.n suatu rckening yang bcrjalaii scjunilali

). Pcinbayaran atas pcmbclian icrscbut olch NASABAH atau DEBITUR dUaktikan
hingga masa jatuh tempo akad selaina bulaii/pckan/liari-) terhiiung scjak diianda a
nganinya Akad ini yaitu dilakukan selambat-lainbainya pada langgal
scliingga incnjadi lunas.



Form HKT/A-OA .
Mill 2 Uari A llalaniaii

PASAL 2

r

Dengan Akad Murabahah ini NASABAH atau DEBITUR inengetahui harga pokok sebenariiya alas
barang yang dibcli itu dan kedua belah piliak seiuju alas kadar keuntungan (Mark-Up) yang diietapkan
sebagaj harga pokok pcnjualan yang mana menjadi harga jual oleh pihak BANK,

PASAL 3

Dalam hal Akad ini pula BANK boleh menguasakan sepcnuhnya kepada NASABAH atau DEBITUK
untuk meiakukan transaksi pembeliannya sesuai dafiar penawaran harga (overte) yang disepakati dan
atau faktur pembeliannya.

PASAL 4 ^ .

Terhadap Akad ini, pada hakekatnya NASABAH at^ mengaku telah berutang kepada
BANK dan semata-mata akan menggunakan pembiayaaff^aH BANK hanya untuk membeli sesuatu
dan atau sejumlah barang seperll tersebui di alas dan atau pada lampiran Akad ini. Dengan Akad ini
NASABAH atau DEBITUR mengakui pula bahwa seluruh barang, baik barang investasi maupun
barang dagangan/barang modal kcrja yang dibeli dengan modal dari BANK adalaii tetap menjadi hale
miiik BANK, sehingga apablla tcrjadi penghentian persetUjUan ini dengan tiba'liba, scmentara
NASABAH atau DEBITUR tidak mampu/kurang dalam mengembalikan modal usaha yang diterimn

, darl BANK, maka barang-barang tersebut dapat dijual atau dengan cara apapun yang sah dan lialal
digunakan untuk menutup kekurangan pcngembalian pembiayaan.

PASAL 5

NASABAH atau DEBITUR dalam kedudukannya harus memenuhi syarat-syarat dan kclentuan
I ainnya sepcrti di bawah ini :
1. Usaha yang dijaJankan oleh DEBITUR iHrndaklali halal mcnurut syara dan tidak bcrtattangan dengan Undang-u/idau:;

dan hukum yang herlaku

2. Bila kekua.-aan untuk pembcliaii barang disiliUigujuikaii untuk lujuan Iain atau sehab kccurangun/kliiaitai, iiiaka AkjiJ
Murubuhah ini bcrubiiJi menjatii jiimiiuin dan tcrliadap barang janiinan yang diseralikan kepada BANK mcnunil kclen
tuan pcngikatiin barang januium di bawili ini luciijadi pengganli modal tersebut dengan sepcnuUnyii sctclah icrlebi^
daimlu dipcrhiluiigkan dengan ongkosKingkos. Dalam lial ini pula. BANK tidak berumgguiig j:iwah icihailap roiik-i
syariah yang disebahkiin penyalaliguimn lerschul.

3. Kcrugian yang terjadi oleh sebab ap;ipun tidak luengubab kewajiban DEBITUR kepada BANK.
4. Untuk mcnambidi jajiiimm supaya amiiiuili hcrjalan scmestinya dan kew.ijihiiii DEBITUR dipciiulii dengan baik, atas

kcwajib.m yang ditlnibulkan ktireiui Akad in! atau lairena akad-akad lain, alaupun yang bulcli jadi limbul p.ida .suatu
ketika, tcnn.viuk nuirk-up, hiaya admiiuslra.si. ongku.s-imgkos. hiaya metcrai dan lain-Iainnya :
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Form HXT/A-0(

4.a. Makn dengan iiii NASADAH a(nu DEBITOR niciiyerulikan scbagai cigendonts abu kcpercayaau (fiduciiirv.

eigaidonvi-overdraUt) kepada Dank scbagat latigguiigan baraiig-harang yaiig ditcrHt)gk:u) Icbili laiijiK (kilain

.suralnya kepada Dank tenanggal Pciigesalun scbagai cigcndoiiix alas

kepercayaan itii tclah diteriina baik nicli BANK pada (enip:u baraiig-barang itu terleuk dan pada saat iiii juga

BANK mciiyeraiikan haiang-barang itu kepada Peniegaiig Anunoh {Yadul Aiiuuiali) dalaiu lial ini NASABAII

atau DEBITOR yang atas kckuastaii DANK lcl:ili inencrimanya. Selanjutnya NASABAH atau DEBITOR

nienjanjikai) pula kepada BANK yang nicneriina baik perjanjian itu unluk menyeralikaa ;Kbagai ligendoiiis atas

kepercayaan dan yang n)a.sili lelap scbagai eigciidoiiL^ alas kepercayaan kepada BANK scperti (crsebul di alas,

segala barang dagangaa yang akan didapalnya, sekurang-kurangnya pada pcnglubisaa tiap-llap

seliiiigga niencukupi Itarga yang ditcntukan oleh BANK dan schingga % dari selunih barang-

barang yatig diseraiikan sebagai dgendnins atas kepercayaan dan yang masili tctap scbagai cigcndoiia a(a.s

kepercayaan kepada BANK sekurang-kurangnya Kuna dengan junilaJi penibiayaaii yang diterinu Peincgang

Amanab (Ytidul Ainanah), NASABAII atau DEBITOR, pada BANK sesuatu memirut perjanjian ini.

4.b. Maka dengan ini NASABAH atau DEBITOR niengalihkan {cedcrcn) se'gaia piutangnya atas oning-omng lain

kepada BANK yang teiali diteriina ntclinya, piutang-plutang iiiana dilerangkaii lehili lanjut dalain suralnya

kepada BANK tcrtanggal yang dengan ini diakui olch BANK tebdi diteriina.

NASABAH atau DEBITOR nienjanjikan pula kepada BANK yang mctterinia baik Alcad itu, uiiluk niengalili-

kan {cederen) segala piutang alas orang-orang lain yang akan diiLipataya dengan can yang seperti tcrscbut di

atas kepada BANK, sckurang-kunngnya pada pcnghabisaii tiap-tiap scliiiigga % dari
.sduruli junilali piutang yang niasili hcrjalan dan sesui^-dialilikan kepada'"BANK sekurang-kurangnya sania

•• ✓

dengan besaruya penihlayoan yang diterinu uleli NASABAII atau.DEBITUR pada BANK pada .sesuatu waktu

menurut Akad ini.

4.C. Maka dengan akte tanggal No yang dibuat di hadapan

di iclali ditaruli hipotiek alas baraiig-barang yang

(ersebuC dalam akte itu.

4.d. Scbagai bagian yang tak dapat dipisalikan dari perjanjian ini dan perjanjian ini lidak akan (erjadi jika kigian ini

tidak diadakan, maka DEBITOR dengan akte lerpisiJi tcrtanggal Iciali

nienerima kuasa yang tidak dapat dkabul lagi kepada BANK untuk menjual barang janiiiun yang tersebut dalam

Surac Kuasa itu.

PASAL6

Kcdua belali pihak telah sctuju untuk mcngakhiri perseiujuan ini apabila NASABAII atau DEUITUR
teiah tnengcmbalikan seluruh juinlah pembiayaan BANK serta seluruh kcwajiban yang harus di-
bayarkan olelt NASABAII atau DEBITUR kepada BANK.

TASAL 7

iika NASABAH atau DEBITUR lalai dalam mcmbaynr apa yang harus dibayarnya bcrdasarkan
perseiujuan ini, baik pcngcmbailan pokok pembiayaan maupun kcwajiban-kewajibaii lain yang mcniacii
bcban NASABAII atau iJiCBITUR, maka segala oiigkos pcnagihan, icrmnsuk juga kuasa BANK
barus dipikul dan dibayar olch NASABAH atau DEBITUR.
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Hki/A-it.' ( lampiran 4
i

AKAD BAI' BITSAMAN AJIL

\\\w^ hci t;iiKl:i laiigim di bawali int.

M. -l-AUl-IQ KAIIMAN. Ltirckuir lUaiiia I' !. Jank I crkaili an 'J*' V
UMMAII, dalain ital Akad in) bcriindak imiuk dan '

AMANAH IIMMAIL nimik sclanniinya disobul IMIIAK 1 KRIAMA .nan HANKSyariah AMANAH UMMAII. uniuk sclanjniny
II. I.

3.

bcriindak uiUiik dan auts naina din .sfiKliri /
inasing-masing/bcrsaina-saina •) linggal / bcrk1:dudukaji^ :

'

3.

dcngan ini mcnggabiingkan diri tnasing-masing umuk inclaknkan Akad lUii' Ifiixani'ni (i
' bawali ini aiau incmiiiaikan scgala kcwajiltan yang akati diiiinltnlkan kaii iia AkatI in:, [.idi

bcrarli bahwa baik .scinua l)cr.saina-saina maiipun sconuig ilcini .scoiang aianpni. khn-.ir. -..ilali ,
•  scorang saia nicnanggung scgala kcwajibaii (hooftU'lijk) yang Nclaiijiiinya ilisclnii I niAKi
KEDUA. NASAIIAII aiau DEIUTUR.

Mcncrangkan iclali bcrscpakai incnibual porsciujuan Akad ISai' UiiuiUKin Ajil scbagaiiiian;i krcan-
luin di bawah ini :

PASAL 1
I

I

Unuik kc])cniiiigan NASABAII ataii DEBITUR. BANK iclah ineiijtial scsiiatii dnii ulau sgiiiiildli
baraiig sc|>crii yang icrainiuin di bawali ini : i

Dan aiau .scpcrti yang dilainpirkan pada Akad ini. dcngan harga pokok sciclali dilainliah kcuniling-
an (Mark-Hp) yang fliscpakali NASABAII alati DICBITUK dalani siiaiu rckciiing yang bcrjalau
.scjuinlali Isp ( ' j
pcnibayaran alas pcnibclian icrscbiil aias NASABAII atan DEBITUK dilakiikanbcrdasarkau
ain-.uran sclania bulan/pckan/liari •) icrhiiiing scjak diiandaianganinya Aka<l ini yaini
-sclaiiriiai-lambaiiiya p.ida laiiggal sciiap bulaii/pckan/liari*) bcrang.siir-angsur scbingga lunas
srl;injl)ai-l;iinl)aniya (anggal





I'ASAL 2

Dcnuan Akad mtsaman Ajil ini NASABAIl atau DICIHTUR ....ngcudmi
narnya atas baraag yang dibcli iiu dan kcdua bclah pihak sctuju auis
yang dilctapkan scbagai harga pokok ,)cnjualan yang inana niciijadi Iwrga jual olch pih..k

PASAL 3

Da!am lial Akad ini pula BANK boicli mcnguasakan scpcnulinya kcpada NASA
DEBITUR iinluk mclakukan iransaksi pcnibcliannya scsiuii dallar pcnawaran liari'.i Umu .) v..
discpakali dan atau faktur pcnibcliannya.

PASAL 4'

Tcrlmdap Akad iai pada hakckalnya DEBITUI^iirfgaku^ bcrulai.e kqwda
rnala akaii mcneguiiakail pcinbiayaan dari BAr!(Kl5lJ<Ji unluk mcnaidi scsualu dan alau .v-jni .
barang scpcrii tcrscbul di alas dan atau pad;i lanipffan Akad ini. , . , i i k. ,
Dcngan Akad ini NASABAH atau DEBITUR mcngakui pula bahwa scluruli barang ba.k ..un
invcsiasi m,iupun barang dagangan/barang modal kcrja yang dibcli dcngan modal dan i AiNk
adalah iclap mcnjadi hak milik BANK, .schingga apabila icrjadi paiglicnlian pcnsclujiuni im dcM|.wn
tiba-tiba, .scmcniara NASABAH atau DKBITUK tidak mampu/kurang dalam mcngcmbal.kan
modUl usaha yang dilerima dari BANK, maka barang-barang icrscbut dapal dijual auiu dcngan cara
aiiapun yang sali dan halal digunakan untuk mcnulup kckurangan pcngcmbalian pcmbiayaaii.

PASAL 5

NASABAH atau DEBITUR dalam kcdvidukannya harus mcmcnuhi syarai-syarai dan kcicim.aji
lainnya scpcrti di bawah ini:

I  Usaha yang dijalankan olch DEBITUR hcndaklah haUil menunil syara dan fulak bcrfM/Ui

icrhadap rcsiko sya«o/i yang discbabkan penyalahgunaaii icrscbut. . ... t-cnada BANK.
3 Kcrugian yang icrjadi olch scbab apapun iidak mcngubah kcwaji oeBITUR nine-I  Amnmn supayn nmnnah » S" S trfcS ni;adfl!!in,

p"? ke.;ka;.cr,;.ns„k bia,n adnu-nilasi,
ongkos-ongkos, biaya mclcrai dan lain-l.unnya .





4 i Mak:i <knKan iiii NASAltAII DLiUITUU niciiycralikaii scbayai
kcDcrcayaan {fuludorc diiciuloms-ovcnlrolii) kcpacia Bank ̂ bagai iainji:uin:a . . i,
banuig yang diicrangkaii Icbili lanjui cialani suraiiiya kcpada Bank

^ ̂ ^ PcngcsaUau sc-bagai daauhm aias kcpcrcayaan nu . b. ik
.VicV/baNK Dada tcmpat barang-barang itu tcrlciak dan pada saal ini juga BANK n cnya- »
SarbTaifg^ kcpada Pcmcgang A.nanah {Yaciul Amanah) dalam ba m
NASABAII atau DUBITUR yang alas kckuasaan BANK iclali incncnniauya. Sc aii|iiin>a
NASABAd ataii DKBITUR inctijanjikan pula kcpada BANK yang mciicnina
jian Uu uiiiuk mcnycralikan scbagai eisendom alas kcpcrcayaan dan ^

-  icbagai cigcndom Las kcpcrcayaan kcpada BANK scpcrU icrscbui d. aUus, cgala barang
dacangan yang akan didapatnya. sckurang-kurangnya pada pcnghabisan uap-bap
S,Sa mcjKukut)i barga yang ditciuukan olch BANK dairscliingga - dan
sclurub barang-barang yang disorahkan scbagai dscndonis alas kcpcrcayaan dan yang
inasiii iciap scbagai at;i.s kcpcrcayaan
dcngan jumlali pcmbiayaan yang dilcnnia Pcmcgang Amanah Miiaiiali). NAhA
BAU atau DEBITUR, pada BANK sesuaiu mcnurui pcrjanjian

4 b M-ika dcngan ini NASABAII alau DEBITUR mcngopcrkan icr^n) scgala pniiangnyam^onrnTorang lain kcpada BANK yang iclah dUcrima.oldj;,<p.ulang.pmia.n.. n.ana
diterangkan Icbih lanjui dalam siirainya kcpada BANK jcpKinggai
yang dcngan ini diakui olcli BANK iclali dkcrip^. t Inik Ak-id
NASABAII atau DEBITUR mcnjanjiki^irla k^^BANK ^
ilu, unluk .ncngopcrka., (ccAmi) saga aVlaV^ "S? ! no k™ w ̂  S
„ya dcngai, cara yang scpcn, Inrscbul % darfsclnruh ju.nlaln.iu';,ng
!;a;if;;lasiUc;j?la,/dan'scsmVairdiopcrkankc,n,d^
dcnti'i bcsarnya pcmbiayaan yang ducrima olch NASABAII at.iu DUBIlUl. i-.uia
BANK pada sesuaiu wakiu mcnurui Akad uu.

.  . ../di hipolick alas barang-haran}-. yang
icrscbui dalam akic iiu. . .. ■ ,:,i 1 ,,,,

/■ iV Scbagai bagiaii yang lak dapat dipisahkan dan pcrjaiijian mi dan pcijanji.ni lu Uda.. .iK.mi^cSi iai lidak diadakan. inaka DEBITUR dcngan akic ic.,HsaI  icrianggal icIah mcncrima kuasa yang udak dapal dicabui lagi ixpa l.i
BANK mu'uk incnj'ual barang jaminan yang icrscbui dalam Surai Kua.sa ilu.

PASAL 6

;dua bclah pihak tciah sctuju unluk mcngakhiri pcrsclujuan iiu apabila NASABAII atau l)E . ■
JR iclah mcngcmbalikan sclurub jumlab pcmbiayaan BANK .scria sclurub kcwajiban yan-. iun...
bayarkan olch NASABAII atau DEBITUR kcpada BANK.

PASAL 7

:;a NASABAII atau DEBI'i'UR lalai dalam mcmbayar apa yang baru.s dibayarnya bcrd.is.n.....i
•rsciujuan ini. baik pcngcmbalian pokok pcmbiayaan muupun kcwajiban-kcwaji 'an
cnjadi bcban NASABAII atau DEBITUR. maka .scgala nngkos pcnagibau. icriu.iMik juj... . ■ ■■ j
.\NK barus dipikul dan dibayar olch NASABAII atau DI'.Bl I UK.





I'ASAL 8

raiicka iJcnibinaaii dan pcngawasaii yaiip liarus dilakukaii oldi BANK inaka
aiaii DliBITUK bcrscdia iimuk scliap waklu dipcrlukaii BANK untuk 1;':''';:^^
kcpada BANK loriiadap kcadaan pcrusahaan/usahanya dan
uniuk Mhp saai mcmcriksa baik bara.ip-baraap invwu^i byat.g ̂  NASAUAn^
.scria buku-buku pcrusaliaan dcngaii biaya dan NASABAII atau DLBIl UK.
DEBITUR Jidak mcngikat diri scbagai pcnjamm tcrhadap pihak kcUga taiipa ijm dan BANK. sen.
lunduk dan patuli scpcnuhnya alas scgala pciunjuk. pcraluran-pcraturan dan kcbiasaan-kcbiasaan

■yang l)crlaku. khususnya dalam bidang pcrbankaii.

I'ASAL 9

Bank dapat incn.baialkan Akad liai- liUsaman Ajil lcriiada|) NASABAII alap iJlCltn'UK. Udam
hal iiii, modal pcmbiayaan scria kcuntungan yang mcii>adi hak BANK JiarusHlikcmbati v.m stura
uiuh kc|)ada BANK.

PASAL 10.. •>

Scgala scsualu yang bclum diatur dalam pcrsciujuah iifr. kfcaj^alur dalam siirai-siiraulan kcrias-
kcrias Iain yang mcrupakan bagian yang mclclQil dau <fij;Mi1pirkan pada dan iidak icrpts ilikan dan
pcrsclujuan ini.

PASAL U

Tcrbadap pcrsclujuan ini dan scgala akibal liukumnya, kcdua piliak scpakal incinili i ilnmisili
Iiukum dan iciap di Kaiuor Pcngadilan Ncgcri di Bogor.

Dcmikian pcrsclujuan ini iclali discpakaii dan diianda tangani pada ban ini
langgal di li^iiwiliang.

PIliAK KEDUA
NASABAH

PIIIAK PliRTAMA
PT BANK PI-KKRI-DITAN KAK VAI" .SY.a Ri Al i

AMANAH UMMAII

SAK.Sl -SAKSI
SAKSI

II. TAIJFIO RAHMAN

SAKSI 2





lampiran 5

T  ,3 R A U
/\ K "

,,,, ..n.an di ba.ad ini ■
•  nal f' Bank

PERTAMA atau PIHAK BANK.

"■ bertindak'untuk'dan atasnama diri sendiri/
Mnggal bsrkeduciukan ai •

dfngsn ini »eny = " J " k" un"! ibM''"( hOof deU 0 k )
:=n^'^ nin^ ^ ikn^ sei.noutnva,U,but PIHAK KBDUA .t,u HASABAH kendaan

Zll, i'sL'i dan rfhani f'fHAK PF.RTAHA/PIHAK BANK dan PIHM
KKDUA/NASABAM telah baraepakat nengadakan pernetujuan
/Jzl/?/?// r.ebagaimana tercantum dibauah ini :

E-'A:^ai. 1.

UnUik kepentingan NASABAH. BANK Lelah HL^ngontrak/mt-nyeMa
bernpa vanff tbrcantum dibauah ini :

r  • . . , . Unit KIOS No Ukiit'an in2
]  ci kompiek Bank Amanah Umitiah CEKUbABI CIROUP)
i  tnilik H. TAUFIQ RAHMAN

dongan harga pokok setelah ditambah keuntungan ('mark up) yang
disfipakati NASABAH dalani yuat-Li rrkening yang ber.ialan sejunt-|'
l!ah Rp 661.250,00 ( Knam ratuiJ enam pulufi sa't.u ribu dtja ratus
lima puluh rupiah) pembayaran abas koncrak/sewa dan biaya
admiriistrasi tersebut atas NASABAH ,di laknkan berdasdkan ^ ang-
suran .seiama 330 (tiga ratus tiga puluh) hart terhitunS
s^Jak d i t.anda t.angan i akad irii dr-ri.yari kewa.jiban inengangsur
S''^tiap hai'j s'iihesar Rp 2.100,00 (dua ribu iserat.us rupiah)
corangsor-angsur sehingga lunas selanbafc-lambatnva tanff;'al i?
OkLober 1996.





F-ASAL 3

Terhadap akad ini, pads hakekatnya NASABAH mengaku telah
berutang kepada BANK dan mengakui pula bahwa barang yang
diperkontrakan /dipersewakan dengan modal dari BAHK, hak guna
sewanya adalah tetap dimiliki BANK, sehingga apabila terjadi
penghentian persetujuan ini dengan tiba-tiba atao ternyata
NASABAH tidak memenuhi kewajibannya dengan baik dan/atau
HASABAH tidak mampu/kurang mengembalikan modal usaha yang
diterima dari BANK, maka BANK berhak mengalihkan kontrak/sewa
guna barang tersebut kepada pihak lain atau dengan cara
apapun yang sah dan halal digunakan untuk menutupi kewajiban
NASABAH dalam pengerabalian pembiayaan.

FASAL -4:

NASABAH dalam kedudukannya harus memenuhi syarat-syarat dan
ketentuan lainnya seperti dibawah ini :
1. Usaha yang dijalankan oleh NASABAH hendaklah halal menurut

syara dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan
hukum yang berlaku. Dalam hal ini BANK tidak bertanggung
jawab terhadap resiko syari'ah dan hukum yang dikenakan
negara yang disebabkan pelanggaran/ penyalahgunaan terse-
but .

2. Tidak membuka kios makanan/minuman pada bulan Ramadhan.
3'. Henjaga kebersihan, baik dihalaman kios maupun didalam

4. Henoaga kios dari kerusakan akibat peraakaianserta tidak
akan menambah bangunan apapun tanpa izin pemilik/BANK.. _

5. Tidak akan mengalihkan hak sewa guna kepada pihak lam
dan/atau dipakai orang lain .

0. Kerugian yang ter^adi oleh sebab apapun tidak mengubah
keuadiban DEBITUR kepada BANK.

FASA3L 5

Kedua belah pihak telah setuju untuk mengakhiri persetujuan
ini apabila NASABAH telah mengembalikan seluruh jumlah pem
biayaan BANK serta seluruh kewa.iiban yang harus dibayarkan
oleh HASABAH kepada BANK.

FASAL S

Jika NASABAH lalai dalam membayar apa yang harus
berdasarkan persetu.iuan ini. baik pengerabalian pokok p-m-
biayaan maupun keuaj iban-keua.T iban lam yang
NASABAH, maka segala ongkos penagihan, termasuk juga kua-a
BANK harus dipikul dan dibayar oleh NASABAH.





F-ASAL 7

BANK dapat membatalkan akad IJarah terhadap NASABAH. Dalam
hai ini, modal pembiayaan serta keuntungan yang nenjadi hak

BANK harus dikembalikan secara utuh kepada BANK.

PASAL S

Segala sesuatu yang belum diatur dalam persetujuan ini, akan
diatur dalam surat-surat dan kertas-kertas lain yang raerupa-
kan bagian yang melekat dan dilampirkan pada dan tidak terpi-
sahkan dari persetujuan ini.

PASAL 9

Terhadap persetujuan ini dan segala akibat hukumnya, kedua
pihak sepakat memilih domisili hukum dan tetap di kantor
Pengadilan Negeri di Bogcr.

Detnikian persetujuan ini telah disepakati dan ditanda tangani
pada hari ini, Selasa tanggal 17 Oktober 1995 di leuwiliang.

NASABAH P.T BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARI'AH
AMANAH UMHAH

DRS, nJUFRT n.TAHALUDDIN

saksi-saksi ;

SAKSI 1 SAKSI 2





lampiran 6

QORDHUL HASAN

Bismillaltirrahiiianirralum

Yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama —

Tcmpat dan tanggal lahir ;

Pekerjaan

Alamat

^

Nama

Tcin))at dan tanggal lahir

Pekerjaan 'T;

Aiainat

. ̂ •> - L/P
^IrCrz

dengan ini mcnggabungkan diri masing-masing untuk meinikul hutang scjumlali di bawab
ini atau scgala hutang yang akan terjadi karena surat pengakuan hucang ini. Jadi berarii
baik scinua bersania-sama niaupun scorang dcnii seorang aiau khusus salah scornng saja
menanggung segaia hutang (hoofdelijk).

Mcngaku pada hari ini tanggal i 9 _ lelah ineneri.na pinjaman uang
Rp ( ^ ^
dari PT Bank Perkrcditan Rakyat Syori'ah Amanah Ummnh. Pinjaman tersebui setclah
diiambah iiifaq Rp biaya provisi sebcsar % dan biaya adminisirasi
Rp akan saya bayar lunas dalam kali angsuran bulanan/iningguan
sebanyak Rp sctlap bulan/minggu berturut-iurui schingga nicnjadl lunas
dengan dimulai dalam bulan 19 __ dan scbelum atau sela.nhai-
lambatnya pada tanggal *9 —.

Untuk inenjamin baliwa hutang saya/kami dibayar dengan semcstinya. baik hutang yang
lerjadi karena surat pengakuan ini atau karena hal-hal lain, ataupun yang mungkin terjadi
pada s-.;aiu kctika, maka dengan ini saya/kami serahkan jaininan bcrupa:

Saya/kami menjamin bahwa Jaminan tersebui di atas adalah miilk saya/kami scndiri. tidak



\



ini saya niemberi kuasa penuh kepada bank untuk inenjnal barang-barang jaminan dan
apabila ada kekurangan/kelebihan basil penjualan diperhimngkan dengan hulang saya/kam..
Yang berhutang memilih lempai tinggal {domicilie) yang tidak berubah-ubah dalam hal yang
btrhubungan dengan scgala akibatnya di Panilera Pengadilan Negeri di

19

PT BPR Syari'ah Amanah Llmmah
Yang berhutang,

Saya yang benanda tangan di bawah ini:

menerangkan babwa saya sudah n.enjelaskan bdnyinya akla ini kepada

yang sudali diperkenalkan kepada saya, kemudian di hadapan saya

tersebui menaruh unda tangannya (cap jempolnya) pada akta ini.
19



iPHjpiran 7

FLOWCHART PROSEDUR PEMBERIAN

PEMBIAYAAN

NASABAH ADMINISTRASI

PEMBIAYAAN

CUSTOMER

SERVICE

ACCOUNT

OFFICER

KOMITE

PEMBIAYAAN

SURAT
PERMOHONAN
PEMBIAYAAN

LAYAK

TIDAK

YA

TOAK

LAYAK

TOAK

SETUJU

YA

YA

PENGGUNAAN

PENYELE3AIAN

PERSYARATAN

ADMINISTRASI 8
DROPPING

PENGKATAN

PEU8INAAN &

MONITORING

PENUHI

PERSYARATAN

PERSETDJUAN

PRINSIP

PEMBIAYAAN

ANAUiSA AWAL

TBRMASUK

SEGMENT ASI

BEROASARKAN

PANGSAiSANO*





KETERANGAN PERMOHONAN
PEWIBIAYAAN

lafflpiraii' :ii

KABUPATEN
KECAMATAN
DESA

'1. Nsms lengksp Vmp.
Tcmpat & langgsl lahir (umur)
KTP No.:

Tempat linggal

2. Pekariaan Ymp.
• Utama

• Sampingan

3. Nama Ungkap isteri Ymp.
Pakerjaanfusatianya

KTP No.:

4. Riwayal pinjaman Ymp.
loada BPR dan pihak ketiga)

5. Jenis usaha Ymp.
dibiayai dengan kredil

6. Bejatnya pinjaman yang diminta
7. Jangka waklu pengembalian

piniaman yang diminta

8. Bagi Hasii

9. Rencana Penggunaan Piniaman
a. Unluk keperluan invejiasi
b, Untuk kepeduan modal kerja

10. Ufaian singkal teniang alaaan
alau latat belakang
permohonan ktedit Ymp.

11. Disamping jaminan utama
berupa pioyek yang dibiayai
dengan pembiayaan ini. jaminan
lamhahan apa yang dapal
disediakan oleh Ymp.

Oiajukan kepada
PT. Bank Peikreditan Rakyal
Syaci'ah Amanah Ummah

Tanggal; __

Contob landa langan Ymp.

NOMOR skpp
TANGGAL

NIN

.-r-A

Maximum CO
Tanggal
RealiaasiJenia Ktedil sekarangsemula

Diisi dengan pettolongan saya:

Nama

Jabatan

Tandalangan

Oipetikaa tanggal

Nama

Jabatan

Tandatangan

C:\MKTAFORM\P-02





lampirah 9

AMANAH UMMAH

PERMINTAAN PENYEUOIKAN
KapcdJi

Dan

Alas Nama :

PERIKAJ. DAN ASPEK

ASPEK UTAMA O Apek Anonah
D Aspek Usaha/PobaNian
Q Aspair Hukum

HAStL PENY1DIKAN UTAA«A

,  \

ASPEK PELENSKAP O Penilaian Barang Jaminan
Q PenAaian Kanibat Ba>ang Jaminan
O Tambahan ^
□  X.-

''

1  1 Tanah 1

i  1 Bangunan P«n99unaaA

Lua»

Su^Al-&ur*il

n Kendasaan :
□ ePKS Asi

Q No. Pot Otentik
Q No. Me sin Olefilk
Q No. Chasis Olenlil

Q Taksasi Bank : Rp.

O Fasiui Ask
Q KwSansi

O Kosong Rangkap tiga
Q PembeEan

□
l~l FaMur Asfi CXertiW
Q Kwitansi PembeSan

Kondtti

Tdii&asf BdM :

HASIL PCNVTOfKAN ASP€K P^LEHGKAfi

Menyviufji Yiw>g mefnirria



lamoiran 10

MEMORANDUM/ ANALISIS PEMBIAYAAN

N&u)a; Bid.usalia;

Abmat: " a. Pokok :

b. SampliiRQii:

Status : Alauut:

Juiiilali .tnak/tnitpfliinann;
Sutus ruiiuili:

Q Ruiiuti scndiri [] Koiitrnk/seu'a
n Rumali kcluaraa [ILaiii-latn

Status Icmpat usalia:
0 Mdik lendlri Q Konlrnk/scwa
f] Millk keluariv) [| I'im-lnui

m
1 Dcsariiya |}eiublayfian yniig dliuliita

2 Jangks waktu yang diuuuta

3 Kcpimaaii pcuibiayaoii:
a. Kalau iiivcstasi bcrikan riuclaiutya ■

b. Kalau modal keija sebutbn nlasoimya

4 Fnsililas iKiubiaynaii dari BPR niau pihak HcIIb"
pcnioh dan scdnns dinlkmnti sont iul

5 Ri-.vayat pcDibayaraii pctublaynmj
vanq lenikliir

6 Apnbh pcmohou mcmiliki tnbungan
di Amaunli Uminnh? Bcrncn snldonvn

7 Apakah pemohoa sc-jalu nicmcimbi
lf»\yaubs" ri«ni(«rmtnh7

SSMMH

1 Scbutknii bcntuk usnhn A able pflndiriaiiiiyn

■2 Scbulkaii susuiiDn dan nama pciiBur«'
pcrusabaan pcmohou

3 Laiuplrban pula surat-sural ijia pcrusaliana

Malaiiiaii - i



V—•

UlUI

1 Uraikan pendidikan/peugalaujaa daft
latar belakaog pemobon

2 Apakah dalam penisahaan peiuohou
telah terdapat autaa/adniiolttraai

3 Bagaiinanakab keadaao/perkembangan
ytitba peoioboD selaiua ini

ASPEKTEKNIS •

Sebutbn ptralaUn produkslysogada
jaai ini bwerU kondisi/keadaanuya

Sebutk&Q jenu baraag^aaa yang
dibasilkan/diusahalcan,

Sebutba kapealtaa prDdubi/ouxet
pesjualan per bulac saat Ini

Sebutkan kapasitaa produksl^ual
barangijaaayangdireocanakan

Bcrapa harga jualper saluaa barang
(unlukdiprodulsi)

Untuk mcmcpcrolch bahan baku dan
bahan pcrabanlu accara konllnyu,
apakahyangbcrsangkulan mcndnpai
kerukaran? ielmkan

Apakah tennga keija yang dipcrlukan
tnudab diperoleh?

1 Scbulkaa dacrah pcmasaran yang
dljangkau

2 Bagaimana kwaungkinaa perlunsan
memuarkan produk barang^asa Ub.

1 3 Bagainmnakahcaraytsstcm pcmasaran

tcrhadap produk banmg^asa Isb.

•  4 Bapimnna
I uthadaprmskunganmajyarakalscteoipal

HflJflUi.:.'." -



Laporaa Laba/Rup ptrusaluau pemohou

HiifRa pokokf'pcmbelion

Laba kotor

Blaya operasioual

Biaya Ulauya

Biaya bap hasil/MU

PajakyauR dibaynr

Laba setelahpajak

Biaya pribadi

(scbciiaruya/pcrkjrai'.iij

Peoiualaa benm

Peudapataa lalu

Jiiiiilah peiidapatan

f  \ '

-ed

2 Laporan Neraca Perusaliaau Pemolion

Kas/baiik

Persedlnnn barang

Piutapg dagang

Aktiva loacar lamoyn

TanalvbaBguaaa

PerainUtu

Kcndarann

Aktiva tetap Inionya

Hulang lancw

HutaDgJk.PanjODg

HutangbankJk.?nn)an8

Hutanabank Jk.Pcndck

n [da£riuLin

Modal Pcmohon

sg^talaiiP.flsi

Modal Kcria

W)ifani.iii - S





3 Atuliaa Ratio:

Cufreu^Ratio

AktivaLaricar

HLJkJendek

X  - =

Quick Ratio

A.Laacar - Fers.brg

HL3Tt.Pendek

X  - =

SoIvabllUas Ratio

Jumlah Aktlvn
__ _ - X 100%

Jumlab HuLang

X  =

,-=1^

Profit Marg^

LabaBersih

X 100^
Juwlah PenjuaJan

4 Perbitungaa Kebutuhflg ModalKeija
'.•'C

iQveatofyllJrn Over

(ITO)

Pers.rr.ta-rata

Peoj.rata-rala

X  «

Receivable Tliru Over

(RTO)

\  PiuLratA-raia

X  =

Penj. rata-rata

Working Capital Turn over
fwcro)

ITO + RTO

OPE

Reucaoa Pcugduarao

(Perabelif.n brg + By.Ops.)
sclama = hari kerja

KEBUTUHAN

MODAL KERJA

KESELURUHAN (A)

WCTO

■  3 OPE

HARI KERJA

MODAL KERJA

SENDIRI

YANGTERSEDIAi'BI

A.LANCAR - HTJK.PENDEK

(UHATNERACA)

RATA-RATA

HUTANGDAGANGfC) UHATNERACA

KEBUTUHAH TAMBAHAN.
-  - -MODAL KERJA

A-B-C

Hilttmna





|..\NK M'AM AI I

AMANAJi UMMAJi

MEMORANDUM ANAUSIS PEMBIAYAAN
riNJAMAN niOAWAI

Nauiii:

Alnitial;

Slums ruinuli:] ]Riim:ili scmliti ] ]Koiiliiik/scwi
[  IRiimali kcliiuiftu [ ) 1 .jiin-tain

I'cudidikiiii (oixkliii:

Niiuiii pc-fus.diisliin! i:

Alamai:

Jiibalauj _

Niimu Isiii.'Siiuini:

Nama j)cnis./iiist!iHsi;

Aluiiiiil: ^ ^ ^
Tdcpon :

Jnbniau: ' Masnkorjii:_

i®KAY^N'VMto
Jcnis *

Sliiliis: [ jMmiiUli []IWum
liuiihth laii^jliin/,!ui : nraiij;

Aiiiik 2

ireN<raaASItAN;PER«

ri-.iii'iiawlim leuip Up

I'eni'.liasilHH lain t\p

Poii;;!i:iMlan Islii/

Kiumii

To I 111 RP

CTNOBLUAKANl'ER^BUliANA^ •

Ruiiiiili liing^a Up

I'cndidikiin Kp

Kcwijibuii pi link III Up

T o I It _ JiP.

I'onnliMsilnii NcUo Up

-•.•.:iFnwiiOH6N^ FElVtBTAYAAW>-'

Nitiii .luniluli Up

.Inmikn wiiklii ; _

Kutaklci:

Flatoiul

.rAVnk-m

Akad

Matk up.lM'l

Angsufan

Bv-Adjiip.

BV.Mnlcrni

Sliadiiqali

1
-  ■" 1 1

i
1

S''*-^tR6VAl7''"^I".V'i'':*'.;V:CATATi'

1

1
1
1j

1
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lampiran 11

AMANAH UMMAH

PERSETUJUAN PEMBIAYAAN

Hew* Heaefcaii teUd TartoaaJ ;

Homer :

1  1 PrapoaalBani/TamMtaA

j  1 fW'itaw

KETEKANaAJi PEMBIAYAAN JUMLAH

fUfand Outilandma

ToUl Pimjiiiiiiii

DUjutvi KoffJl» PxnbijyMn

Tan4a Twiqm Tand«Tv)ff«n Tand« Twtgan Taftd4 Tan^an





lUAfinncKM'M't'

AMANAH UMMAH

BERITA ACARA PERHlTUNGAN MARK-UP

lampiran 12

GALON OEBITUR

ALAMAT

PEKERJAAN

LATAR BELAKANG PEMOHON { PRIBADI / PERUSAHAAN )

harga beli/pla
FOND PYD :ANALISIS KEMANFAATAN BARANG/MODAL :

/•\

TAWARAN PROFIT-
PEMOHON :

FAKTOR PEMBAN-
DING :

KESIMPULAN :





lampiran 13

Pcrxcliijiinii l'cinl)i;iy,n:in
Noiiior :

Oi.<iiiillulurr;iliinunirraliiin

YaniiberOnda langnit ili bawah ini.

I

(Inri (Ian knrcnanya bcrliiiilak iintuk nlas nan>a Dniik IVrkn-iIilaii Kakyal AM/NNAIS UMMAII
iinUik sclanjulnya disehul OANK.

hurlinduk unluk dun alas naiua diri seniliri/
I

hcrlcDipat (ini:e!il/bi:rki:diidukaii di

iiiiliik sulanjiilnya disuhul Nasabali.

Kccliia bi'iiih i>iUuk dcngiin ini inonoraiipkaii liaiiwa imlar.i IIANK dvnpaii NASAHAII lolali solnjii
dun nuifakal unluk inengadakari pvrselujuan |H.-nihiuy!iuii donputi ki-lctiliiiiii syaral-syar.H
sebapil hcrikiit :

PASAL I

BANK Icluh seliiju unluk nicmberlkan pcmhuiyuaii ticnpii akail
sebcsar R|> '
dcnpan pcrinckin pcngpuiiuaniiya schupi berikul :

Untuk

Unluk...,

PASAL 2

JangWa waktii/lanuinya pcinblayaan yang diberlkan olch RANK kepada NA.SABAli sclKsar Icr.sclnil
di alas tdali dLscpakali kcdiia bciali pihak .scbapi berikut:
-  unluk ilan

Rp ( •• • • >
diberikan untuk selania bulan. KTltilungscjak "" ''iluntla iaiipni dcnpan
demikian NASABAH harus niengenihulikan uang BANK lerscbut scpeniihnya pada saal taU.li Icmpo
yaitu sebmbal-lambalnya pada langpal dcnpin kL-wajibun
mcngangsur sellap pokok scbcwr Rp

^
sesuai dengan lampiran yang lelah disepakali kedua belah piliak dun mcrnpakan bagiun yang lak ter-
pisahkan dari persetujuan ini.

PASAL 3

NASABAH sctuju unluk niembayar scluridi biaya-biaya yang limbid kari-nu persclujiian ini. yailii :
1. niaya Adininislfasi.sebe.sar Rp (

) dan hams dihayar di inuka.

2.

PASAL 4

Ocngan diherikannya pembiayaan ini olcli HANK, muka kedua hebh pil.uk seluju. hal.^. NA.SARAM
berscdia menibcrikan kcuntungan kepada BANK yangjumlah dan pcri.H-iunnya lelalMlr.iTnk9li kedua
bclab pibak yang diiampirkan dan merupaka,n bagian yang li.luk lerpiwlikan dan iH-rselujton mi.
Jumlah tersebut tcbli disepakali dan akan dilaksanakan

Catalan i *) Corel yang lidak pcrlu.



iH—



PASALll

.... ...... "™""
hukum dan tctap di Kantor PengadUan Nsgen d> Dog -Dcn,ikianpcr«t«jnaninU..hdi.pak^Uand^^^^^

NASABAH
PT. Bank Perkrcdilan Rakyat

AMANAH UMMAH

SAKSI I
SAKSl 2

SAKSI 3

,1



Lampiran / Pasal T^mbahan - Murabahah / BBA
Persetujuan Kredit No

BismUlahirrahmanirrahiim
Yang bertanda tangan dibawah ini,

1.

dari dan karenanya bertindak 'untuk atas nama Bank Perkreditan Rakyat -AMANAH
UMMAH untuk selanjutnya disebut pihak Pertania / Bank.

2.
bertindak untuk atas nama diri sendiri / berlempat linggal / berkedudukan di

untuk selanjutnya disebut pihak Kedua/Nasabah.

Dengan ini menyatakan bahwa berdasarkan Persetujuan Pembiayaan nomor dan tanggal
tersebut diatas, khususnya pasal 2 dan 4, telah sepakat mengadakan pasal tambahan
dengan persetujuan pembiayaan tersebut sebagai berikut :

1. Yang dimaksud dengan keuntungan sebagaimana pasal 4 adalah bagian keuntungan yang
merupakan hak pihak Pertama/Bank, atas modal kerja yang dikeluarkan oleh pihak
Pertama/Bank untuk kebutuhan pihak Kedua/Nasabah, yang dihitung dengan menam-
bahkan Mark Up nya dengan persetujuan pihak Kedua/Nasabah terlebih dahulu, atas
dasar azas kemanfaatan barang/modal yang dibiayai Bank.

2. Keuntungan yang harus dibayar oleh pihak Kedua/Nasabah kepada pihak Pertama/Bank
adalah sebagai berikut :

- Untuk pinjaman inveslasi = Rp per
• Untuk pinjaman modal kerja = Rp per
- Untuk = Rp per

3. Untuk mengatasi kemungkinan timbulnya kerugian/kemacetan pengembalian Pengemba-
lian pembiayaan Pihak Kedua/Nasabah menyetiijui akan melakukan pencadangan resiko
sebesar % dari jumlah keuntungan nasabah. Dan pihak Pertama/Bank sewaktu -
waktu dapat mengambil dana cadangan tersebut jika lerjadi kemacetan pengembalian.
Apabila dana cadangan tersebut tidak menutupi jumlah kewajiban pihak Kedua / Nasar.
bah, maka kekurangannya-tetap menjadi tanggungan pihak Kedua/ Nasabah.

4. Jumlah pengembalian pokok pembiayaan maupun jumlah keuntungan pihak Pertama /
Bank dan atau jumlah cadangan resiko dapat dilakukan sesuai dengan Daftar/Jadwal
Angsuran yang telah disepakati kedua belah pihak.

Demikian Lampiran/Pasal Tbmbahan ini dibuat dan dilanda tangani oleh kedua belah pihak
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan Pembiayaan nomor dan
tanggal tersebut diatas.

Pihak Kedua/Nasabah PT. BPR AMANAH UMMAH
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BANK SYAWAll

AMANAn UMUAH

LAPORAN KUNJUNGAN

NAMA

ALAMAT

PBKBiUAAN

• TUJUAN KUNJUNOAN 1

(IJ OaTUSpol (J1 PuacCaj

( 2 ! Bcstedki 1 < ] Ula-bia

HA5IL KUNJUNOAN ^

LABA/RUOI

^eecinMiS: heMcluine:

JasUtib Bea^oitii Jumltb penitelaanB

VtflfliHi

AJCnVA NBRACA
PASrVA

KuUaa koar

I^tKdiiiBbtnaD Hutaaj) JV.Piakeit

Piuhax
HulasxktnVJk.ftakaa

Akiiw hseirliuiayt Hutan/* b«nlcJk^"<kJ«
1

TtBiKAis/taua Mo^l^neboa

Pcnhtia

Kra^fiia

AlnrM lBtipkBa)«

* 1 jt' It, idSliS^I Jtt^l
1 B< I 1

PENDAPAT/TANOOAPANTENTANO TINDAKLANJUT TANOOAL

DISTRIBUSITINDASAN LAPOBAN JNIDIBBWKAN KEPADA NAMA-NAMA PEJABAT BANKVAN

TANOOAPAN

O PBBLU OSBRl:

NAMA



lamp ir an 15

No.

AM AN AH UMMA
T *^1 *»««M>'»<«•. Otar.ir

**

Niunn Rck.

Alamat ;

Disolor Olch :

Krlcrangnii :

"I'liniiiial :

Si-loran untuk :

n r.-ihiiML;.!!!

rmal Kii'vili Rp.

Tci R|i,

.Aiijisiiam _

ItlliUI

f



%



Lanipiran 16

AMANAH UMMAH

tanda terima dan PENGAMBILAN JAMINAN

Ta>ah<Sl«rimadafl :

B«rupa;

Untuk Kap«(1u«n :

I I JMMtan pMnbicyaM
•M.

I I P»l«n«»«n P»mbi«runI I dipSnjam MOMnun mk«n
difcimtnliiiin Igl;

Mtni'ttujul

K«p«U BagUn
P^nibiayaan Lunaa

BagianAlP

Dipatikaa e(#h

Baoian H/P
TOLTanda TanganTGLTanda TanganTGLTanda Tangan

Tang Manjwahkan

rWMc/Kuaaa

Yang Manf aaa

BagianAP

Yang M»nga«T>bd

TGUTaodaTanganTGLTanda TangaoTGLTanda Tangan

j





BANK SYARI'AH

AMANAH UMMAH

SURAT KETERANGAN

No : 04/H/BPRS-AU/XI/96

I

Direksi PT. Bank Perkreditan Ral^at Syari'ah Amanah Ummah Leuwiliang
[Cabupaten Bogor Menerangkan Bahwa:

i^ama : Tati Solihah

Pendidikan : Mahasiswa Universitas Pakuan Fakultas Ekonomi

Jurusan Akimtansi

Mo. Reg : 022191065

telah selesai melaksanakan Job Training di PT. BPR Syari'ah Amanah Ummah
Leuwiliang Bogor pada tanggal 30 Agustus 1996 sampai dengan 15 September
1996 padabagian :

- Bidang Operasional

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Leuwiliang, 15 September 1996
PT. BPRS AMANAH UMMAH
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(Drs. Djufri Djamaluddin )
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LAPORAN KUNJUNGAN
iPPik. AMANAH UMMAH
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